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KATA PENGANTAR

Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan peru didukung data dan infomasi
lingkungan hidup yang berkesinambungan, terukur, akurat dan trangaran. Dalam pengdolaan
lingkungan hidup dan mewujudkan akuntakilitas publik, pemerintah berkewajban menyedakan
data daninformasilingkungan hidup untuk dsebarduaskan kepada masyaralat.

Data dan inbmas lingkungan hidup tersebut harus menggambarkan keadaan
lingkungan hidup, baik penyebab pemasalahan, dampak yang diimbulkan maupun respon
pemelinteh dan masyarakat ddam menanggulangi masalah lingkungan hidup secara aif dan
bjaksana. Untuk itu peaporan lingkungan hidup menjadi sangat penting bak sebagai saram
urtuk memartau kuaitas maypun sebaga sarana urtuk merjamin petindungan kehidupan
bagi antargeneras.

Laporan Satus Linglkungan Hdup Daerah merupakan sarana yang perting untuk
mengkomunikasikan berbagai informasi serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyaralat terhadap lingkungan hidup. Selan itu urtuk membantu pengambil keputusan
ddam menentukan tndakan yang dipedukan guna memperbaiki pengdolaan ingkungan
hidup.

Penyusunan Laporan Staus Lingkungan Hidup Daerah Proving Nanggroe Aceh
Dassalan Tahun 2007 didasarkan pada Pedoman Umum Penyusunan Buku dan
Kumpulan Daa SatusLingkungan Hidup Daerah Tahun 2007. Dalam laporan tersebu akan
menggambarkan kondsi Aceh secara umum tefadi sekarang in, dan bertbaga masalah
lingkungan hidup yang besar akan dangkat sebagai isu lingkungan hidup uama. Hal ini
dmalsudkan untuk menggali ide/ gagasan bam sekaligusmembula mang bag upaya untuk
mengevaluasidan mencai sdusiterbak dalam menangguang bertbagai masalah lingkungan
hidup yang tejadi dewasaini.

Pada kesem patanini, kami menyampakanteiima kash danpenghargaan bagi €mua
phak yarg teah ikut memberikan kortibusi £hingga rampungnya penyusunan buku ini.
Kami juga menyadaii bahwa dalan penyusunan buku SLHD ini masih banyak kekurangan,
urtukitu kitikdan saran sangat kami harapkan demi kesempurmaannya.

Semagabuku iniadamarfaatnya bag kita sekalian.

Banda Aceh, Desember 2007

Ke pala Bape dalda
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

IR TEUKU SAID MUSTAFA
Pembina Utama Madya

NIP. 080 068 672
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BAB |
PENDA HULUAN

Konferens Perselikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan
Pembangunan (he United Nations Conference on Enviomnment and Development—
UNCED) di Rio de Janeiro tahun 1992, telah menghasilkan drategi pengelolaan
lingkungan hidup yang dituangkan dalam Agenda 21 Bab 40 menyebutkan pedunya
pemerintahan suatu negara baik Daerah maupun Nasional untuk mengum pulkan
dan memanfaatkan data dan informasi multisesktoral pada proses pengambilan
keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Sehingga informasi
bagi pengambil keputusan merupakan isu lintas sektor yang utama. Hal tersebut
menuntut letersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi
lingkungan hidup yang infom atif.

Pembangunan berkelanjutan tidak akan terlaksana tanpa memasukkan
unsur konservasi dan pelestrian lingkungan hidup kedalam kerangka proses
pembangunan. Hal tersebut dicapai dengan memperhatikan keterkaitan antara
ekosistem lingkungan dan manusia serta sebab akibatnya. Sehubungan dengan hal
tersebut, negara-negarma Asia-Pasfik (Economic and Social Commisson for Ada
and the Pacific- ES CAP) tahun 1995 menye pakati pengunaan metoda S-P-R (State-
Pressure-Response) dari UNEP (United Nation Environment Program) untuk
penyusunan State of the Enviomnment Report (SoER) setiap negam untuk
mengetahui status lingkungan hidup secara global .

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hdup yang mewajibkan Pemerintah baik Nasional maupun Daerah menyediakan
infformasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat sebagai
salah satu bentuk implementas dari Agenda 21. Selain itu, Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemeiintah Daerah telah melimpahkan kewenangan
pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah  ([Provins/
Kabupaten/Kota) sehingga pelimpahan wewenang ini diharapkan akan
meningkatkan kepedulian daerah terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan negara-negara Asia Pasifik dan
amanat undang-undang tersebut, sejak tahun 2002 pada tingkat nasional telah
diterbitkan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) setiap tahun.
Sementara untuk Pemerintah Daerah sejaktahun 1982 telah dikembangkan Neraca



Lingkungan Hidup (NLH), kemudian pada tahun 1986 menjadi Neraca
Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD), dan mulai tahun 1994
menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hdup Daerah (NKLD).

Sejak Tahun 2001 secara bertahap laporan NKLD diintegrasikan kedalam
penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/
Kota dengan mulai menggunakan format State-Pressure-Respons (SPR) dalam
penyusunannya. Pada tahun 2002 telah ditindaKanjuti dengan suratMenteri Negara
Lingkungan Hidup kepada Daerah (SLHD) untuk menyusun laporan Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman Umum
Penyusunan Laporan SLHD yang dikeluarkan oleh KNLH.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan sarana yang penting
mengkomunikaskan informas mengenai lingkungan hidup dan meningkatkan
kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta membantu
pengambil keputusan menentukan tindakan yang dipedulkan untuk memperbaiki
pengelolaan lingkungan. Laporan Status Lingkungan Hdup Daerah Provinsi NAD
Tahun 2007 akan menggambarkan kondisi lingkungan di Provinsi Nanggmoe Aceh
Darussalam secara umum yang terjadi saat ini. Laporan SLHD merupakan
dokumen yang menggambarkan status dan kecendemngan lingkungan dalam suatu
wilayah Provinsi langkah pertama dalam menyusun laporan SLHD adalah
menentukan isu lingkungan utama. Isu lingkungan hidup utama addah masalah
lingkungan yang perlu dtangani segera. Pengumpulan data SLHD dilakukan melalui
koordinas lntas skior dalam Provind NAD dan data yang diperoleh dari
kabupaten/Kota di Provinsi NAD oleh Tim Pengum pul Data dan pihak-pihak lainnya.

1.1. TujuanPenulisan Laporan

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hdup Daerah bertujuan antaralain :

1. Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah.

2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari
sistem pelaporan publik seita sebagai bentuk daii akuntabilitas publik

3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan

kepentingan penanaman modal (inve gor).



4. Menyediakan informas linglungan hidup sebagai sarana publik untuk
melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Pmja Lingkungan
(Good Environmental Governance) di daerah, serta sebagai landasan publik untuk
berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-
sama dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Salah satu ciri pokok dalam penyusunan laporan SLHD terletak pada
kemampuan menganalisis secara komprehensif hubungan aspek lingkungan fisk
(gejala biofisika) dengan aspek sosial-ekonomi kedalam bahasa yang dapat
dipahami masyarakat umum/awam. Keberhasilan pemanfaatan laporan SLHD
terletak pada meningkatnya pengertian dan kesadaran berbagai lapi san masyarakat
dalam turut mengatur, menjaga, dan melindungi keledarian lingkungan hidup.

Tata laksana laporan Status Lingkungan Hdup Daerah Provins adalah
sebagai berikut :

1.1.1. Isi/fformat Laporan SLHD Provinsi

Laporan SLHD provinsi merupakan dokumen yang menggambarkan gatus
dan kecenderungan lingkungan (komponen bidfisika, ekonomi, sodal dan
demografi) dalam suatu wilayah provinsi (intas kabupaten/ lota). Dalam melakukan
analisisinya, pemerintah provinsi perlu mengangkat isu lintas kabupaten/ kota dan
atau menggunakan isu prioritas yang pedu ditangani segera yang terjadi di salah

satu kabupaten/ kota.

1.1.2. Jenis Laporan

Laporan SLHD Provinsi terdiri dari dua buku yaitu :

1. Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan analisis S-P-R
berdasarkan data dalam buku basis data lingkungan hidup daerah dan data lain
yang dianggap perlu untuk menunjang analiss yang lomprehensdf, serta
analisi s terhadap isu-i su lingkungan yang terjadi.

2. Buku Kumpulan Data Lingkungan Hidup Daerah merupakan data media

lingkungan (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut).

1.1.3. Ruang LingkupPenyusunanSLHD
1. Data utama yang digunakan adalah data lingkungan hidup, beserta data
pendukung lainnya (seperti data sosial dan ekonomi) untuk memperkuat

analisis.



2. Tahun data yang digunakan adalah data per-Okober tahun berjalan dalam hal
ini ddam penyusunan SLHD Tahun 2007 menggunakan data Okiober 2006 —
Oktober 2007 dan data-data tahun sebelumnya (data seiies 3 —5 tahun terakhir)

untukmelihat kecenderungannya (trend data).
1.2. Visi dan Misi Provinsi

1.2.1. Visi

Temwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sekior
kehidupan masyarakat Aceh dan Pemerintahan, yang menjunjung tinggi asas
tansparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemeiintahan Aceh yang
bebas dari prakiik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga pada tahun

2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam

kemakmuran.
1.2.2. Misi
a. Kepemimpinan yang airatif, inovatif dan intuitif

1)  Membangun suatu mekanisme ocontrol yang ketat agar pemimpin dari
level tertinggi (Gube rmur) sampai yang terendah (Bupati, Wali Kota dan
Camat) memperlihatkan keteladanan yang baik, taat beragama, hidup
sederhana, menegakkan keadilan, taat pada hokum, tidak melakukan
KKN dalam bentuk apapun, sehingga memberi contoh keteladanan
bagi masyarakat.

2) Pemimpin harus memiliki innovatif dan intuitif yang tinggi dalam
menciptakan dan melaksanakan kebijakan agar lalu dalam koridor
kepentingan rakyat. Pemimpin dan pejabat Negara adalah “Orang
Besar’, namun lkebesarannya bukan karena dia berpangkat tinggi,
kaya raya atau berketumunan bangsawan tetapi karena dia dengan
setia telah menjadi pdayan rakyatnya.

b. Aparatur Pemerintah yang bersih, lompeten dan beribawa, bebas dari
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

1) Memperbaiki kesejahteraan PNS/pejabat negara sebagai prioritas
utama, mdalui pendapatan dan gaji yang layak

2) Memberikan reward bagi PNS/pejabat negara yang berprestas dan

punishment (sanksi/hukuman) bagi mereka yang melalaikan tugasnya.



3)

Memperbaiki kembali sistem penerimaan PNS dimana akan dilakukan
secara lebih letat sehingga diperoleh PNS yang berkualitas dan tidak

mengandung unsur KKN.

Penegakan hukum

1)

2)

Pemerintah Aceh alan berusaha sekuat tenaga membantu agar
pengadilan dapat befungsi sebagaimana mestinya. Walaupun bidang
kehakkman menjadi wewenang pemerintah Indonesa, Pemeiintah
Aceh akan berusaha agar pejabat dan PNS yang berdinas di Aceh
dalam bidang penegakan hukum alkan mendapat fasilitas yang sama
dengan pejabat dan PNS yang berada di bawah pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh bekerjasama dengan aparat penegak hulkum akan
membangun mekani sme agar rakyat pencat keadilan dapat dan berani
mengawasd proses hukum yang terjadi di dalam dan di luar pengadilan
dan mengawasi perilaku para hakm serta aparmat penegak hukum

lainnya.

Pengembangan sumberdaya manusia

1)

2)

3)

4)

5)

Pendidikan akan dijadikan sebagai media pemerataan kesempatan
untuk berkembang (mobilitas vertikal) bagi semua lapisan masyarakat,
terutama masyarakat lapisan bawah.

Kualitas dan mutu skolah di seluruh Aceh akan ditingkatkan baik
kualitas fisk bangunannya maupun kualitas para pendidik terutama
administrasinya.

Pemerintah Aceh akan membeikan subddi untuk universitas-
universtas atau perguruan tinggi di Aceh guna meningkatkan mutu
sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan (sarana penunjang)
Pemerintah Aceh akan mengusahakan pendidikan gratis minimd bagi
murid sekolah dasar (SD/MI) sampai dengan Sekolah Lanjutan Atas
(SLTAMA). Sekolah akan diberghkan dari pungutan yang membebani
orang tua sswa.

Pemerintah Aceh juga mengupayakan sesuai dengan kemampuan
ekonomi Pemerintah Aceh pembebasan biaya pendidikan bagi semua
anak yatim korban konflik dan korban tsunami ssmpai tamat Perguruan
Tinggi (S1).



8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

Pemerintah Aceh akan mengusahakan (sesuai kemampuan
pemerintahan Aceh ) pembebasan uang kuliah atau sekurang-
kurangnya akan dikembanglkan system subsidi yang adil untuk semua
program studi S1 yang memenuhi kiteria dan kualifikas tertentu.
Pemerintah Aceh akan meminta kepada institusi-institusi/lembaga
pendidikan pencetak tenaga pendidik untuk meningkatkan standar
mutu penerimaan calon tenaga pendidik dengan menaikkan rating
kualifikasi penerimaan mahasiswa baru. Institusi ini akan mendapat
pethatian khusus dari pemerintah Aceh.

Institug-institusi pendidikan agama seperti Dayah akan mendapat
pethatian serius dari pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh akan memberikan perhatian khusus dalam bentuk
program-program beasiswa secara luas untuk mahasiswa cerdas dan
bempredasi untuk melanjutkan pendidikannya le jenjang S2 dan S3 DI
Univerdtasuniversitas terkemula di luar negeri.

Dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan, Pemerintah Aceh
akan mengembangkan sistem subsidi/beasswa kepada mereka yang
secara elonomi tidak mampu namun memiliki keinginan dan
kemampuan kecerdasan untuk melanjutkan pendidikan.

Di daerah-daerah tertentu akan dikembangkan sekolah-sekolah
kejuruan (vocational).

Selurang-kurangnya 30 % APBD akan digunakan untuk pendidi kan.
Pemerintah Aceh akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
kepada masyarakat.

Pemerintah Aceh bertekat akan memberantas penyakit-penyakt
menular Kasi k seperti malaria, TBC,DBD, Lepra dsb.

Pemerintah Aceh akan memberikan pelayanan medis gratis bagi ibu

hamil dan anak

Perekonomian

1)

2)

Membangun kembali infragrukiur perekonomian di seluruh Aceh
sehingga akhimya seluruh teritorial Aceh dapat menjadi satu ke satuan
politik dan satu kesatuan e konomi.

Pemerintah Aceh akan memperlakulan pelaku ekonomi sebagai

patnerpembangunan.



6)

7)

8)

9)

Pemerintah Aceh akan memberikan perhatian srius pada
pengembangan elonomi kerakyatan.

Pemerintah Aceh secara proaktif akan mengidentitkkas semua sumber
e konomi yang berbiaya tinggi untuk diatasi dan dicari jalan keluamya.
Pemerintah Aceh akan mendorong bangkitnya kembali smangat
kewirausahaan rakyat Aceh seperti yang pemah kita saksikan pada
periode tahun 1940-an s/d tahun 1980-an. Pengusaha Aceh harus
dapat bangkit kembali menjadi masyarakat ekonomi yang handal.
Perdagangan luar negeri, terutama dengan Malaysia, Singapura,
Thailand, India dan lain-lan harus kembali digdakkan.

Produksi Agrobisnis tradisional masyarmakat harus memperoleh pasar
yang layak, yaitu dengan membuka pemasaran ke luarnegeri.

Di setiap Kabupaten akan dibangun kebun-kebun percobaan dan
percontohan (pilot project) agar rakyat dapat memperoleh penyuluhan
dan dapat memperoleh bibit unggul sesuai dengan kondisi alam di
tempatitu.

Para mantan gerilyawan GAM dan korban konflik akan diperhati kan
secara serius untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang layak

melalui penyediaan modal dan lapangan kerja yang mem adai.

Politik

1)

2)

3)

4)

Pemerintah Aceh akan berusaha sekuat tenaga agar seluruh rakyat
Aceh mendapat perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik dan
hukum maupun dalam bidang ekonomi, dengan mem perhatikan
potensi dan karakteridik masng-masing.

Kepala dan Wakil Kepala Pemerintahan di setiap level harus menjadi
satu kesatuan yang saling mengis dengan pembagian tugas yang
jelas. Sementara Bupati/Walilota menjadi mandataris rakyat di
daerahnya masing-masing.

Semualembaga politik, lembaga adat, dan lembaga keagamaan harus
menjalankan legiatannya berdasarkan fungsi masing-masng dan tidak
boleh ada tumpang tindih dalam fungsi dan wewenang.

Parttai lokal harus menjadi sarana demokrasi yang menciptakan

ke gabilan politik, kkmandirian, dan kemakmuran bagi rakyat Aceh.



Sumber daya alam

1)

3)

4)

Penerimaan pemerintah Aceh yang berasal dari bagi hasil kekayaan
alam akan digunakan secara adil, efesien dan bertanggung jawab
untuk ke sejahteraan dan kemakmuran seluuh rakyat Aceh.
Pemerintah Aceh alan meninjau kembali Hak Pengelolaan Hutan
(HPH). Jika selama ini HPH hanya dibeii kan kepada pengusaha, mala
di masa mendatang, pemerintah Aceh akan mendptakan system
pengelolaan hutan yang dikelola sndiri oleh rakyat secara lestari,
berkesinambungan dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat
Aceh sendiri.

Pemerintah Aceh akan melarang dan membatasi penebangan hutan
yang secara liar, kecuali untuk keperluan domedik rakyat yang
dilakukan s cara terkontrol.

Pemerintah Aceh akan melakukan eksploitasi dan eksploras sumber
kelkayaan alam lainnya, terutama pertambangan, dengan

mem pertimbangkan secara serius kelestrian e kosi gem.

Adatistiadat, kebudayaan, dan olahraga

1)

2)

Pemerintah Aceh akan memberi perhatian lebih secara seksama dan
mendukung upaya-upaya untuk pengembangan adat istiadat dan
budaya Aceh, antara lain dengan mendorong rakyat untuk
menghidupkan kembali pendidikan tatacarm sopan-santun keacehan
dalam keluarga serta akan menyelenggarakan secara reguler festival

dan seni Aceh.

Pemerintah Aceh akan membangun sarana olahraga dan <ni yang
merata di seluruh Aceh dan akan mendukung patisipasi Aceh dalam

event olahraga dan seni lokal, nasional, dan internasional.



1.3. Gambaran Umum
1.3.1. Geografis

Provinsi Nanggme Aceh Darussalam terletakdi Barat Laut Pulau Sum atera,
secara geografis terletak pada kedudukan 2°-6° Lintang Utara dan 95°-98° Bujur
Timur dengan Ibukota Provinsi tedetak di Kota Banda Aceh, memiliki luas wilayah
57.365,57 Km? (12,26 % dari luas pulau Sumatera), yang terdini dari 18 Kabupaten
dan 5 Kota, 257 kecamatan, 693 Mukim, 112 Kelurahan dan 6.335 Desa.

Provinsi NAD terletak pada posis yang sangat strategis yaitu pada pintu
gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan belahan
dunia timur dan barat. Temperatur rata-rata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
adalah 25°C, kelembaban rata-rata 85 % dan curah hujan rata-rata pettahun
berkisar 3,0 sampai 2459 mm.

Provinss NAD memiliki 119 pulau, 73 sungai besar, 2 buah danau dan
sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan
lindung 26.440,81 Km? dan hutan budidaya 30.924,76 Km2 Aceh mempunyai
beragam kekayaan sumberdaya alam antara lain minyak dan gasbumi, pertanian,
indudri, perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, cengkeh, kakao, lopi dan
tembakau), perilkanan darat dan laut, pertambangan umum (ogam, batu bara, emas
dan mineral lainnya).

Karakteristik lahan di Provinsi NAD pada tahun 2005 sebagian besar
didominasi oleh hutan, dengan luas 3.292.420 Ha atau 68,50 %. Penggunaan lahan
terluas kedua adalah perkebunan mencapai 573.052,53 Ha atau 9,99 % dari luas
total wilayah Provinsi NAD. Luas lahan pertanian sawah dan pertanian tanah kering
semusim mencapai 431.571,80 Ha atau &2 %, dan selebihnya lahan
pertambangan, industri, perkampungan perairan darat, tanah terbuka dan tanah

suaka alam lainnya dibawah 7 %.
1.3.2. Demografi

Undang-undang kependudukan Nomor 10 tahun 1992 Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahter,
pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian kualitas penduduk,

pengerahan mobilitas dan pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia



agar menjadi keluatan pembangunan. Pembangunan kependudukan harus

dilaksanakan secara bersama, terpad u terarah, bertahap dan berkelanjutan.

Masih rendahnya tingkat pertumbuhan elonomi dan jumlah penduduk yang
relatif besar berpengaruh terhadap kondis sosial masyarakat di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan belum diikuti
dengan peningkatan kualitas penduduk berimplikasi pada kehidupan sosial e konomi
masyarakat yang sangat rendah (social welfare). Keadaan ini disebabkan oleh
beberapa aspek yaitu : Kemiskinan grukural, konflik yang berkepanjangan, kriss
ekonomi, bencana gempa bumi dan tsunami serta naiknya harga bahan bakar

minyak (BBM) dalam negeii berpotens menambah jumlah masyarakat miskn.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam rata-rata
sebesar 0,86% pertahun yang secara simultan akan meningkatnya laju Angkatan
Kerja dan Pencari Kerja. Dilihat dari struktur penduduk maka jumlah perempuan dan
laki-laki relatif sama namun produktivitastenaga kerja relatif rendah karena pen cari
kerja perempuan belumdidukung dengan kualitas SDM. Angka partisipasi kerja
menunjukkan perbaikan, karena perubahan struktur penduduk dan usia pencari
kerja lebih tinggi daripada masa usia pendidikan dan usia pensiun (puma kerja).
Indikator lainnya adalah pengangguran terbuka, dilihat dari angka pencari kerja dari
tahun 2001 s.d 2006 mengalami flukuasi yang beragam.

Tabel : 1.1

Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan
di Provinsi NAD me nurut Kelompok Um ur 2001 s/d 2005

Kelompok 2001 2002 2003 2004 2005
Umur
0-4 463.172 457.936 446.512 | 431.549 402.463
5-9 437.937 438.288 436.582 | 421.762 438.758

10-14 464.785 456.532 442899 [ 427.671 451.732
15-19 481.430 479.700 468494 | 452.881 444633
20— 24 420.947 430.257 436.178 | 421.360 392.320
25-29 371.973 379.123 382.551 322.323 299.460
30-34 319.427 325.939 333.551 322.323 299.469
35-39 278.035 282.186 289.221 279.459 276.460
40-44 234.586 238.645 246500 | 238295 224.461




45-49 178.271 182.966 195.421 188.910 192.951
50 - 54 141.666 144.015 155.704 | 151.068 151.643
55-59 112.542 113.099 124.523 | 120.515 97.920
60— 65 89.934 88.388 99.782 94.834 93.958

65 + 147.375 148.966 160.556 | 155.063 210.323

Jumlah 4.142.080 4.166.040 | 4.218.486 | 4.075.599 | 4.031.589
unber: W Prov. NAD (2007)

Belum optimalnya keberpihakan pemerintah  terhadap pemberdayaan

masyarakat dalam pembangunan, menjadi penyebab utama rendahnya kualitas
penduduk Berbagai program pelayanan publik yang dialokasikan melalui Anggaran
Pembangunan dan Belanja Daermah (APBD) yang diupayakan pada masyarakat
masih jauh dari harapan.

Permasalahan dan tantangan pembangunan kependudukan dan
ketenagake jaan dalam RPJM 2007-20 diprioritaskan pada masalah-masalah sosial
yang mendasar antara lain besamya angka pengangguran dan kemiskinan. Pada
tahun 2005 jumlah penduduk Provinsi NAD sbesar4.031.589 jiwa, berada dalam
garis kemisknan berjumlah 1.927.099 jiwa (47,8 %), dan jumlah pengangguran
terbuka sebanyak 331.949 orang. Persentase pengangguran tertinggi terdapat di
Kabupaten Pidie (15,29%), Bireuen (11,35%) dan Aceh Wara (14,80). Kondsi ini
sangat memprihatinkan dan harus segera menjadi prioritas dalam pembangunan
kedepan.

Disisi lain, jumlah penduduk yang umumnya berpendidikan rendah harus
bekerja apa saja untuk mem pertahankan hidupnya. Karakteristik ini menyebabkan
lemahnya posid tawar masyarakat dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan
yang merugikan bagi pekerja. Kualitas tenaga kerja masyarakat Aceh relatif sedang
yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan umum dari angkatan kerja, dimana 7,03 %
(2003) tenaga kerja berpendidkan SD kebawah, dan sebe sar 69,08% umumnya ldusan
SMP dan SMU.

Dampak trersebut akan berimplikasi pada kualifkas pekerjaan dan tinglat
pendapatan yang sangat rendah, tanpa sistem kontrak atau tidak adanya kepastian
perlindungan hukum tertadap pekerja infomd tersebut. Untuk mengatasi berbagai
persoalan kependudukan dan ketenagakerjaan maka perlu ditempuh solusi perbaikan
tingkat kualitas hidup masyarakat (income percapita).



Pada tahun 2004 angka pencar kerja adalah sebesar 136.981 orang,
sedangkan pada tahun 2005 angka pencari kelja mengalami penurunan yang sangat
signifikan sebesar 47,6% atau menjadi 92.821 orang. Tercapainya indikator ini karena
adanya tenaga kerja yang relatif besar meldui pross rehabilitasi dan relondruksi
Aceh. Secarm simutan diharmapkan pencapaian target indikator ini karena ada
penawaran tenaga kerja yang relatif besar melalui prose s rehabilitasi dan relondruksi
Aceh. Secara simultan dharaplkan pencapaian target angka pencari kerja terus dapat
diturunkan 10 - 12 % per tahun. Pencapaian target indilkator ini sangat realistis
sehubungan dengan membaiknya stuasi politk dan keamanan di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam.

Tabel : 1.2
Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan Pencari Kerja
No. TAHUN JUMLAH ANGKATAN PENCARI
PENDUDUK KERJA KERJA
1. 2001 4.142,1 1.751.200 98.854
2, 2002 4.166,0 1.828.000 96.530 |
3. 2003 4.218,5 1676.706 100.553 |
4. 2004 4.075,6 1618.973 136.981 |
5. 2005 4.217,3 1.754.461 92.821
6. 2006 - - 116.867

Sunber : RPJM Prov. NAD (2007)

Upaya penanggulangan kependudukan dan ketenaga kerjaan difoku skan pada:
(1) Perluasan akses masyarakat misin terhadap pendidikan, ke sehataan, infrastru ktur
dasar, dan kesempatan untuk memperoleh pelerjaan dan berusaha; (2) Upaya
penanggulangan pengangguran dan kemiskinan memerlukan upaya yang bersifat
pem berdayaan dengan memperhatikan spesifikdan karakteri sik sumber daya lokal; 3)
Pembangunan kawasan daerah cepat tumbuh danmolhilisasi penduduk

Pendptaan lapangan kerfja juga harus dibarengi dengan tersedianya
pendidikan dan latihan (Umum dan tehnis) serta pemanfaatan potens lokal
merupalkan solusi yang tepat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan khususnya
masyarakat di Provind Nanggroe Aceh Darussalam agar mampu mandii dan
berkreativitas dalam usaha meningkatkan lehidupan yang layak sesuai tuntutan

Zaman.



1.3.3. Geologi

Keadaan geologi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Damussalam sangat
menarik baik ditinjau dari segi dratigrafi, strukur maupun geologi ekonominya.
Penyelidikan geologi telah banyak dilalukan sjak zaman penjajahan Belanda
hingga sekarang.

Berdasarkan jenis dan umur batuannya, geologi regional Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dapat dilkelompokkan sebagai berikut :

1. Batuan berumur Kuarter (0-1) juta tahun, terdiri atas bongkah-bongkah
kerakal, keiikil, pasir, lumpur, lempung dan longlomeerat. Batuan tersebut
menempati daerah lembah antar gunung dan dataran rendah aluvial sera
lembah antar gunung.

2. Batuan berumur Neogen (1,8 — 22,5) juta tahun, terdiri atas serpih, batu
lem pung, batu pasir, konglomerat, batu gunung api bersusunan andesiti k'dasiti k
dan tufa, dan batuan ultra basa. Batuan tersebut umumnya membentuk
perbukitan berombak sampai bergelombang di bagian utara dan selatan
wilayah.

3. Batuan berumur Paleogen (22,5 — 70 ) juta tahun, tediri atas batu pasir,
serpih, konglomerat, batu gamping, batuan gunung api bersusunan andesitik,
basaltik dan batuan ultra basa. Batuan tersebut menempati sbagian tengah
wilayah, membentukm orfologi be rgelom bang sampai bergelombang kasar.

4, Batuan berumur Mesozoikum (70 — 500) juta tahun, tediri dari batuan
sedimen meta berderajat tinggi (sekis, filit, kuarsit, batusabak, marmer) dan
batuan gunung api meta. Batuan tersebut menempati bagian tengah wilayah
membentuk morfologi pegunungan berelief kasar.

5. Batuan beku berumur Tersier sampai Mesozoikum (1,5-422,5) juta tahun,
berupa batuan terobosan berdsfat asam sampai menengah terdiri atas granit,
granodiorit dan diorit.

Keadaan struktur geologi di wilayah Provinsg Nanggroe Aceh Darussalam
sangat rumit, berupa lipatan, patahan (sesar)dan kekar. Sebagian wilayah ini dilalui
oleh patahan besar yang merupakan slah satu bagian daeri sistem Patahan

Sumatera yang dikenal ssbagai “mega sheared zone” yang mmbelah pulau



Sumatera dari selatan sasmpai utara sebagai patahan akif. Patahan besar ini terjadi
sebagi akibat dari adanya pertumbuhan antara lantai kerak Samudera Indonesia
dan kerakbenua Ada di lautan disebelah barat selatan pulau Sumatera.

Rumitnya struktur geologi di wilayah ini adalah akbat dari pertumbukan
tersebut. Disamping patahan be sar sebagai patahan utamayang akif tadi, terdapat
pula beberapa patahan besar lainnya, salah satu patahan besar lainnya adalah
patahan yang berarah Timur Laut Tenggara melalui Pulau Weh, Gunung Seulawah,
Tangse menerus ke Tapakiuan. Teibentuknya beitbagai jenis dan unsur batuan
serta rumitnya keadaan struktur geologi seperti tersebut diatas dapat memberikan
dam pak bai k positif maupun negatif bagi wilayah itu sendiri.

Dampak positinya antara lain munculnya daerah-daerah mineralisasi
berbagai jenis mineral (di zona patahan dan bahan galian sebagai ke kayaan alam di
wilayah yang sampai saat ini perlu ditinglkatkan pemanfaatannya untuk mendukung
kerangka rencana pengembangan wilayah.

Dampak negatifnya antara lain adanya gunng api aktif dan daerah rawan
gempa bumi (tekionik dan vulkanik yang dapat menimbulkan bencana alam
beraspek geologi seperti letusan gunung api, gerakan tanah, banijir, eros,
sedimentasi dan sebagainya.

Dalam rangka penataan tata ruang wilayah dan pembangunan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, kondisi geologi tersebut merupakan kendala yang
sangat penfing untuk diperhatikan dan dijadikan data dasar dalam menilai
keterhunian wilayah ini.

Peran geologi untuk meningkatkan inventarisasi sumberdaya alam
khususnya pertambangan dan energi, demikian juga prasarana tataruang lain mala
mutlak diperlukan pembangunan prasarana komunikasi (alan, telelomunikasi damn
lain-lain) untuk menghilangkan isolad terutama daerah-daerah terpencil. Adanya
prasarana yang mantap dan aman dari bahaya bencana geologi ini dapat

menggugah atau menari k para investor diberbagai bidang usaha.

1.3.4. Tata Ruang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah diupayakan
adanya keterpaduan pembangunan sekoral dan wilayah serta daerah. Wujud
operasional secara terpadu dituangkan melalui pendekatan wilayah yang tertuang
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kom prehendf dan berhirark dari

tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten/kota. Gempa yang diikuti gelombang



tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah meluluh lantakkan sebagian besar
wilayah Provind Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) & Nas (Provinsi Sumatera
Uara) dengan korban lebih dari dua ratus ribu jiwva meninggal dan menyisakan
kerusakan fisik yang luas biasa. Oleh karena itu untuk membangun kembali Provinsi
NAD dan Nias, wilayah ini harus direncanakan dan ditata kembali mengikuti kaidah-
kaidah dan norma-normma yang ada dengan memasukan aspek mitigasi terhadap
bencana alam termasuk sigem peringatan dini dalam ranglka meminimallan resiko
dikemudian hari dengan memberikan ke ssmpatan masyarakat untuk berparti spasi
langaung dalam proses perencanaannya.

Kota-kota di Provinss NAD sebagian besar berada di tepi Pantai Barat dan
Timur. Bahkan kedua simpul wilayah yakni Kota Banda Aceh dan Meulaboh berada
tepat ditepi pantai yang pada dasamya rawan akan bencana temutama bencana
patahan, gunung api dan tsunami. Sebagaimana terlihat dari pola pembangunan
infradrukur terutama dari sebaran sarana dan prasarana transpornasinya, strategi
pengembangan wilayah Provinsi NAD diarahkan sepanjang pantai utara, imur dan
barat.

Dengan mengingat strukiur kewilayahan yang demikian dan potens
bencana yang ada di Wilayah Barat Provinsi NAD, sudah semestinya pusatpusat
perkotaan dan pemukiman dirancang untuk perindungan dari bencana yang
mungkin terjadi. Secara rupa bumi, kota-kota tersebut idak memiliki natural buffer
zone. Oleh karena peru direncanakan sarana perlindungan buatan untuk kawasan
tepi pantai £bagai upaya melakukan mitigasi bencana. Dalam tinjauan eksternal,
Provinsi NAD relatif tetinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.
Pada tahun 2003, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi NAD adalah sebesar
0.13%. Jika dibandingkan dengan LPE Sumatera (3,6% ) dan LPE Nasonal (3,4%),
maka laju pertumbuahan ekonomi Provinsi NAD termaaik lambat. Oleh karena itu
upaya-upaya baik sektoral maupun non sktoral (penataan ruang) yang tepat untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi di NAD sehingga bisa lebih mendistribusi kan
kemakmuran yang dicapai kepada masyarakatnya. Dengan adanya tsunami mala
perekonomian mengalami penurunan yang luar biasa. Menurut Kementrian
Percepatan Pembangunan Daerah Tettinggi di Provinsi NAD, Provinss NAD
mempunyai 12 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, kemudian

bertambah menjadi 16 kabupaten setelah bencana taunami. Oleh larena perlu



segera dilakukan pemulihan elonomi sekaligus juga mempersiap kan landasan yang

kuat bagi masa depan Provinsi NAD.

Dari sudut pandang sosial dan politk, slama lebih dari satu dasawarsa
terakhir, Aceh terus menerus mengalami konflik politk dan senjata antara
pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdelka (GAM). Perkembangan
mutakhir pasca bencana gempa bumi dan tsunami, telah tercapai suatu
kesepakatan untuk rekonsiliass antara keduanya. Perubahan ssial politik ini
tentunya memiliki impdikasi yang sangat baik bagi perkembangan kehidupan
masyarakat Aceh dan pembangunan di Provinsi NAD.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NAD telah pemah dibuat
pada tahun 1993 untukjangka wakiu 15 tahun (1993 — 2008). Sehubungan dengan
perubahan bentang alam dan kerusakan fisk dan sosal yang luar biasa akibat
bencana alam tsunami dan gempa bumi pada tanggal 26 Desember 2004, sera
dengan lahimya Undang-undang Pemerintahan Acch (UUPA) Nomor 11 Tahun
2006, maka penyusunan kembali RTRW Provinsi NAD menjadi sangat diperlulan.

1.3.4.1. Arahan Sfruktur Ruang
Pertimbangan dalam penetapan strukiur tata ruang Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) adalah sebagai beri kut :
Kebijakan dan strategi pembangunan Nasional dan Pulau Sum atera.
Visi dan misi Pembangunan Provinsi NAD.
Perkembangan penduduk dan lkelengkapan sarana dan prasarana di tiap
wilayah.
4. Potens dan keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya
manusia, alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya pembiayaan.
lsu-i i strategi sPengembangan Wilayah Provind NAD.
Hasil ke sepakatan melalui dialog gakeholder.
Arahan grulturtata ruang Proving NAD didasar kebijakan pengembangan
Struktur Tata Ruang beri kut
1. Memantapkan arahan struktur ruang yang telah ditetapkan di dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RT RWN) dan RT RW Pulau Sum atera.
2. Mendorong pertumbuhan wilayah tertinggal yaitu wilayah Aceh Bagian Tengah
dan wilayah Aceh Bagian Barat.



Optimalisasi pemanfaatan, pengolahan dan nilai ekonomi potens pariwisata,
perikanan, pertambangan, dan potens-potensi lainnya di seluruh wilayah NAD
untukmeningkatkan ke sejahterman seluruh Masyarakat Aceh.

Mengubah orientasi pelayanan pada Aceh Bagian Selatan agar lebih mengarah
pada integrasi pelayanan dalam wilayah Provinsi NAD.

Ruang yang eksistingnya digunakan untuk kepentingan budidaya, sedangkan
kesesuaian lahannya dapat dpemuntukkan/cocok untuk lebih dari satu fungsi
budidaya, maka rencana pemanfaatan ruangnya darahkan untukfungsi budidaya
yang lebih intensf dan memiliki manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, tetapi
dengan minimas konflik petanahan yang mungkin tejadi.

Lahan-lahan yang memiliki kesesuaian maupun kondisi ekdstingnya untuk
fungs budidaya lahan basah, dipertahankan pemanfaatannya untuk mendukung
ketahanan pangan wilayah dan nasional.

Mewujudkan kawasan pelindung setempat pada ruang yang ssuai di semua
bagian wilayah.

Rencana pola pemanfaatan mang yang lebih detail dapat dituangkan dalam
RT RW Kabupaten/Kota pada skala yang lebih besar.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka rencana pengembangan struktur tata

ruang wilayah Provinsi NAD sebagai beri kut:

1.

Penge mbangan Pu sat Kegiatan Nasional (PKN)

Pengertian PKN (Pusat Kegiatan Nasonal) adalah kota—kota yang mem punyai
potensi sbagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan intemasional dan memiiki
potensi untuk mendorong perkembangan wilayah sekitamya dan berfungsi
sebagai pusat pengembangan kegiatan jasa, pusat pengolahan, smpul
tansportasi dengan skala pelayanan nasional atau b eberapa provinsi.

Penge mbangan Pu sat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah lota sebagai pusat jasa, pusat
pengolahan dan smpul transportas yang melayani beberapa kabupaten.
Kriteria penentuan PKW adalah pusat jasa pelayanan keuangan/bank yang
melayani beberapa kabupaten, pusat pengolahan/pengumpulan barang yang
melayani beberapa kabupaten, simpul transportasi untuk beberapa kabupaten
serta pusat pelayanan jasa lain untuk beberapa kabupaten.

3. Pengembangan Pu sat Kegiatan Lokal (PKL)



Pusat Kegiatan Lolal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan

dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau

beberapa kecamatan. Setelah melalui pembahasan/dialog di wilayah (Langsa

dan Meulaboh) dan di tingkat Provinsi yang diadakan di Kota Banda Aceh,

berikut ini adalah Rencana Strukiur Tata Ruang Wilayah Provinsi NAD. Dari 5

alternatif Rencana Stuktur Tata Ruang yang diusulkan, disepakati untuk

memilih Alternatif k-4 (empat), dengan arahan sebagai berikut :

3.1. Pengembangan PKN dan PKN Kawasan
Mengembangkan Banda Aceh-Sabang sebagai PKN kawasan <ssuai
dengan kecenderungan integrasi yang terjadi. Implementasi PKN Kawasan
yaitu pada didribus sarana dan prasarana pendukung PKN.
Pengembangan PKN di wilayah Bagian Timur Provins NAD
(Lhokseumawe) yang berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan wilayah
Bagian Timur Provind NAD. Mengusulkan pengembangan PKN di wilayah
Bagian Barat Provinsi NAD (Meulaboh) yang berfungsi sebagai pendorong
percepatan pertumbuhan wilayah Bagian Barat Provins NAD.

3.2. Pengembangan PKW
Pengembangan Tapakiuan, Takengon dan Langsa sebagai PKW.
Pengembangan PKW di wilayah Bagian Barat-Selatan, Bagian Tengah
dan untuk wilayah Bagian Timur yang diharapkan dapat mendorong
petumbuhan pada kawasan-kawasan skitamya, terutama yang berada di
dalam wilayah pelayanan masing-masing PKW.

3.2. Pengembangan PKL
Pada setiap kabupaten perlu dilembangkan minimal satu kawasan
perkotaan dengan fungs sbagai PKL, yang menjadi pusat orientasi
pelayanan bagi sluruh wilayah kabupaten yang bersangkutan, sesuai
dengan hasil lkesepakatan dalam dialog stakeholders.

3.4. Pengembangan sarana transportas yang berfungsi menghubungkan antar
pusat PKN-PKW-PKL.Penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan
struktur hirarki pusat pelayanan, teétmasuk prasarana dan sarana

transportas.

Altematif struktur tata ruang Provind NAD yang dipilih tersebut memiliki

beberapa catatan hasil pembahasan sebagai berikut:



1. Struktur tata ruang Proving NAD diupayakan untuk dapat membula
ketertinggalan sbagian besar wilayah NAD yang banyak termasuk dalam
kategori wilayah tertinggal.

2. Struktur tata ruang Provins NAD diupayakan untuk dapat membentuk struktur
pelayanan vyang lebih efisen serta meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat dengan mendayagunakan potensi yang dimilik pada se kior
pertanian, kelautan, pertambangan, pariwisata, dan se kor lainnya.

3. RTRW Provinsi NAD hendaknya dapat mensinkonisaskan RTRW Kab/kota di
wilayah Provinsi NAD.

4. Pengintegrasan Rencana Jaringan Kereta Api yang disepakati Gubemur se-
Sum atera ke dalam Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi NAD.

5. Pengembangan jaringan jalan yang melewati kawasan lirdung (Taman Nasonal,
Hutan Lindung, Hutan Plasma Nutfah, Tahura, danlainnya), dilakukan dengan lebih
banyak meningkatlan jaringan jdan yang sudah ada dengan pengendalian

pem anfaatan ruang yang sangat kefat.

1.3.4.2. ArahanPola Pemanfaatan Ruang
Dalam arahan pemanfaatan mang, Provind Nanggroe Aceh Darussalam
dibagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.
1. Kawasanlindung
Secara fisik kawasan lindung dibedakan menjadi Kawasan hutan Dan
Kawasan Non Hutan. Kawasan Hutan terdiri dari hutan konservas dan hutan
lindung sedangkan kawasan non hutan terdii dari kawasan resapan air,
kawasan sektar danau/waduk, kawsan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau
kota, sempadan pantai, sempadan aungai, kawasan cagar budaya, kawasan
rawan bencana, lkawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ, kawasan
perkebunan yang masuk dalam kriteria skor (>125); dan kawasan lain non-hutan
yang mem punyai nilai skor > 125.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden
No.32 Tahun 1990 dan analisis kondisi saat ini serta mem perhatikan Peraturan
Pemerintah No. 47 Tahun 1997 Tentang RTRW Nasional, Undang-undang
No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Surat Keputusan Menter
Kehutanan No. 19 Tahun 1999 Tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di
Wilayah Provind NAD, maka pengembangan kawasan lindung di Provinsi NAD
dapat dilihat pada Tabel IV.3. (lampiran



2. Kawasan Budidaya
Kriteia kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk
penentuan suatu lkawasan yang ditetapkan untuk berbagai usaha dan/atau
kegiatan yang terdiri dari kriteria teknis sekoral dan kriteria ruang. Kawasan
budidaya meliputi Hutan produksi dan hutan rmkyat yang mem punyai nilai skor <
125, Kawasan pertanian, Kawasan perkebunan, Kawasan pertambangan,
Kawasan peruntukan industri, Kawasan pariwisata dan Kawasan

permukiman.(lihat table IV.4)

1.3.4.3. Arahan Pengelolaan Kaw asan Perkotaan, Kaw asan Perdesaaan, dan
Kawasan Tertentu

Arahan pengelolaan kawasan peresaan, perkotaan dan kawasan tertentu
mencakup strategi yang ditempuh untuk lebih meningkatkan hubungan keterkaitan
fungs antar kawasan serta keterkaitannya dengan sistem jaringan prasarana
tansportasi dan dstem prasarana lainnya. Dalam hal ini peru ditentukan
bagaimana lota dilkembangkan agar dapat memicu pertumbuhan dan pemerataan,
bagaimana desa dikembangkan ssuai dengan strategi pengembangan kawasan
produksi seita bagaimana kawasan tertentu dikembangkan sesuai dengan strategi
pengembangan kawasan yang memiliki kekhasan karakteristik sehingga
diprioritaskan penataan ruangnya.

1. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukman
perkotaan, pemusatan dan didribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan elonomi. Kawasan perkotaan mempakan daerah
permukiman yang meliputi kota induk dan wilayah pengaruh di luar batas
administratifnya, yaitu kawasan pinggiran kota (suburban). Kegiatan yang
ditampung di kawasan perkotaan memupakan kegiatan dengan intensitas tinggi,
yaitu meliputi kegiatan-kegiatan pemukiman perkotaan, industri, jasa dan

perdagangan, serta kegiatan pelayanan lainnya.

2. Arahan Pengelolaan Kawa san Perde saan
Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
sebagai kawasan produksi primer (pertanian atau sumber daya alam lainnya),

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan,



pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa sosal dan kegiatan ekonomi.
Dengan demikian kawasan perdesaan mengandung pengertianikatan beberapa
desa sebagai suatu wilayah penataan ruang yang diidentifikasikan memiliki
homogenitaspotens dan atau permasalahan khusus yang perlu ditangani.
3. Arahan Pengelolaan Kawasan Tertentu
Kawasan tertentu yang akan dikelola di Provinss NAD meliputi
pengelolaan kawasan andalan, kawasan kritis lingkungan, kawasan tertinggal
serta kawasan pertahanan dan keamanan.
1.3.44. Ruang Lingkup Wilayah
Lingkup wilayah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini
meliputi seluruh wilayah Provinss NAD. RTRW Provinsii berbentuk arahan-arahan
yang disusun dengan kedalaman substansi yang <esuai dengan ketelitian
atau skala petanya, yakni skala 1 : 250.000 berjangka waku perencanaan
15 tahun. Unit analisis yang digunakan dalam penyusunan RTRW Provinsi adalah
unit Kabupaten/Kota, sedangkan sisgem jaringan prasarana digambarkan pada
kedalaman s stem primer.
1.3.4.5. Ruang Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan dalam penyusunan RT RW Provinsi NAD mencakup :
1. Tahapan persiapan mendasar (pengetahuan pekerjaan, mobilisasi personil,
penyiapan perangkat kerja, dll).
Pengum pulan data.
Melakukan pengkajian tethadap kebijakan-kebijakan yang ada dan terkait
dengan penyusunan RTRW Provinsi NAD, serta dudi-studi yang sudah dan
sedang dikefjakan.
4. Melakukan inventarisas dan pengkajian terhadap proyek-proyek strategis yang
saat ini sudah berjalan dan issu-isau strategis
5. Pengkajian issu-isau strategis lainnya seperti issu post-conflict area pasca
perdamaian Helsink.
Melaku kan pe ngintegrasian tata ruang kabupate n/kota.
Koordinasi dengan berbagai pihak temmasuk BRR, Pemda, Satker, NGOS dan
konsultan lainnya.
8. Analisa dan formulasi skenario serta pengembangan konsep arahan rencana.
9. Menyusun arahan tata mang wilayah Provinsi NAD.

10. Menyusun Draft Qanun.



11. Sosialisasi RT RW Provinsi NAD.

1.3.5. Kependudukan

Pertumbuhan penduduk Provinsi NAD pada periode 2005-2006 1,06 %, hal
ini sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan peliode sebelumnya yaitu
1.65 %. Sex mtio penduduk adalah 1,05 dengan jumlah penduduk laki-laki
2.073.984 dan perempuan 2.027.647 (Sumber data Kabupaten/Kota 2006 ).

Kepadatan penduduk tahun 2006 di Proving NAD adalah 73,97 per Km?,
dengan kepadatan tertinggi di Kota Banda Aceh dengan tingkat 3.501,47 per Km?,
sedangkan kepadatan penduduk terendah pada Kabupaten Aceh Jaya dengan
tingkat kepadatan 17,46 per Km?.

1.3.6. Kesehatan Masyarakat

Bencana alam berupa gempa dan gelombang tsunami yang terjadi diakhir
Desember 2004 yang lalu diyakini memberi pengamuh yang besar terhadap
perubahan gambaran status kesehatan masyarakat Provinss Nanggroe Aceh
Darussalam, walaupun belum ada suatu laporan autentik tetang dam pak bencana
alam tersebut terhadap status kesehatan masyarakat. Situas dibawah ini akan
menggambarkan status ke sshatan masyarakat dan setelah bencana terjadi.

Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada tanggal
26 Desember 2004 lalu telah merenggut korban jiwa lebih dari 150 ribu dan lebih
kurang 500 ribu penduduk yang kehilangan harta benda serta tempat tinggal.
Kabupaten/Kota yang mengalami kehilangan penduduk paling banyak adalah kota
Banda Aceh dan Aceh Besar (jumlahnya 122.736 atau 22% jumlah penduduk
sebelumnya), Kabupaten Aceh Jaya (16.874 atau 17% ) dan Kabupaten Aceh Barat
(13.785 atau 7%).

Kedudukan wilayah Indonesia pada daerah tropis mengakibatkan wilayah-
wilayah di Indonesiatemaaik Proving Nanggroe Aceh Darussalam cukup potensial
untuk berkembangbiaknya vekior serta kuman penyakt yang setiap saat dapat
mengancam ke s hatan masyarakat. Apalagi dari hasil diskusi dan pendapat para

ahli, bencana alam yang baru lalu terjadi membawa banyak pengamuh terhadap



kesehatan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Kondisi yang terjadi

sekarangini jugamerupakan dampakyang ditimbulkan antara lain:

1) Meningkatnya temuan kasus penyakit menular, terutama ISPA, campak malaria,
dan diare.

2) Menurunnya status gizi kelom pok masyaralkat rentan, termasuk ibu hamil, dan bayi
dan balita.

3) Meningkatnya kasus gangguan kesehatan jiwa, akibat yang didami lorban
bencana alam.

Beberapa upaya untuk memperkecil resko tumunnya kualitas lingkungan
telah dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait seperti pembangunan sarana
sanitasi dasar, pemantauan dan penataan lingkungan, pengukuran dan
pengendalian kualitas lingkungan.

Pembangunan sarana dan sanitasi dasar bagi masyarakat yang berlaitan
langaung dengan masalah ke sehatan meliputi penyediaan air bersih, jamban shat,
perumahan shat yang biasanya ditangani secaralintas sekior.

a.  Pengunaan Air Bersih

Jumlah keluaga yang memiliki akses air bersh mash sangat minim. Data
profil ke sehatan kabupaten/Kota menunjukkan penggunaan air bersih pada stiap
keluarga yang paling tinggi adalah sumur gali +67,24 %, PDAM % 19,41 %, lain-lain
+ 7 %, sumur pompa tangan = 3,327 % dan penampungan air hujan = 2,2 %,
sedangkan penggunaan air kemasan +0,84 %.
b.  Rumah sehat

Rumah berperan ssbagai media penularan penyakit diantara anggota keluarga
atau tetangga skitamya. Pada tahun 2006 telah dilakukan pemeriksaan rumah
sehat di beberapa Kabupaten/Kota menunjukkan kondid 54,47 % dinyatalan sehat
dari 480.884 rumah yang dilakukan pemeriksaan. Dari data yang ada mala
program sosalisasi tethadap masyarakat untuk membangun rumah sehat perlu
terus dilakukan sehingga pencegahan terhadap penyakit ve ktor dapat diperkedl dan

penyebab p enyakit lanilla dari lingkungan se kitar umah.

¢c. Keluarga dengan ke pemnilikan sarana sanitasi dasar.
Keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar meliputi persediaan air
bersih, kepemilikan jamban keluarga, tempat sampah dan pengelolaan air Iimbah

keluarga keseluruhan, hal ftersebut sangat diperlukan didalam peningkatan



kesehatan lingkungan. Daii hasil pendataan yang diberikan oleh Kabupaten/Kota
meldui data profil menggambarkan samapi tahun 2006 persediaan air bersh
mencapai 64,99 %, ketersediaan jamban keluaga 68,54 %, letersediaan tempat

sampah 52,12 % dan tem pat pengelolaan air limbah keluarga 38,36 %.

d  Tenpat Unumdan Pengolahan Makanan (TUPM)

Makanan termasuk minuman, merupakan kebutuhan pokokdan sumber utama
bagi kehidupan manusia, namun makanan yang tidak dikelola dengan baik justru akan
menjadi meda yang sangat efektif didalan pendaran penyakit saluran pencemaan
(Food Bome Diseases). Hasl pengawasan terhadap kualitas penyehatan tem pat umum
dan pengolahan makanan tahun 2005 +72,88 % dinyatakan sehat.

Beberapa indikator penting untuk mengukur derajat ke seshatan masyarakat
pada status daerah adalah :
a.  Umur Harapan Hidup (UHH)

Perkembangan Umur Harapan Hdup di Provinsi NAD dapat dilihat pada tabel
1.3 berikut ini :

Tabel : 1.3

Umur Harapan Hidup Provinsi NAD dan Nasional
Pada Tahun 2005 dan 2006

Tahun 2005 Tahun 2006
N Umur Harapan
o Hidup NAD | Nasiomal | NAD | Nasional
1 | LakiHaki 67 68 68 68
2 | Perempuan 69 70 69 70

Sumber : Profil Kesehatan Prov. NAD (2007)

b. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian bayi merupakan salah satu indikator yang paling sensitif untuk
menentukan derajat ke sshatan statu daerah. Berdasarkan laporan jumlah kematian
bayi menurut Kabupaten'Kota 2006 Kabupaten Aceh Barat Daya menurjukan angla
tertinggi terhadap anglka kematian bayi disusul Kabupaten Simeulue dan Aceh
Tenggara. Angla Kematian Bayi(AKB) Provinss NAD adalah 40/1000 lahir hidup
dengan kisaran (16/1000 LH — 40/1000 LH). Sementara AKB Nasional sebesr

35/1000 Kelahiran Hdup. Jadi AKB NAD masih diatas angka Nasional.



c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Jumlah kemafan ibu yang dlaporkan per Kabupaten/Kota maka perhitungan
indicator AKI untuk proving NAD berksar antara 212-237 dalam 100.000 kelahiran
hidup. Untuk mengurangi bias perhitungan AKI yang yang direkomendasikan oleh
WHO dalam 100.000 kelahiran hidup maka digunakan Raso Kematian |bu. Untuk
menghitung rasio kematian ibu di Provinsi NAD tidak dapat dilakukan lkarena anglka
kelahiran di Provinsi NAD kurang dari 100.000 kelahiran hidup, tetapi bila diasumsikan
maka angka AKI di Provinsi NAD tahun 2006 adalah 224/100.000 kelahiran hidup
(Nasional 307/100.000 kelahiran hidup) sedangkan tahun 2005 adalah 349/100.000
kelahiran hidup.

d. Angka Kesakitan

Hasl pencatatan dan pengumpulan Survelance Provind NAD tahun 2006
diperleh jumlah kasus penyakit tetbesar adalah influenza dengan jumlah kasusbam
sebanyak 178.286 lkasus yang diikuti dengan diare ssbanyak 62.091 kasus, malara
Kinis sebanyak 7.259 lkasus dan Demam berdarah sebanyak 309 kasus. Penyakit
mendar yang terdapat di Provinsi NAD berdasarkan survei adalah : diare, malaria,
TBC, ISPA, Pnemonia, Demam berdarah, lepra dan infeksi hulit.

Jumlah kasus malaria teinggi dtemukan di Aceh Besar, Pidie, Simeulue, dan
Tamiang; sedangkan kasus DBD yang tertinggi ditenukan di Kota Lhokseumawe
disuaul Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Barat Daya.

1.4. Kebijakan Pendanaan Lingkungan

Pembiayaan tethadap pelaksanaan program kegiatan bidang lingkungan
hidup menjadi salah satu faktor utama dalam upaya pencapaian target kinerja baik
yang didukung oleh belanja modal maupun belanja barang dan jasa, sehingga
pelaksanaan program kegiatan bedlangsung dengan baikdan lancar.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
program kegiatan bidang lingkungan hidup di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
hanya didukung oleh anggaran daii APBA dantidak ada dukungan dana dari APBN,
kecuali slama satu tahun terakhir hanya mendapat alokasi dana DAK (Dana
Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup).

Disadari epenuhnya kebijakan alokasi anggaran pembangunan bidang
lingkungan hidup yang hanya didukung oleh satu sumber dana APBA jelas sangat
tidak mencukupi berbagai kebutuhan. Hal ini mengakibatkan sebagian besar



program kegiatan bidang lingkungan hidup yang telah direncanakan sebelumnya
terpaksa dihilangkan karena kemampun anggaran yang terbatas

Dari kenyataan tersebut juga menunjukkan bahwa, sebagian besar program
kegiatan hanya dialokasikan ke sebagian kecil wilayah di Provisi Nanggroe Aceh
Darussalam. Dampak dari kebijakan anggaran lingkungan yang terbatas tersebut
maka menyebabkan menyebabkan banyak tugas-ugas dan fungsi polok yang
seharus ditangani dengan sangat terpaksa tidak dapat disentuh oleh aparatur
pengelola lingkungan hidup.

Sejak tahun 2003 sampai dengan 2007 alokasi anggaran untuk Bapedalda
Provinsi Naggroe Aceh Darussalam terjadi varias dari tahun ke tahun. Pada tahun
2003 alokas anggaran sebesar Rp 3.828.341.355, tahun 2004 sebesar Rp
4.700.000.000, tahun 2005 3.080.000.000, tahun 2006 sebesar Rp 5.467.835.786,
dan tahun 2007 sebesar Rp 9.122.179.850, -

Oleh karena untuk lebih cepat berkembangnya pelaksanaan pembangunan
bidang lingkungan hidup d Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka kebijakan
anggaran lingkungan hidup di masa mendatang pedu mendapat prioiitas antara lan
kebijakan mengalokasi kan anggaran lingkungan yang lebih besar, sshingga mampu
untuk melaksanakan bembagai program kegiatan bidang lingkungan hidup di daerah ini
dengan baik dan akuntabel serta mencapai sasaran yang diharapkan oleh smua

pihak



BAB Il
ISU LINGKUNGAN HDUP UTAM A

Masalah Lingkungan Hidup yang dihadapi sekarang ini adalah masalah yang
dipandang dari sudut kepentingan manusa, yang pada hakikatnya adalah masalah
ekologi Khususnya ekologi manusa. Masalah ini timbul karena adanya perubahan
daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan ketimpangan dalam tata kehidupan
yang dapat menggangu lesejahteraan manusia. Pengangkatan isu utama
lingkungan hidup bertujuan untuk memfokuskan pembahasan pada hal-hal yang
memilik pengaruh yang besar terhadap lingkungan di Aceh. Segala permasalahan
lingkungan yang besar akan diangkat sebagai i su lingkungan hidup utama.

Bagi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam infomas lingkungan
ini dipedukan untuk memahami secara baik kondisi lingkungan yang sedang
berkembang. Pengidentikasian isu-isu lingkungan hidup utama yang potensal di
wilayah Nanggroe Aceh Darussalam diprioritaskan untuk mendapat perhatian yang
lebih besar agar segera ditangani oleh Pemerintah Aceh demi kesejahteraan
masyarakat. Adapun isu-isu lingkungan hidup utama yang sedang berkembang di

Nanggroe Aceh Damssalam sekarang ini antara lain:

2.1. Abrasi/Kerusakan Pantai, Mangrove dan Tambak M asyara kat

Wilayah pessir memupakan suatu wilayah yang memegang peranan penting
bagi kehidupan manusia. Wilayah ini merupakan wilayah yang paling produktif yang
dapat dijangkau oleh manusia. Namun wilayah ini sangat rentan terhadap gangguan
baik dari alam maupun dari tangan manusa.

Gempa bumi dan Tsunami tahun 2004 yang lalu menyebabkan kerusakan
yang sangat besar di wilayah pedsir pantai Provins Nanggroe Aceh Damussalam.
Terjadi abrasi yang serius disebagian besar garis pantai di wilayah sepanjang
Banda Aceh sampai ke Meulaboh. Bencana tersebut telah mengubah bentuk



morfologi dan kawasan panfai, bahkan pantai menjadi lebar dan kering dan
menyebabkan matinya terumbu karang. Di Pulau Simeulue Tsunami mengangkat
pulau terse but sehingga gari s pantainya menjadi lebih luas.

Garis pantai di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh mengalami perubahan
akibat abrasi dan adanya subsidence. Kondis muara saat ini mengalami
pendangkalan yang cukup parah akibat timbunan pasir. Pendangkalan ini
menyebabkan mulut muara smakin mendekati daratan bahkan beberapa dari
muara itu tertutup lumpur dan pasr sehingga temisah dari laut dan membentuk air
baru yang disebut Laguna. Sekurang-kurangnya dijumpai ada 4 buah laguna di
wilayah Aceh Besar. Dengan berkurangnya daratan di kawasan pesisir, maka luas
kawasan pantai yang dapat direhabilitasi tanaman juga sem akin te rbatas.

Selain akibat Tsunami, pada umumnya abras terjadi akibat kerusakan
hutan bakau (mangrowe) baik yang disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi
tambak masyarakat maupun pemanfaatan bakau untuk dijadikan bahan baku arang.
D wilayah Pidie, Aceh Utara dan Lhokseumawe dulunya merupakan hutan bakau
yang lebat, tetapi telah dikonvers menjadi tambak ikan jauh sbelum tsunami
datang. D Aceh Besar dan Banda Aceh diawal tahun 90-an ada sektar 50 (lima
puluh) ha hutan bakau (mangrove) yang dikonversi menjadi tambak ikan dan
pendulangan garam. Setelah Tsunami  sbagian besar tambaktambak dan
pendulangan garam luluh lantak tertimbun lumpur dan mengalami degradasi cukup
hebat, bahkan ada sebagian tambakrakyat sudah lenyap karena permukaan lahan
merosot sehingga tambaktambak tersebut terendam air. Ada sekitar 20.000 ha
tambak ikan yang rusak dan tidak berfungs lagi. Kondisi ini hanya menyisakan
sedi kit pilihan bagi masyarakat dalam melanjutkan aktivitas perekonomian mereka.

Kerusakan hutan bakau (mangrove) pun terjadi di kabupaten Aceh Timur
dan Aceh Tamiang. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya interus air laut ke
daratan seperti yang terjadi di kecamatan Idi Rayek yang sekarang telah menjadi
ibukota kabupaten Aceh Timur. Inteusi air laut mengakibatkan ketersediaan air
baku bagi penduduk di daerah pesisr semakin sulit diperoleh saat ini. Hlangnya
tegalan Manggmove menyebabkan hilangnya sumber benih/bibit tanaman maupun
berbagai larva ikan dan udang dari alam.

Rehabilitasi atas produktivitas alami dan nilai Kerusakan teumbu karang di
Desa Anoi ltam Kota Sabang sudah terjadi sebelumnya. Hal ini diakbatkan oleh

prakte k penanglkapan ikan yang destukiif , maupun unsur kesengajaan dari pihak



lain yang berifat komersil. Setelah Gempa dan Tsunami datang londisi Terumbu
Karang di wilayah ini semakn memprihatinkan.

Nlai dari habitat pantai tereebut harus dilakukan melalui intervensi langsung
atau memungkinkan adanya proses pemulihan yang alami. Penanaman pohon
bakau telah mengalami kemajuan yang pesat selama tahun 2006, akan tetapi mash
banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Investasi dalam rehabilitasi ekosistem
pantai telah dirusak oleh sistem perencanaan dan pelaksanaan yang kurang baik
Pengkajian serta penyeleksian lokasi sumber daya pantai yang baik sangat
dipedukan untuk menjamin ke Snambungan pemulihan sum ber daya pantai.

Pembangunan kawasan konservasi hutan bakau (Manggrove) secara tidak
langaung turut berperan dalam menjaga leledarian sumberdaya peri kanan sebagai
sumber mata pencaharian penduduk pesisr. Hutan Manggmove ini merupakan
tempat pemijahan (spawning ground) dan pengasuhan (nursery ground) bagi ikan-
ikan kecil, sehingga bila kondis bakau (nmangrove) dabil maka stokikan akan tetap
lestani. Selain itu bakau (mangrowe) juga menjadi pencegah eros wilayah pantai
sehingga kawasan tambakdan pemukman di wilayah pesisir akan terjaga.

D Tibang, ssbuah desa di wilayah pesisr Banda Aceh merupakan salah
satu kawasan terpadat di Nanggroe Aceh Damussalam. Tsunami telah
membershkan hampir seluruh vegetasi pantai dan tambak ikan. Hasl kajian
menunjukkan bahwa sebagian besar tipe lahan basah di kawasan ini terdegradasi
berat, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi besar-besaran melalui penanaman
bakau (Mangrowe) di lahan bekas tambak yang sebelumnya merupakan sumber
pendapatan utama masyarakat

Sebelum Tsunami parm wanita di daemh ini menyandang peran yang
signifikan dibanyak lini kehidupan, diantaranya adalah mengum pulkan tiram yang
hidup di pohon bakau. Setelah tsunami peran wanita menjadi tereduksi disbabkan
kerusakan ekodstem. Justru setelah itu paa wanita tersebut menanam kembali
serta memelihara balau (Mangrove) dengan sangat cemmat, karena mereka
menyadari bahwa kerusakan pada bakau (Mangrove) alan membawa dam pak
buruk pada hasil tiram merka. Melalui program penanaman kembali bakau
(Mangrove) tersebut mereka melanjutkan apa yang mereka kembangkan dan
upayakan sebelumnya.

Progam pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisr pada prinspnya

memiliki tiga aspek utama yang memenuhi kriteria pembangunan yang



berkelanjutan yaitu, aspek ekologis, aspek sosial, dan aspek ekonomi yang dapat

dikembangkan dalam beberapa hal, antara lain :

O Terwujudnya kawasan perlindungan laut yang bebass kemasyarakatan melalui
koloborasi antara Lembaga Swadaya Masyarakatdengan Pemerintah Daerah.

O Penghijauan kembali kawasan pantai dengan penanaman sekurang-kurangnya
3000 vegetasi pantai.

O Dibuatnya sebuah rencana strategis untuktingkat desa yang terintegras dengan
pengelolaan pedsir.

O Dihidupkan kembali peraturan ad at yang dulunya sudah pe mah ada.

Terjadinya tsunami dipenghujung tahun 2004 yang lalu menyebabkan
terbentuknya sejumlah tipe lahan basah pesdsir bamu disepanjang barat dan barat
daya Aceh. Diantara tipe lahan basah pantai ini adalah laguna, yang salah satunya
berlokasi di Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Laguna tersebut memilik potensi
perikanan yang tinggi yang dapat mendukung perekonomian masyarakat sekitar.
Selain itu laguna berpotensi bagi ekowisata karena keindahan panorama dan
lokasnya yang strategis Latar belakang laguna merupakan daerah perbukitan yang
memilik mata air yang mengalir ke laguna. Bagian pantai yang berpasir putih dan
panorama laut lepas Hindia menambah keindahan dari pantai laguna tersebut.
Laguna ini mudah untuk dijangkau karena lokasinya disebelah jalan raya yang
menghubungkan Kota Banda Aceh-Meulaboh. Potens nilai ekonomi yang
ditawarkan oleh laguna yang baru tebentuk setelah tsunami tersebut dapat
dikatakan sebagai scercah harapan bagi masyarakat sbagai salah satu alternatif

sumber pendap atan.

2.2. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)

.Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang menerima,
menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian mengalrkannya ke
laut/danau melalui suatu sungai utama. Terjadinya abrad dan pendangkalan sungai
tidak lepas dari rusaknya daerah tangkapan air yang diakibatkan oleh penebangan
pohon-pohon disekitar aliran sungai.

Jika hutan di lereng gunung habisditebang, air hujan akan mengalir deras
membawa partikel tanah permukaan yang bercampur menjadi lumpur. Kurangnya
daya serap di lereng gunung mengakibatkan air hujan mengalir tanpa rintangan
sehingga mengakibatkan banjir dan erod. Banjir yang terjadi di Aceh Timur dan



Aceh Tamiang dipenghujung tahun 2006 menandakan kerusakan di hulu sungai
semakin parah. Kondis ini terbukti dengan banyaknya kandungan lumpur yang
terbawa hanyut oleh aliran sungai yang meluap. Sungai Tamiang merupakan satu
kesatuan wilayah dalam DAS Krueng Serbajadi/Krueng Tamiang yang berhulu di
kecamatan Serbajadi dan Simpang Jemih kabupaten Aceh Timur, begitu juga
dengan sungai Krueng Arakundo dan Krueng Peureulak di Kabupaten Aceh Timur
yang meluap keti ka banjir melanda tempo hari.

Kondisi DAS dikatakan membaik apabila perbandingan debit maksimum
dan minimum bertambah kecil atau dapat dikatakan pula bahwa air sungai mengalir
sepanjang tahun secaralebih merata. Air sungai menjadi lebih bersih karena lum pur
yang terkandung berkurang. Pengukuran debit sungai beserta kandungan
lumpumya dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan
kondisi DAS. Bahkan Daerah Aliran Sungai ada yang dijadikan sebagai tem pat
pembuangan sampah, baik sampah masyarakat (Rumah Tangga), pasar, maupun
indudri pengolahan kayu.

Adanya rehabilitas dan rekonstuksi pasca tsunami mengakibatkan
pengambilan galian C sepanjang Daerah Aliran Sungai Provinsi Nanggme Aceh
Darussalam meningkat khususnya disepanjang sungai Krueng Aceh, Terjadinya
exploitas galian ¢ yang berlebihan, dapat mengakbatkan kerusakan pada DAS
tersebut. Apalagi kalau pemeilintah daerah setempat kurang memiliki data akurat
mengenai hal in, bisa berakbat fatal.

Data dari pemerintah daerah menyebutkan saat ini terdapat 65 lokasi
penambangan yang memiliki izin. Sedangkan yang ilegal mencapai 81 lokasi
penambangan, diantaranya terdapat di sepanjang alimn DAS Krueng Aceh. Aktivitas
penambangan ilegal, terutama yang menggunalkan alat berat itu telah membawa
malapetaka bagi Pemerintah Aceh Besar, yakni ambruknya sejumlah jembatan
discktar lokasi penambangan, akbatnya masyarakat dissktamya merasa
dirugikan.(S./. 22/1/07)

Pada aliran DAS Kmeng Aceh tersebut telah terdapat pengusaha-
pengusaha tambang masyarakat yang melakukan penggalian material bahan
bangunan yang biasa disebut dengan material bahan galian C yang mengam bil
lokad kegiatan di daerah tepi sungai Krueng Aceh yang berdekatan dengan
pemukiman penduduk (perkampungan).



Pasir dan batu (sirtu) merupakan bahan galian ini hiasanya terdii dari
materialmaterial lepas yang berukuran butir tidak seragam mulai dari berukuran
pasir hingga berukuran kerikil dan kerakal. Umumnya dijumpai pada daerah-daerah
yang relatif endah terutama di daerah alirmn sungai dataran limbah banjir.

Endapan situ yang dijumpai di daerah kunjungan lapangan secara kasat
mata dapat dikatalan berasal dari batuan sedimen, malihan dan beku. M aterial
dimaksud umumnya berasal dari andesit, dasit dan granodiorit yang telah
mengalami pelapukan yang kemudian tertransportasi dari tempat asalnya dan
kemudian diendapkan disepanjang daerah alimn sungai yang dimaksud.
Keterd apatan bahan galian situ didaerah peninjauan cukup melimpah antara lain
didaerah aliran Krueng Jalin, Krueng Aceh, Krueng Keumire dan Krueng Jreu.
Sebahagian dari potensi bahan galian ini telah diusahakan oleh masyarakat
setempat dan pengusaha baik yang telah memeiliki Surat lzin Petdambangan
Daerah (SIPD) maupun non SIPD (tambang lia/PETI) yang terutama untuk
dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dalam pembuatan gedung/umah, jalan
maupun jembatan.

Pasca terjadinya gempa dan tsunami tanggal 24 Desember 2004 yang
melahirkan sebuah lembaga yang bemama BRR (Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi) yang diberi tugas untuk mengatasi dan merekonstruksi ssgala akibat
dari kejadian tersebut. Sehingga pada giliranya mengakibatkan permintaan bahan
baku untuk bangunan terjadi lonjakan yang sangat besar, demikian juga untuk
bahan galian sirtu ini walaupun era sebelumnya sudah berjalan namun mash dalam
tahapan normal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka menjamurmnya tumbuh
usaha penambangan srtu dilokas sepanjang Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh
dimaksud. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Pertambangan dan
Energi Kabupaten Aceh Besar per 31 Desember 2007 tedapat 70 (ujuh puluh)
buah izin usaha pertambangan. Dimana diantaranya terdapat 29 (dua puluh
sembilan) buah izin yang mengusahan bahan galian pasir dan batu sedangkan
selebihnya izin usaha bahan galian lainnya.

Diantara 29 (dua puluh sembilan) buah izin usaha pasir dan batu itu yang
memiliki lokasi sepanjang DAS Krueng Aceh hanya 21 (dua puluh satu) izin

sedangkan slebihnya berada diluar daerah aliran sungai Kreung Aceh.



Kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dampak penambangan
bahan galian C sudah cukup memprihatinkan, kerusakan-kerusakan lingkungan
tersebutmeliputi :

1. Semakin melebamya tepi sungai yang dapat mengganggu daerah batas
perkam pungan bahlkan terdapat kerusakan batasjalur transportasi.

2. Terjadi perpindahan aliran air yang dapat mengakibatkan terhambatnya
aliran air pada musm lkemarau, sebaliknya pada musim hujan aliran air begitu
deras menghajar bagian tepi sungai yang mengakibatkan semakin melebamya
batas tepi sungai dan mengakbatkan banyak fitik longsor di sepanjang
pinggiran/tepi sungai. Hal ini semakin diperparah dengan penambangan yang
menggunakan alat berat yang langsung masuk ke dalam sungai.

Berdasarkan pengamatan, jumlah itk lokasi tambang disepanjang DAS
Krueng Aceh adalah melebihi dari hadl data izin yang diberikan oleh instansi terkait,
malah dapat dikatakan lebih dari 2 (dua) kali lipatnya. Dimana dapat ditemukan
penambangan drtu mulai dari hilir sungai (kawasan jembatan simpang Surabaya
Kota Banda Aceh) sampai ke hulu sungai (Daerah Seulimeun). Kemudian dari hasl
pengam atan lapangan te myata ada diantaranya mash menggunakan alat-alat berat
(beck how ).

2.3. Kerusakan pada Lahan Pertanian

Gempa bumi yang disusul dengan Tsunami yang terjadi Tahun 2004 yang
lalu menyebablan kerusakan pada lahan pertanian. Lebih dari 60.000 ha lahan
pertanian hancur dan telah terkontaminasi dengan air laut. Timbunan lumpur dari
taunami dilahan pertanian tersebut sekarang ditumbuhi semak belukar. Pada
umumnya kerusakan lahan pertanian ini terjadi di wilayah-wilayah yang terkena
tsunami paling dahsyat, sepetti Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan
Raya.

Sebelum tefjadi Gempa bumi dan tsunami daerah ini merupakan daerah
yang mempunyai potensi cukup baik bagi pengembangan pertanian, perkebunan
dan petemakan. Potensi tersebut baik karena lahannya cukup datar, kesuburan
alami tanahnya cukup baik serta didukung oleh ikKim yang hidrologi yang sesuai.
Namun setelah tsunami endapan berupa bahan pasir kasar dan lumpur halus
terjebak bersama dalam lahan-lahan yang cekung dan dataran lahan sawah sulit
untuk diolah kembali karena tertutup lumpur. Pada lahan perladangan terdapat

genangan air yang tidak mengalir secara lancar sehingga keasaman pada tanah.



Perkebunan karet dan kelapa sawit yang terkena tsunami sempat tergenang

beberapa lama mengakibatkan pohon karet mati sedangkan kelapa sawit merana.

Dari observasi lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian
besar area persawahan masih belum digunakan. Ini memungknkan terjadi karena
sebelum tsunami wilayah ini juga merupakan wilayah pertanian tingkatan rendah di
Nanggroe Aceh Damuassalam.

Sebagian lahan pertanian bahkan sudah tidak dapat berfungsi lagi, karena
terjadi penurunan bibir pantai dan lumpur tsunami yang menutup wilayah lahan
yang menghadap laut, sehingga menyebabkan terbentuknya laguna berair.

Perbai kan produktivitas pertanian sebagai sumber mata pencaharian dasar
juga tergantung pada faktoryang dapat menjelaskan dar pertanian tersebut, yaitu:
O Sebelum tsunami, pertanian di wilayah ini berada pada tingkatan yang rendah.

Dipedukan waktu yang lama untuk merubah situasi ini mernjadi areal yang
produktif.

O Ledakan elonomi yang terjadi karna banyaknya bantuan yang datang
menawarkan kesempatan kepada para petani untuk lebih berkarya dalam
mencapai swasembada pangan.

O Terdapat hubungan yang erat antara pengerjaan infa druktur yang cepat
dengan kemampuan petani untuk memulai menggarap lahannya kembali.

O Saat tsunami melanda, sebagian petani hilang dan meninggal . Mekanisasi
pengelolaan pertanian dimungknkan sbagai salah satu solusinya.

Sebagian besar program rehabilitasi mata pencahaiian ini difokuskan pada
pemulihan hasil produksi yang memiliki nilai tambah. Penelanan lebih diutamakan
pada mutu fisiklahan dengan cara-cara yang lebih baik Analisis kkmampuan tanah
sangat berhubungan dengan pergantian jenis produksi sehingga menawarkan

kesempatan yang lebih menguntung kan bagi petani.

2.4. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan di Provind Nanggroe Aceh Darussalam tefjadi ddam skala
besar yang diakibatkan oleh penebangan liar dan juga alih fungs lahan tanpa
memperhatikan fungsi hutan itu sendiri. Seiring dengan masa rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca tsunami di Aceh yang membutuhkan bahan mateiral kayuy,

kerusakan hutan di Aceh terus bertambah.



Kawasan hutan di Aceh diperkirakan sluas 4,13 juta hektar atau 75 persen
dari luas keseluruhan Provinsi ini yang tefjadi hutan tropis dengan berbagai macam
kayu dan satwa. Kebutuhan lkayu untuk rekontruksi adalah sekitar 740.000 meter
kubik sedangkan pasokan yang tersedia di pasaran adalah 100.000 meter kubik,
sehingga terdapat kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Peninglatan kebutuhan
kayu telah mengakibatkan eksploitasi hutan secara ilegal.

Eksploitasi yang berlebihan tanpa penataan ulang tethadap pengelolaan
hutan di Aceh, mala tingkat kerusakan hutan akbat penebangan liar dan berbagai
kejahatan kehutanan lainnya semakin meningkat. Kerusakan hutan Aceh secara
langaung akan berdampak pada banyak hal seperti pada kondisi ekonomi, politik,
degradas lingkungan, pemanasan global, perubahan ikim yang ekstrem, banjir
tahunan dan sebagainya.

Kerusakan hutan dan berbagai persoalan yang melinglupinya di Aceh saat
ini adalah persoalan politik yang ssmakin memprihatinkan. Kemsakan hutan alam
telah terjadi di Aceh, ini jelas terlihat ketika musibah banjir bandang yang melanda
kabupaten Aceh Timurdan Aceh Tamiang di penghujung tahun 2006 yang lalu. Hal
ini terjadi akibat kerusakan hutan di hulu sungai Tamiang, sungai Kueng Idi, Sungai
Krueng Peureulak dan Krueng Arakundo yang sebagian besar hulunya berada di
kawasan hutan kabupaten Aceh Timur.

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten di Nanggroe Aceh
Darussalam yang memilik cagar alam, yaitu cagar alam Serbajadi. Namun
semenjak dua puluh tahun terakhir tidak diketahui kondisi cagar alam tersbut. Hal
ini terjadi akbat konflik yang berlepanjangan di masa lalu dan tidak tersedianya
dana untuk keperluan pendataan . Padahal menurut data tahun 1986 terdapat 30
jenis satwa liar di kawasan cagar alam Serbajadi dan 37 jenis satwa di luar
kawasan.

Aksi merusak kawasan hutan lindung di pegunungan Nanggroe Aceh
Darussalam seperti di Seulawah, Tangse, Geumpang dan kawasan lainnya kini
semakin cepat dan tak terbendung temutama oleh kemampuan aparatur.
Kemampuan polis hutan terkesan belum mampu mengendalikan perambah
kawasan hutan lindung di Aceh. Kepedulian masyarakat intemasional yang telah
mengucurkan dana untuk pedindungan hutan Aceh seperti di kawasan Leuser

sebelumnya, kurang menyentuh kepentingan manusia di sektarhutan.



Masalahnya, penebangan ekos stem hutan lindung di Aceh bukan berkurang
tapi semakin meluas. Kawasan hutan lindung yang sejak zaman kerajaan Aceh
tempo dulu mampu dipelihara, dijaga dan dilestarikan, temyata ekosistem yang
mampu menyumbangkan ikim miko bagi manusa dan makhluk lainnya kini
semakin terancam. Bahkan, tingkat kerusakan hutan Aceh tersebut diperkimkan
akan mengundang beragam bencana yang lebih dahsyatdi kemudian hari.

Kerusakan hutan di Kabupaten Aceh Besar tergolong berat, antara lain
terjadi pada kawasan hutan Lhoong di daerah Goh Pancasla (Lam Sujen), di
Kecamatan Jantho, Kecamatan Cot Glee (Siron), Lembah Seulawah (Desa Panca),
Taman Hutan Raya (Saree), dan Blang Bintang (Lamteuba, Kecamatan Seulimem).
D Lamteuba Hutan Tanaman Industri (HTI) ditebang untuk kayu bakar industri bata.
Penebangan kayu secara illegal dan perambahan hutan untuk pedadangan terkait
erat dengan mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut.
Kerusakan hutan di Kabupaten Aceh Besar bahlkan melibatkan instans pemerintah
dengan resiko lingkungan yang sangat memprihatinkan, sebagai ocontoh lasus
pembangunan Markas Komando (MAKO) Bimob POLDA NAD yang telah
mengkonversi puluhan heKkar areal Tahura Pocut Meurah Intan, selain itu, Cagar
Alam Jantho terancam kelestariannya oleh rencana BRR (Badan Rehabilitas dan
Rekonstruksi) NAD — Nias untuk mengadakan pembukaan ruas jalan jantho-
Keumala yang menembus kawasan Suaka Alam tersebut. Kasus jalan Jantho-Keumda
tersebut masih ddam proses, diperoleh infomasi bahwa dinas terlkait telah
memindahkan rute ruasjalan Jantho-Keumala ke luar Kawasan Suaka Alam Jantho.
Kerusakan pada Hutan Tanaman Industri berkaitan erat dengan leberadaan jalan
tembus ke dalam kawasan hutan HTI tersebut, yang menjadi aksesjalan bagi kegiatan
illegal logging.

D Kabupaten Pidie, lerusakan hutan baik oleh illegal logging maupun
perambahan urtuk perladangan terjad disepanjang jalan (kri-kanan jalan) lintasan
Keumala-Tangse-Geumpang. Kemusakan juga tefjadi pada areal hutan yang
berbatasan langaung dengan Areal Pemuntukan Lain (APL). D Kecamatan Padang Tiji
dan Laweung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi sebagian telah berubah
menjadi perladangan (bukan hutan).

Analisis tum pang-tindih peta tutupan hutan dengan peta penunjukan kawasan
hutan menunjukkan sebaran kemusakan hutan di kabupaten Aceh Besar dan

Kabupaten Pidie sebagaimana dilemukalkan di atas. Daerah tangkapan air di hulu



sungai di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie hampir seluruhnya tidak lagi
berupa hutan alami. Hanya sedikit saja bagian dari DAS Kueng Aceh yang mash
berupa hutan alami yatu di kawasan Cagar Alam Jantho dan hutan d daerah
pegunungan di perbatasan Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Pidie. Tuupan
lahan DAS Krueng Aceh yang sebagian besar tidak lagi berupa hutan alami terkait
dengan karakter debit air Krueng Aceh yang sangat tinggi fluktuasinya sekaligus
menimbukan bencana banjir di musim hujan, terutama dibagian hilir yaitu Kota Banda
Aceh. Tingkat sedimentasi yang tinggi baik berupa material pasir, kerikil dan liat telah
menyebabkan pendangkalan dasar sungai yang dengan sendirinya mengurangi daya
tam pung badan sungai sehingga dimusm hujan air mduap menggenangi pem ukim an
dan areal pertanian.

Luas kawasan hutan lindung di Aceh seluruhnya mencapa 960.046,12 ha
meliputi kawasan hutan lindung seluas 2.693.205,89 ha dan kawasan lindung di luar
kawasan hutan sluas 690.840,23 ha. Dari 2.693.205,89 ha kawasan lindung (kawa san
hutan) temyata seluas 94.091,21 ha tergolong kitis dan 6.184,97 ha sangat krifis.
Sedangkan kawasan lindung diluar kawasan hutan dari 690.840,23 ha yang tergolong
kiitis seluas 62.714,48 hektar dan 37.649,51 hektar sangat kritis.

Kawasan hutan lindung seperti di Seulawah, Tangse, Geumpang dan kawasan
lannya di Aceh, diperkirakan akan punah seiring dengan meningkatnya aksi
penebangan hutan dan pembukaan lahan baru baik untuk pertanian, perkebunan,
pemukiman manusia maupun keperluan lahan lannya. Konon pula, kawasan hutan
lindung d berbagai daerah pegunungan tersebut kini terus dibabat dan “ dikerjain *
habishabisan.

Kerusakan hutan akbat penggundulan hutan yang semena-mena dapat juga
memicu kebakaran hutan. Di Aceh Tenggara akibat kebakaran hutan berpengaruh
terhadap keaburan tanah, dan berkurangnya vegetasi yang dapat tumbuh secara
alami, dan meningkatnya kadarion tertentu di dalam air pemmulkaan. Bia kebakaran
hutan terjad pada daerah yang cukup kering maka dapat diamati pertumbuhan
vegetasi umumnya lebihlambat dan dampak yang ditimbulkan sering serius.

Kebakaran hutan dan pembukaan lahan baru yang masih temus terjadi di
kawasan Aceh Tenggara akan berdampak lebih lanjut dengan bertambahnya luasan
lahan kitis. Kenyataan yang dapat dilihat sekarang luasan lahan kitis bukan hanya
pada kawasan hutan alam, tetapi juga pada kawasan hutan produksi, hutan lindung

dan kawasan konservasi.



Solusi yang telah ditempuh di Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengatasi
masalah kehutanan ini antara lain, baru-bamu ini Gubermnur Aceh melalui indruksi
Gubernur Nom or 05/INSTR/2007 tanggal 6 Juni 2007 telah mengindruksi kan kepada
seluruh Bupati, Kepala Dinas/Badan/Kanwil di Provinsi NAD yang berkaitan dengan
pengelolaan lingkungan untuk memberikan kebijakan Moratorium Logging
(Penghentian sementara seluruh kegiatan penebangan hutan) yang berasal dari hutan
alam dandidamakan yang berada dalam kawasan hutan.

Lahimya kebijakan Gubernur Aceh Iwandi Yusuf, dalam bentuk penghentian
sementara penebangan hutan istilah kerennya “ momatorium logging “ sangat mahal
nilainya. Gagasan tersebut, tentu harus mendapat regpon kuat oleh aparatumya dan
harus ada aksi berlanjut dai mita kerjanya. Jika gagasan gubemur Irwandi terus
mendapat dukungan yang “ pro aktif “ semua pihak maka hutan Aceh ini mampu
dilestarikan.

Kebijakan Inmvandi Yusuf dalam kapasitas Gubemur tentu sungguh luar biasa
untuk menyelamatkan hutan di Aceh. Sebab, usai mdahikkan ide moratorium logging,
kini Irwandi teruji lagi dengan penghargaan duria Internasional Uni Eropah dalam
bentuk konversi perdagangan karbon terhadap hutan Aceh. Selan berjuang melawan
para “ cukong dan mafia kayu “ Inmandi juga harus mampu mengendalikan kalangan
arus bawah untuk tidak lagi membabat hutan lindurg.

D sisi lan, nomatorium logging in dmaksudkan sebagai wakiu jeda untuk
membenahi sesmua pesoalan kehutanan di Aceh. Upaya penataan kembali hutan Aceh
dalam rangka mengsi nomatoium logging memiliki beberapa mpikas, yakni : (1)
Adanya kesadaran baru dan pergeseran paradigma bahwa sistem pengelolaan hutan
Indonesia selama ini  karena belum mampu menjamin keledarian sumber daya dan
belum mampu memberi keadilan bagi masyarakat lokal, () Perubahan yang didasari
oleh adanya dukungan yang berasal dari dvil society Aceh, jauh dai intervensi
kepentingan politik s saat, (3) Kewenangan Pemerintah Aceh yang sangat besaryang
diatur dalam UUPA yang membeli mang bagi Gubemur dalam menata kembali sstem
pengelolaan hutan Aceh tanpa diintervensi baik pemerintah pusat maupun deh pihak
lan. Solusi lainnya adalah dengan penggunaan kembali kayu bekas dan bahan
bangunan tsunami yang merupakan salah satu altematif untuk mengatasi dtuasi
tersebut.

Kondiss kerusalan hutan pada saat tinjauan lapangan sudah cukup

mempiihatinkan  meskpun kebijakan moratorium logging sedang gencar



dikampanyekan sejak dicananglkan oleh Gubemur NAD pada pe rtengahan tahun 2007 .
Namun lenyataan di lapangan masyarakat banyak yang tidak mengegahu adanya
program pemerintah provinsi tersebut. Hal in diperparah dengan mash lemahnya
penegakan hukum dalam kasus-kasus kejahatan kehutanan seta mash banyaknya
keterlibatan oknum penegak hukum dalam kasus-kasus kejahatan hutan itu sendiri. Di
sisi lan, kesadaran masyarakat dalam upaya lon<servasi hutan dan lingkungan mash
kurang, hal ini terbuki dengan peilaku masyarakat yang kurang kooperatif dan
cenderung melawan petugas.

Dari aspek lingkungan, diprediksikan skala dan laju kecepatan perusakan
kawasan hutan lindung sekaligus penghancuran sumber daya biologis semakin tak
terbendung. Indikasi tingkat kerusakan kawasan hutan lindung kni telah terwujud di
pegunungan Aceh. Selan tekanan manuda melakukan pembabatan kawasan hutan
lindung, juga ekpansi penggembalaantemak ke kawasan hutan kini £m akin nyata.

Membuka lahan bau pada daerah-daerah yang belum pemah dibuka, apalagi
pada kawasan hutan lindung d Aceh seperti di Seulawah, Tangse, Gempang dan
kawasan lainnya jelas akan menimbulkan kerusakan ekosistem secara ke<lumuhan.
Berbagai tingkat kerusakan yang belum pemnah diperkiralkan termasuk bencana yang
lebih dahsyat akan timbul. Dan, ini akan mengundang masalah baru yang lebh
menantang dan fatal bag kehidupanmanusa.

Perjuangan manusia membuka daerah baru dan melawan batasan alami
termasuk menduduk lahan pertanian dan hutan lindung selalu dikuti oleh bembagai
perubahan. Perubahan, dan pengembangan suatu daerah temyata akan mengubah
segala-galanya, terutama keseimbangan hidrologi. Sumberdaya air misalnya, baik air
permukaan maupun air tanah yang disadap untuk berbagai keperduan, akan berakibat
membawa dampak pada pemubahan keseimbangan sstem hidolog. seperti di
Seulawah, Tangse, Gempang dan lkawasan lainnya. Dampak dari perambahan
ekosistem hutan lindung secara luas tentu akan punahnya sebagian besar satwa liar di
hutan lindung tersebut. Pengaruh lain, terhadap keledarian sumber air tanah, bahaya
erosi dan beragam sjumlahdampak negatif lainnya.

Tindakan konsumen perambah hutan indung di Aceh saat ini tetkesan teralu
kejam dan brutal tanpa peduli aspek lingkungan, karena itu tergolong sudah berada
pada tahap menentang Allah Yang Maha Pendpta. Dari itu, dipedukan peningkatan

kesadaran yangislami diikuti oleh gerakan dan taubatinsani untuk tidak lagi menguras



ekosistem hutan lindung di Aceh baikdi Seulawah, Tangse, Gempang dan kawasan
lannya.

Secara hukum negarapun, membuka bentang alam hutan dperdukan
pengkajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menddam dan
benar-benar untuk dilaksanakan, dan bukan skedar persyaratan yang sifatnya
temporer. tidak permanen. Sebab, banyak proye k-proyek be sar termasuk dalam masa
rehab relon ini d kawasan hutan lindung, persyaratan AM DAL kurang diperhatikan.

Jika hutan lindung terus ditebang, dibakar dan dimusahkan untuk keperluan
lannya maka air di hutan akan mengair deras membawa partilel-partikel tanah
permukaan. Partikel ini, lalu akan bercampur merjadi lumpur yang siap dibawa oleh
arus air yang mengdir. Peridiwa ini sekaligus menutup pula pori-pori tanah pem ukaan,
sehingga ketika turun hujan berikutnya akan lebih banyak lagi partikel tanah yang

terbawa.

Kondisi tersebut, akhimya akan mengubah tanah di lereng pegunungan Aceh
sepetti di kawasan hutan lindung Seulawah, Tangse, Geumpang dan kawasan lainnya
menjadi daerah gersang dan tak produktif. Hal ini akan smakin parah, jika air yang
mengalir daii lereng gunung tidak ada rintangan apapun lagi. Tentu, bahaya banjir *
bandang “ akan melanda dan bahkan mengundang bencana lainnya yang jauh lebh
dahsyat.

Jika banjirmelanda, yang rugi besaradalahmanusia terutama bag yang inggal
di daerah rawan bencana. Sebab, banjir memilik “power” yang sangat be sar dan luar
biasa m enghanyutkan lapisan hum us permukaan tanah pertanian. Artinya, banjir dapat
mengangkut bagian terpenting kom ponen tanah yang menjadi unsur mikro produ kiivitas

biologs tanah pertanian suatu wilayah.

Kepunahan hutan, yang kaya keanekarmgaman hayati (bodversity) juga
mengundang bencana bagi penduduk bumi, karena akan merusak lapisan ozon dan
menyebabkan bumi semakin panas. Pemanasan global dan perubahan ikKim dunia
semakin menakutkan manusia terutama di bumi belahan barat seperti Eropah dan
Am eiika Serikat. Panasnya bumi ini, tentu akan mencamya gunung esdi bagian kutub,
sehingga sebagian besar daerah yang tergolong rendah alkan tenggelam.

Membiakan kepunahan ekosistem hutan lirdung tentu akan mengundang
sederetan problema sodal khinnya. Temasuk bencana banjir ketika musim hujan dan

bumi alan semakn kering kemntang di musm kemarau. Jika dampak ini



berkepanjangan, akan mengundang bahaya “ krisis pangan “ dan “ kemiskinan “ serta
kematian manusa yang luar biasa. Selain itu akan muncul beragam wabah penyakt

dan bencana lainnya.

Hutan tropis yang diperkirakan sepertiga kawasan bumi ini pedu diestarikan,
karena sekaligus menjadi harapan penduduk dunia internasional sebagai “ paruparu ”
duniaini. Manusa di bdahan bumi yang milyaran terssbut alan “ sesak napas® dan
terpaksa berteriak meminta agar hutan tidakhabis ditebang seperti KTT Internasional di
Bali pada tanggal 3 — 14 Desember 2007 lalu yangmembahasperubahan ikim global.

Para kader, terutama pawang hutan yang mampu menghayati fungsi ekosstem
hutan sangat perlu ditumbuhkembangkan dan diberi peran besar untuk melestarikan
hutan. Peningkatan kesadaran masyarakat luas dan berbagai alternatif lan di luar

eksploitasi hutan, juga perdudikaji ulang.

25. Pencemaran Udara

lsu-iau lingkungan yang yang berkaitan dengan pencemaran udara yang
terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilihat dari fakta-fakta sesuai penelitian
sebagai berikut:

1. Meningkatnya pencemaran udara, bemupa kebisingan yang melebihi baku mutu
untuk pemukiman yang terjadi pada Clustger Il, Exxon Mobil Indonesa di
Kabupaten Aceh Utara.

2. Menurunnya kualitas udara, seperti particulate Matter 10 (PM10) vaitu partilel
yang terdapat di udara dengan ukuran lebih kecil dari 10 mikon, yang dapat

masuk ke rongga pernafasan dan dapat mengganggu kesehatan.

3. Meningakatnya Jumlah Kadar Debu (Total Suspended Particulate) dan Tim bal
(PB) yang telah melebihi baku mutu terutama untuk lokasi Simpang Lima dan
Peunayong di Kota Banda Aceh.

4. Belerang Diokdda yang merupakan senyawa gas yang dihasilkan dari
pembakaran fosl , yang relatif tinggi pada jalur kenderaan yang relatif padat
seperti di Kota Banda Aceh.

5. Masih tingginya kadar Nitogen Diokdsda yang merupakan senyawa gas yang
juga berasal dari pembalaran fosil, termasuk Nitrogen Oksida (NOX)yang



merupalkan gabungan dari NO2, dan NO2 juga merupakan hasil pembakaran

fosil.

Fakta lainnya pencemaran udara akibat dari sumber tak bemgerak di
Nanggroe Aceh Darussalam berasal dari pabrik yang umumnya berada di
kawasan Aceh Uara. Musbah yang baru-baru ini terjadi yang membuat
masyarakat disekitar lokas mengalami muntah-muntah akibat indikasi adanya
keboocoran gas dari kilang pengolahan PT Arun LNG. Disamping itu juga terjadi
kebocoran pipa pembuangan limbah ke laut oleh PT KKA disekitar laut desa Cot
Seurani, Kabupaten Aceh Utara, bila kebocoran tidak cepat diatasi akan mencem ari

laut dan memgikan masyarakat.

Pencemaran yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik tersebut telah ditangani
secara cepat oleh Pemerintah Daerah stempat dengan memanggil pihak
perusahaan untuk segera memperbaikinya. Untuk kedepan pedu dilakukan upaya-
upaya pencegahan kebocoran baik gas maupun pembungan limbah scara akurat

untukmencegah efek yang ditimbulkan pada sekitar lokasi pabrik tersebut.

Pencemaran udara dari sumber bergerak seperti kendaraan bermotor
disinyalir semakin meningkat, <iring dengan dengan meningkatnya jumlah
kenderaan bermotor di Nanggroe Aceh Damssalam paska tsunami. Sarana dan
prasarana trangortasi memegang peranan penting terhadap peningkatan e konomi
secara terus menerus. Akan tetapi prasarana transportas tersebut merupakan salah
satu sumberdai pencemaran udara dan kebisingan.

Pencemaran udara yang bersumber dari sumber bergerak lainnya yaitu
kebakaran hutan yang juga menjadi problema tersendiri. Seperti yang terjadi di
kawasan Aceh Tenggara, bahaya kebakaran dapat terjadi pada musm kemarau,
terutama di £babkan oleh daun-daun dan ranting yang gugur serta kulit pohon mati
yang dengan mudah terbakar. Asal api tersebut dapat berasal dari pembakaran
untuk pembukaan lahan baru ataupun dari puntung rokok yang lupa dimatikan.
Daerah yang paling mungkin terjadi kebakaran biasanya berasal dari kebakaran
padang alang-alang. Penyebab kebakaran hutan yang disebabkan dari kebakaran
alang-alang adalah seperti di Kecamatan Lawe Alas, terutama daerah Salim Pipit
dan daerh gunung Sigugur dimana daerah terssbut didapati padang alang-alang

yang cukup luas.



Pencemaran udara akan bempengaruh terhadap tinglkat kesehatan serta
temperatur linglkungan. Untuk menanggulangi perkembangan dampak pencemaran
ini telah dirumuskan program pengendalian pencemaran udara yang terdiri dari :
1. Penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian

dampak lingkungan mengenai pencemaran udara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

3. Menyusun petunjuk tehnis koordinasi pembinaan dalam rangka pelaksanaaan
tugaspengawasan dan penge ndalian pencemaran udara.

4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian scara berkala terhadap suatu
usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran tethadap udara.

5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara akbat dari
suatu usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan limbah
gas/lebisngan.

6. Melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara akibat dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas udara baik dari
sumber yang bergerak maupun tidak bergerak

7. Melaksanakan koodinasi dengan indans terkait dalam rangka pengawasan
dan pengendalian pencemaran udara.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara
dengan menggunakan metoda pemantauan langsung terhadap sumber kebisingan
di lapangan. Hasil analisis dari parameter udara ini kemudian dibandingkan dengan
baku mutu udara. Dalam pelaksanaan legiatan ini turut melibatkan petugas dari
Balai Industrii dan Laboratorium Dinas ke sehatan.

2.6. Pencemaran Air
Pencemaran air merupakan isu lingkungan yang paling urgen. Secara
umum isu lingkungan tentang pencemaran air di Nanggmoe Aceh Darussalam dapat
dikenali sbagai berikut:
1. Meningkatnya pencemaran air sungai, danau dan airtanah/sumur.
2. Meningkatnya pencemaran diwilayah pesisifpantai dan laaut, teutama pada
muara sungai yang disebabkan banyak kegiatan yang masih membuang
limbahnya ke lingkungan badan air yang mengalir kearah muara sungai.

3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.



4. Meningkatnya jumlah limbah industri/pabrik yang membuang limbah ke badan
air.

5. Kemungknan meninglatnya jumlah pengambilan air tanah perkotaan yang
menyebabkan terjadinya interusi air laut ke wilayah pedesaan.

6. Kemungknan meninglatnya jumlah pengambilan air laut sebagai pendingin
pada kawasan industri yang membuang kembali limbahnya ke laut, sehingga
terjadi pencemaran tethadap sumberdaya perikanan, walaupun hal ini tidak
terasa pengaruhnya secara cepat, seperti yang terjadi di muara Kmueng
Geulueh.

7. Masih tingginya angka-angka kesakitan dan penyakit menular yang diakibatkan
oleh pencemaran air minum/limbah industri dan keracunan makanan.

Meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah akan mempengaruhi pula
tingkat lkebutuhan pemakaian air bersih. air sungai, laut, danau dan air tanah
(sumur) merupakan sumber-aumber pemaskan air bersh bagi manusia. Oleh
sebab itu diperlukan penanganan yang serius untuk menjaga dan melestarikan
sum ber-sumber air tersebut.

Adapun kebijakan pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga
kelangsungan hidup kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan serta
pemanfaatan sumberdaya air yang berangsung secara benar, bertanggungjawab
dan berlelanjutan.. Dengan tersedianya sumberdaya air yang baik maka funsi
lingkungan akan teljaga sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi
kesejahteraan manusia.

Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu sumber yang berpotensi besar
untuk mengalami polus atau pencemaran. Pencemaran tefjadi sebagai akibat dari
berbagai kegiatan yang dilakukan di kawasan tersebut, misalnya kegiatan pertanian,
tansportasi, industi,rumah tangga dan sebagainya. Komponen utama dari DAS
yang bemotensi untuk tercemar adalah badan air dan tanah dan selanjutnya akan
berpengaruh pula terhadap kualitas dan makhluk hidup yang berinteraksi dengan
kom ponen-kom ponen yang ada dalam DAS.

Menurunnya kualitas air sungai akibat pencemaran domestikyang
diakibatkan oleh meningkatnya aktivitas pendudduk terutama pada pusatpusat
perekonomian yang banyak menghasilkan sampah, bahlkan ada Daerah Aliran
Sungai yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, baik sampah
masyarakat (Rumah Tangga), pasar , seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh



Tamiang. Adanya pembiaran menjadikan DAS Tamiang sebagai tem pat
pembuangan sampah, ini hal yang perlu dicermati. Sedangkan di Aceh Tenggama
pencemaran air sungai diakibatkan oleh mengalimya leached dairi TPA di Dusun
Lumban Dolok kedalam alur sungai Lawe Alas.

Metoda pelaksanaan dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran air
di wilayah pesisir/pantai dengan melakukan pemantauan dan pengukuran langsung
terhadap sumber daya wilayah pesisir/pantai pada lokasi pembuangan limbah cair
indugri yang bempotensi sebagai sumber pencemaran. Sedangkan untuk
pengendalian air di daratan dengan cara pemantauan dan pengambilan sampling
terhadap sumber daya air di lapangan, baik pada badan air maupun pada titik lokasi
pembuangan limbah cair yang berpotensi sebagai sumber pencemaran.

Dari data tehnis pengambilan sampel dan pengukuran di dilapangan
dianalisa di laboratorium dan di se suaikan dengan ketentuan Baku Mutu Lingkungan
dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk kegiatan usaha yang telah memiiliki
dokumen AMDAL, maka Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana
Pemantauan Lingkungan merupakan salah satu acuan dalam pemantauan kegiatan
di lapangan.

2.7. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelesfarian
SDA dan Lingkungan

Masalah lingkungan bukan saja masalah generasi sekarang, tetapi juga
generasi mendatang, Kesadaran manusa scara menyeluruh sangat diperlukan,
baik rakyat kecil, aparatur Pemeiintah maupun dunia usaha dalam pengelolaan
lingkungan mampu memanfaatkan, menjaga dan meledarikan lingkungan dengan
iKikat baik dan jujur.

Oleh sebab itu perlu duduk antara masyaralkat dan pemerintah dalam
menyamakan persepsi tentang pentingnya lingkungan dan pelestarian SDA. Dan,
akhimya haws disadari bersama bahwa, sumberdaya alam itu dianugerahkan Allah

Yang Kuasa tidak “istimewa “hanya untuk satu golongan tertentu.

Kesadaran manusia secara menyeluruh sangat dipedukan, baikrakyat kedl,
aparatur Pemerintah maupun dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan mam pu
memanfaatkan, menjaga dan melestari kan lingkungan dengan ikti kat baik dan jujur.
Dan, akhirnya harus disadari bersama bahwa, sumber daya alam itu dianugerahkan

Allah Yang Kuas tidak “idimewa “ hanya untuk satu golongan tertentu.



Masalah lingkungan bukan saja masalah generasi sekarang, tetapi juga
generasi mendatang, Oleh sebab itu perlu duduk antarm masyarakat dan
pemerintah dalam menyamakan persepsi tentang pentingnya lingkungan dan
peledarian SDA.

2.7.1. Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (RKL/RPL) belum
dilakukan secara Baik dan Konsisten

Pembangunan yang dilakukan baik fisk maupun non fisk akan
menghaslkan dampakipengamuh postif dan negatif terhadap lingkungan hidup
sesuai dengan besaran dan pentingnya dampak yang dilakukan, ada jenisjenis
usaha yang wajib dilengkapi suatu kajian dan dokumen AMDAL sertta ada yang
harus dilengkapi dengan dokumen UKL- UPL.

Untuk mencegah timbulnya dampak lingkungan akbat meningkatnya laju
pembangunan, dipedulkan pemantauan secara rutin terhadap hasil pelaksanaan
dokumen Analiss Dampak Lingkungan (ANDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), sesuai ketentuan Undang-
Undanag no. 2311997, pasal 22 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.7.2. Masih teradi Ego Sektoral dalamPengelolaan S DA dan Ling kungan

Keberhasilan pengendalian lingkungan hidup akan sangat tergantung
kem am puan Bapedalda dalam melaksanakan kebijakan yang didukung oleh sumber
daya aparatur, dana dan data sertainformasi yang lengkap dan akurat.

Persepsi tentang pentingnya menetapkan kebijakan pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mash berbeda-beda antara lembaga
yang satu dengan yang lain. Sehingga terjadinya tumpang tindih kegiatan dalam
pengelolaan lingkungan hidup (Ego sektoral). Hal ini akan membeikan dam pak
terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu pemerintah perlu menata kembali organisasi-organisasi
pemerintah pelaksanaan teknis maupun lembaga-lembaga terkait lainnya dalam
pengelolaan lingkungan baik di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk
Bada-badan te knis dibawah pemerintah pusat. Hal ini dmaksud untuk menghindari

tumpang tindih tugas antara lembaga pemerintah.

2.7.3. Upaya Percepatan Penmbangunan oleh Lintas Sektor belum sesuai dengan

Kebijgkan Pembangunan Be rkelanjutan dan Be rwawasan Lingkungan



Upaya percepatan pembangunan berkelanjutan peru dukungan lintas se kior
yang merupakan gerakan bersama sehingga isue-isue lingkungan yang tidak
terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan.

Upaya percepatan pembangunan lintas sktor mash terkendala oleh
lemahnya koordinasi antar sekior terkait dan perencanaan pembangunan yang
masih bersifat spatial sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan mash
belum terwujut.

Untuk mengantisipasi rendahnya hubungan lintas sektor dalam pengelolaan
pembanguan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dipedukan pembentukan
pembentukan team pemantau terpadu dengan melibatkan lintas sektor dan lintas
kabupaten/kota, penetapan batas kawasan yang jelas bag peruntukan dan
pengelolaan kawasan seperti kawasan hutan, kawasan pesisir dan kawasan
lainnya.

Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) peru segera
ditetapkan dalam Qanun Tata Ruang baik pada tingkat provinss maupun
kabupaten/kota, hal ini diharapkan menjadi entry point tethadap pemuntukan dan
pengelolaan kawasan baikpihak-pihakyang terlibat bagi pengambilan keputusan.

2.7.4. Permasalahan Dana Alokas Khusus (DAK) Lingkungan Hdup di
Kabupaten/Kota.

1. Pengesahan Anggaran di daerah sering telambat sementara pencairan
Anggaran per-triwulan dengan mekanisme persetujuan dari Kanwil DJPB

2. Mekanisme rivis memerlukan waku sehingga tidak cukup waktu sisa untuk
proses lelang

3. Pemahaman dan penafsiran kegiatan dalam Pedomen Teknis sering kali
menimbulkan berbagai penafsran terutama saat pembahasan dengan Kanwil
DJPB.

4. Adanya perbedaanpersepsi antara Kanwil DJPB dimana laporan

dipersepsikan sebagai kegiatan non fisk

2.8. Lemahnya Upaya Penegakan Hukum Lingkungan
Penegakan hukum adalah kewajiban dar seluruh lapisan masyarakat dan
untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak

Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat



proaktiif berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hokum dilaksanakan
meldui berbagai jdur dengan berbagai sanksinya, seperti sanks adminidras,
sanks perdata, dan sanksi pidana.

Penegakan hukum lingkungan melalui jalur administrasi biasanya bersifat
preventif dan bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-perundangan.
Penegakan hukum melalui jalur administrasi dilakukan oleh lembaga/instansi
pemerintah.

Penegakan hukum lingkungan melalui jdur keperdataan dikaitkan dengan
tersedianya instrument yuridis oleh hokum perdata kepada seseorang atau badan
hukum perdata untuk digunakan dalam lerangka penegakan norma-norma hukum
lingkungan.

Untuk memperkuat jaringan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah
Nanggroe Aceh Darussalam pedu dasar hukum vyang kuat terutama
Qanun/ketentuan lainnya, sehingga ke depan dasar hukum/ganun menjadi
kebutuhan semua pihak

Age nda Pengelolaan Lingkungan Hidup

Agenda pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu rangkaian kegiatan yang
terstuktur sehingga mempunyai sasaran yang jelas terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Nanggroe Aceh Darussalam. Aspek-aspek yang perlu segera
ditindaklanjuti dalan pengelolaan lingkungan hidup di Nanggroe Aceh Darussalam
adalah sebagai berikut :

1. Perlu segera untuk dilakukan penetapan kawasan dalam Qanun Tata
Ruang (Pengesahan RUTW Provinsi dan Kabupaten/Kota) diharap kan

menjadi dasar pengelolaan lingkungan di daerah.

2. Penetapan/pembentukan team terpadu dalam menangani isue-isue
lingkungan yang multi sktoral sehingga tiap sektor mempunyai persepsi
yang sama terhadap isue lingkungan yang berlkembangan seperti isue
lingkungan dalam pengelolaan DAS, kawasan Hutan dan kawasan

lainnya.

3. Dipedukan usaha percepatan pembangunan kembali (rehabilitas dan
rekonstruksi ) terhadap dampak dan kerusalan lingkungan yang telah
terjadi sepetti reboisas lahan kitis, rehabilitasi DAS dan relonstruksi



wilayah pesisir sehingga dapat mengembalikan kondisi lingkungan dan
fungd lahan.

Dipedukan upaya penegakan hukum sebagai bentuk kepastian hukum
terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Peningkatan peran serta masyarakat mutlak diperlukan sebagai bentuk
keterlibatan masyarakat pengelolaan lingkungan hidup, sehingga
dipedukan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup.



BAB Il
AR

3.1. Ekosistim Air
Karena air amat penting dan merupakan bagian terbesar dari protoplasma,
dapatkah dikatakan bahwa semua kehidyoanaddah akuatik Tetapi bila kta membicarakan
tentang habifat akuatik yang dimaksudkan addah dimana air merupakan factor luar
(eksternal) yang utama sekdigus mermupakan medium intemal. Habitat air tawar dibagi
menjadi 2 sefi yaitu :
e Ar bergenang terganuung atau habitatlenik( berasal dari katalenis bearti tenang ) yaituy
danau, kolam, rawa atau pasirterapung.
o Armengalir, atau habitat letik( berasal daii kata lotus bearti bercud) seperti mata arr,
airanair (brook ceek) atbu sungai
Perubahean geologs cendrung unuk menghasikan suatu ingkatan dalam arah yang
disebutkan, sedangkan proses bidogis biasanya membuat stabilitas mengurarngi Igu proses
pedangkdan danau atau erod aliran air. Marusia cendrung mempercepa proses geologs
dengan mengorbankan proses hiologis, sering kali merugikan marusia sendiii. Manusa
unsure biologs yang hebat , jad danau cendrung menjadi dangkal sedangkan aliran ar
cendrung mengikis sungai sampai tingkat dasar sehingga sbagai akibatnya, mengubah pda
kelakuan air. Bila tingkat dasar telah tercgpai aliran air akan berkurang, pengendepan akan
tejad dan suatu tingkat dasar pembelokan sungai tejad yang kira+kira dapat dsebutkan
sebagai ingkat punak (Kimaks). Tetap bia delta tebertuk karena endapan lumpur,
peningkatan permukaan dapa tejadi ditempat lain, sehingga menyebabkan dm dainya lagi
daur erosi, interaks kam pleksdari prose s autogenic pada habitt air tawar
Habita ar tawar menempati deerah yang relaive ked pada pemulkaan bumi
dbandingkan dengan pemukaan bumi, dband ngkan dengan habitat laut dan daratan, tetapi
bagi manusia kepeningannya jauh lebih bearti dibandingkan dengan luas daewrahnya,
karena alas an-alasansebaga berikut :
e Habita ar tawar merupakan sumber air yang penting prakis dan murah untuk
kepentingan domesticmaupun industry, air mungkn dapat diperoleh dalam jumlah yang



lebih banyak dari laut tetapi dengan biaya yang lebih tinggi yaitu lebih banyak energy
yangdiperdukan dan adanya polus garam.

o Komponen airtawar adalah leher botd, daerahkiitis pada daur hidrolog .

o Ekosistim air yang memada dean paling murah karena manusa menyalehgunakan
sumber daya ala min, maka jelas bahwa usaha untuk mengurangi tekanan tersebut

harusdilakukan secepatnya, hila idakair, akan menjad factor pembatas bagi manusia.

3.1.1. Faktor Pembatas

Air merupalan beberapa sfat unik yang berhubungan dengan panas yang
secara bersma-sama mengurangi perubahan suhu sampai tingkat minimal,
sehingga perbedaan suhu dalam air lebih lkecil dan perubahan yang tefadi lebih
lambat dari pada di udara. sfat yang penting adalah :

e Panas jenis yang tinggi, relative sjimlah besar panas dibutuhkan untuk
mengubah air. Satu gram lkalori(gkal) panas dibutuhkan untuk menaikan suhu 1
mililiter air 1 derajat celcius lebih tinggi ( antara 15° dan 16°. Hanya ammonia
dan beberapa senyawa lain mem punyai lebih tinggi dari 1

e Panas fusi yang tinggi. Delapan puluh kalori dibutuhkan untuk mengubah 1
gram esmenjadi airtanpa mengubah suhunya( dan sebaliknya)

e Panas epaporad yang tinggi. Limaratustiga puluh enam kalori diserap sewakiu
evaporas yang dapat dikatakan berlangsung terus menems dari permukaan
vegetasi airdan es. Sebagian besar snar matahari digunakan untuk evaporasi
air dari ekosistim di dunia dan alur energy ini yang mengubah ikim dan
memungkinkan perkembangan kehidupan dalam semua keane karakaman yang
menakjukkan

e Kerapatan air tertinggi terjadi pada suhu 4°C diatas dan dibawah suhu tersebut
air alan berkembang dan menjadi lebih ringan. Sifat unik ini menyebabkan air

danau tidak membeku seluuhnya pada musim dingin.

3.1.2 Kejemihan

Penetras cahaya <sring kali dihalangi oleh zat yang tedarut dalam air,
membatasi zone fotosintesa di mana habitat akuatik dibatasi oleh kedalaman.
Kekeruhan, terutama bila disebabkan oleh lumpur dan partikel yang dapat
mengendap, selinglali penting sebagai factor pembatas, sebaliknya bila kekeruhan
disebablkan oleh organism, ukuran kekeruhan mempakan indikas produktivitas.

Kejemihan dapat diukur dengan alat yang amat sedethana yang disebut cakram



Scchi. Secchi sorang italia yang memperkenalkannya pada tahun 1865, berupa
cakram putih dengan garis tengah kira-kira 20 cm dan dimasukkan kedalam air
sampai tidak terlihat dari permukaan . Kedalaman itu disebut kejernihan cakram
Secchi, yang dapat berki sar antara beberapa cm pada air yang amat keruh sam pai
40 m pada air yang amat jemih, tidak produkiif di danau yang tinggi letakannya
seperti danau Crater di Taman Nasional Crater Lake, Oregon. Danau-danau di
Wisconsin yang telah dipelajari dengan intensf menggunalkan cakram Secchi
sampai kedalaman dimana penetrasi cahaya kira-kira 5 % dai total mdiasai yang
mencapai permukaan. Sementara foto sintesa masih terjadi pada intensitasrendah,
tinkatan 5 % menandai batas bawah kebanyakan zona fotosintesa. Walaupun jelas
alat-alat fotosintesa modem akan membeikan data yang lebih alurat tentang
penetrasi cahaya, cakmam Secchi masih dianggap alat yang berguna bagi ahli
limnology. Para manajer kolam ikan seringkali menggunakan teknik ini untuk

mengatur ting kat fettilisasi untuk menghasdlkan pertumbuhan fitolankton yang bai k

3.1.3 Amus
Arus cukup padat, maka arah arus amat penting sebagai factor pembatasan,
terutama pada aliran air, disamping itu arus sring lali amat menentukan disfibusi

gasyang vital, garam dan organism.

3.1.4. Konsentrasi gas pemafasan

Berbeda dengan lingkungan laut, konsentras oksigen dan karbon dioksida
seringkali terbatas pada lingkungan air tawar. Pada zaman polus ini konsentrasi
oksigen terlarut dan kebutuhan oksigen biologis sering diukur dan merupakan factor
fisk yang amat intensf dipelajai dan penggunaannya,. Sebagai indeks
produktivitas Sebagai suatu gambaran dar Kantong oksgen yang disbabkan
polus dan konsekkuensnya dalam hal biota. Karena O, dan CO,, biasanya berlaku
berlawanan, ahli ekologi tentang polus makin lama makin memperhatikan
penyuburan dibandingkan dengan pengamuh yang membatasi dari karbon dioksida
dalam air tawar.
3.1.5. Konsentrasi garam Biogenik

Nitrat dan fosfat sampai batas tertentu tampaknya terbatas jumlahnya
hamper pada semua ekosistim air tawar. Dalam air danau dan aliran air dengan
kesadahan rendah, kaldum dan garam-garam lain juga tam paknya terbatas. Kecuali

pada beberapa mata air mineral, bahkan pada air dengan kesadahan tinggi bahwa



mempunyai kadar garam atau salinitas dari 0.5% dibandingkan dengan 30-37%

dalam air alir.

3.1.6. Prakiraan dampak kualitas air
Air, merupalkan sumber daya alam yang dapat memenuhi hajat hidup orang
banyak, oleh sebab itu pedu dilindungi agar dapat tetap bemanfaat bagi hidup dan
kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya. Hal ini bearti bahwa pemanfaatan
air untuk berbagai lepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan
memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan dating. Namun
sebagai akibat dari pesatnya proses pembangunan disgala bidang, baik bidang
pertanian, peternakan, industry dan lain-ain, serta laju pertimbuhan penduduk yang
sangat cepat seringkali pemafasan air tidak lagi dilakukan sebagaimana mesdinya.
Hal ini memberikan dampak negative yang tidak sedikit yaitu mempengaruhi baik
sifat fisikmaupun sifat kmia air, seshingga menurunkan kualitas air
Khusus dalam bidang indudry, dengan semakin menibgkatnya
perkembangan industry baik industry migas, pertanian maupun industry non migas
lainnya maka semakin meningkat pula tingkat pencemaran pada perairan, apakah
air tanah atau air permukaan yang di sebabkan oleh hasil buangan industry tersebuit.
Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat perkembangan indu stry
tersebut pemerintah merasa perlu mengadakan upaya vyaitu dengan jalan
menetapkan mutu lingkungan termasuk didalamnya :
1. Baku mutu air pada sumberair seperti :
a. Airpermukaan
b. Airtanah dan
c. Mataair
Baku mutu limbah cair
Baku mutu air Laut
Baku mutu air sungai
Baku mutu air pada sumber air adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat
atau bahan pencemar yang terdapat didalam air sedangkan air tersebut dapat

tetap dipergunakan sesuai kriterianya.



Air per mukaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air, Kasifikass mutu air ditetapkan
menjadi 4 kelas yaitu :

o Kelas satu , air yang peruntukannya dapat dipergunakan untuk air baku air
minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan lkegunaan tersebut.

o Kelasdua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana
rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
pertanaman, dan atau peruntukan lain yang m em persyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut.

o Kelastiga, air yang peruntukannya dapat dipergunakan untuk pembudidayaan
ikan air tawar, petemakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan
lain yang mem persyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

o Kelasempat, air yang peruntukannya dapat digurakan untuk mengair petanaman, dan
atau peruntulkan lain yang mempersyaratkan mutu ar yang sama dengan kegunaan
tersebut. Kiiteria mutu air berdasarkan kelas menurut PP No. 82 tahun 2001 Tanggal 14

Desember 2001 tentang pengelolaan kualitas ar dan pengenddian pencemaran air .

Air Tanah dan Mata air

Yang dimaksud dengan air tanah adalah air bawah tanah yang pada
umunya digunakan oleh masyarakat sebagai air minum, namun diolah terlebih
dahulu s£belum diminum antara lain dengan jalan memasak. Sedangkan mata air
adalah air yang bersumber dari mata air, dan peruntukannya adalah untuk air
minum yang sebelumnya digunakan terlebih dahulu diolah antara lain dengan jalan
memasak. Untuk menentukan kedua jenis air tanah diatas, baik air tanah maupun
mata air digunakan peraturan Menteri Kesshatan No. 416/Menke s/Per/1 X/1990
Tanggal 03 September 1990 tentang baku mutu ( standar maksimum) untuk air
bersih.

Air Mnum
Yang dimaksud dengan air minun adalah air yang siap untuk di minum
namun fidak temasuk air minum dalam kemasan, punya standart tersendii dari

SNI, Standart maksimum yang digunakan untuk air minum adalah keputusan



Menteri Kesshatan No. 907/Menke s/SK/VI11/2002 tanggal 29 Juli 2002 untuk air
minum.
Air Laut

Ada beberapa peraturan untuk balku mutu air laut, tergantung
peruntukannya. Berikut ini salah satu diantaranya yaitu Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk perairan
pelabuhan.

3.2. Isu Dampak Air di Provinsi NAD

Prakiraan dampak terhadap Air, dalam lima terakhir hampr setiap
kabupaten/kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seringmengdami bencana
banjir. Bencana banjir yang paling dahsyat dalam beberapa tahun ini terjadi di
Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya.

Dari sefiap bencana barjir yang terjad berdampak bumuk bagi warga
masyaralat. Banyak dari warga masyaralat yang kehilangan rumah tempat tinggal
karena terbawa arus banjir dan tidak sedikit pula lahan usaha masyarakat menjadi
rusakdan hilang seperti sawah, kebun, tambak, ternakdan lain sebagainya.

Dari hasl lkajian pakar lingkungan, terjadinya bencana banjir di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya disebabkan oleh kerusakan hutan
yang melampaui ambang batas Sehingga hutan tidak dapat lagi berfungsi
maksmal untuk menahan air hujantata air. Kondis tersbut terjadi hampir di
seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki hutan.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki panjang pantai 1.660 km
dengan laut teritorial yang luasnya mencapai 32.071 km? dan ZEE-nya mencapai
534.520 km?2 Wilayah yang luas tersebut kaya akan sumberdaya alam baik hayati
maupun non hayati. Di samping wilayah laut, Wilayah pesisir Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam juga menyimpan potensi jasajasa lingkungan yang culup besar
seperti jasa transportasi, pariwisata, wahana penelitian dan lain sebagainya.

Di lautan Provinss Nanggroe Aceh Darussalam juga terdapatterumbu karang
be serta ikan hiasnya. Ekodstem terumbu karang yang dijumpai di wilayah perairan

pantai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam umumnya berupa karang



3.3. Dampak Air Terhadap Lingkungandi Provinsi NAD

Kondisi fisiografi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagian besar
daerahnya merupakan pegunungan dan perbukitan di bagian tengah, srta daratan
pada bagian pesisir Utara, Timur, Barat dan Selatan. Bentuk pantainya landai dan
curam serta sebahagian pantai tetutup tumbuhan bakau (mangrove) di Kabupaten
Aceh Timur serta mwa di Kabupaten Aceh Singkil yang terlkenal dengan Rawa
Singkl.

Provinsi Nanggme Aceh Darussalam, sebagaimana halnya daerah lain di
Indonesia juga rawan bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi adalah
banjir dan genangan air. Banjir dan genangan air tefjadi hampir di stiap

Kabupaten/Kota dalam Provins Nanggroe Aceh Darussalam.

3.4. Dampak kegiatan Industri Terhadap Pe ncemaran air

Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan ba gi zat atau
bahan pencemar untuk dbuang dari sumber pencemaran ke ddam air pada sumber ar,
sehingga idakmelampaui baku mutu air yarg tdah dtetapkan KEP-51/MENLH10/1995.

34.1. Penceraranair

Pencemaran air adalah penympangan dfat-sfat air dan keadaan nomd. Sumber
pencemaran ar sangat dtentukan oleh legiatan srta pemarfaatan sumber daya air oleh
manuda. Kuditas air menjadi menumun sebagai akba dai masuknya berbagai limbsh bak
limbahcar maupun padat ke ddamairdar sumberlimbah tersebu dgpatberasal dari:

o Daerah pemukaan yatu bemupa limbah domistik, bahan pencemar umunya bernya bahan-
bahan organicsepetti karbohidat, minyak danlemak protein danlainitain

e Daerah pettanian, bahan pencemaran dapat berupa residu pestisda pupukdan laindain

e Daerah petemakan den perikanan bahan pencemar umurya berupa ssa-sisa makanan
temak kobrantemak, danlaindain

e Daerah Kawasan industry, bahan pencemar adalah dapat beupa bahan-bahan organic,
unsure-unsur lain epetilogambera sertabahan berbahaya danberacunlaimya.

Qii-dii airyang mengdami pencemaran sanga bervaiiasi, tergantung dari jenis ardan
kamponen yang menyebabkan tefjadnya pencemaran atau polutan lannya. Secam umum,
berdasarlan sfat-sifatnya berbagaijenis pd utan airdapat dibedakan sebaga berkut:

e Padatan
e Bahanbuangan yang membutuhkan oksigen

o Mikroorganiame



o Komponen organic sintetik
o  Minyak
e Senyawaanorganikdan mineral
e Bahanrado akiif
e Panas
Suatulimbah aau bahan buanganmungkin mengandurg lebih dari satumacam polutan.
34.2. Pencemaran Airpermukaan
Pencemaran ar pemukaan, bersumber dari :
e Sumber pen@maran secarma umum perningkatan kesejahteraan/peningkatan pendudul,
peningkatan konsum s perkapita, peningkatan pencemaran kuaitasair.
e Sumber pencemaran imbah industry, limbash rumahtangga, limbah pertanian, powerplant,
pemdihamanalat, transportad air, erod
¢ Contoh-contohjenis pencemaran yaitu alkdi/basa wama/kekeruhan, (pup, ekstil, alcohd),
suhu (boler, power pant), B;(electroplaing, sludge minyak bumi), detejen ( imbeah
damiestik), material trapung (oil & grease) , SS (oil, paper) Organik bidNon bio
degradable (PaperM SG), garam minewrl (Domestikindustri), Baker, virus[damedic, umeh
sakit)
34.3. Danpak Pencemaran
Dampak pencemaran dapat dlihatdar nila edetika air korod logam, penurunan tata
guna air, peningkatan dgae dan enceng gondok penumnan kesehatan masyarakat,
kerusakan berumbu karang dan dekomposisi bahan organic menjad DO menurun
menyebabkanikan mdi. Dekomposis aeobig menyebabkan senjawa organic kompleks bia
dtambah O, menjadi CO, ditambahkan airmerjadiproduk akhir.
34.4. Pence maran airtanah
Pencemaran artanah bersumberdari:
¢ Sampah dar pemukiman, took pasar, kantor, danindustry
o Arlimbahdai umah angda, indudry, kegiatan peranian
e Aerogl, pestisda
e Addity, besi
e TimbwanB,
3.4.5. Danpak dan Mekanisme terjadinya Pence naran airtanah
Jarak antara sumber polutan dan acceptor pencemar dapat beratesratus
bahkan beribu-ribu meter. Wakiu kontak bisa bertahun-tahun, tergantung pada stru ktur



tanah terutama untuk parameter tidak mudah terurai seperti Korida.Beberapa logam
teradordopsi atau tertukar oleh CEC matrik tanah. Untuk parameter dapat terunai
sepetti, BOD, COD, DO, alan terurai oleh mikroorganisme atau terperangkap dalam
pori tanah. Tanah dengan karakteristik tertentu dan adanya sidim air tanah dapat
berfungsi sebagai renovator polutan CEC dan bakter tanah menjad proses utama..
Mesk matriktanah dapat menyerap/mengdahlimbah, namun kejenuhan tanah & jenis
limbah menyebabkan polusi ke aguafir. Model polusi tanah mempakan tahapan
peneliian awal tentang hydro conductivity, pola diran air tanah, struktur tanahg dan
kualitas air tanah, berdasarkan model tersebut area terpolusi dapat dipredksi untuk 20

tahun yang akan dating.

3.4.6. Danpak Pence maran airlaut
Sumber utama pencemaran airlaut :
a. Bongkarmuat kapal
b. Sanitasi Kapal
c. ReKamasi pantai
d. Pencemaranlimbah domedic, industry, kegiatan pertanian
e. Pembuangan sampah
f. TPI

Dampak pencemaran, kandungan minyak dan lemak merupakan salah satu
parameter yang ikt menentukan kualitas air laut, masuknya minyak dan lemak
kedalam air laut akan mengakibatkan pengaruh terhadap parameter-parameter lain
sehinggamenumunkan kualitasairlautdan mencemari ekosistim pantai . Disamping
itu pencemaran logam berat menyebabkan ikan/fudang/kerang mengakumulasi
logam bersangkutan akibatnya berdampak negative terhadap yang

mengkonsumsinya.

3.5. Pencemaran air bidang agroindustri

Data yang dapat dikumpulkan dalam bidang Agro Industi ini hanya
didasarkan pada jumlah jenis temak yang diperoleh dari Dinas Petemakan. Ada
1.911.000 ekor sapi potong, 74.825.000 ekor ayam, 1.926.000 ekor kambing/
domba, 6.300.000 ekor itik, dan 19.771.000 ekor sapi perah. Dari jumlah terak ini
dilakukan perhitungan jumlah limbah yang dihasilkan. Beban limbah cair dari
sumber peternakan ini yang teringgi adalah pada ternak sapi yang mencapai
477,75 ton.tahun™ BOD; dan 3.279 ton.tahun” TSS dan 153 ton.tahun™" Nitogen.



3.6. Konsep Penanganan
Mengatasi permasalahan banjir dan genangan air di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam dilakukan dengan suatu konsep penanganan terpadu

(integrated), efektif dan efisen. Adapun lonsep penanganan tersebut adalah

sebagai berikut :

e Melakukan program penghijauan dan reboisas pada lahan-lahan yang sudah
terbuka. Program ini dilakukan hampir di setiap Kabupaten/Kota, dengan
prioritas di Kabupaten Aceh Singkl, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat
Daya dan Aceh Besr.

e Sistem jaringandrainase kota selain untukmengalirkan air drainase, difungsikan
juga sebagai collector drain dan long storage.

o Menahan dan mengatur debit banjir pada bagian hulu.

o Mengurangi/mengelakkan debit banjir yang masuk ke kota dengan jalan
membuat sudetan atau banjir kanal.

Mengoptimalkan/menormalisasi kapasitas sungai dan alur-alur pembuangan
alam sesuai dengan rencana sistem sungai dan drainase perk otaan yang ada.



BAB IV
UDARA

Prakiraan dampak kualitas udara, prakiraan dampak mungkin yang paling
sulit dalam analiss mengenai dampak lingkungan terutama membukungan
tersebut.at prakiraan yang akurat, metode prakiraan dampaklingkungan sangat luas
dan tidakdapatdengan mudah dilkatogorikan. Prakiraan ini didasarkan pada model-

model bagaimana fungs -fungs lingkungan tersebut.

4.1. Model Pencemaran Udara

Model dsperse pencemaran udara adalah bentuk simulasi yang paling
banyak digunakan dalam amdal. Model in dilkenal sebagai model distribus Gauss..
Perhitungan dalam model ini dapat dilakukan dengan menggunakan kalkulator
walaupun terlihat persamaan sangat rumit. Pencemaran udam yang timbul saat
aktivitas pembangunan yang beroperasi sangat Dberkorelass dengan
pertumbumbuhan kenderaan bermotor yang melintasi operasnal pembangunan
menunjukkan proyeksi pertumbuhan lenderaan bemotor selama 10 tahun
kedepan. Emisi gas buang kenderaan bermotor dapat menurunkan kualitas udara
yang terdiri dari gas SO,, CO,NO,, HC,Pb dan partikel debu. Peningkatan ini akan
berlangsung secara teus menerus dalam jangka wakiu yang lama shingga gas
yang tidak diinginkan tersebut akan teremisikan terus sepanjang ruas jalan yang
dilalu oleh lenderaan. Jika diasumsikan peninglkatan pencemaran udara sebanding
dengan peningkatan jumlah kenderaan, maka peningkatan pencemaran udara
berupa gas buang dan debu menjadi sangat bearti terutama berdampak pada
keschatan masyarakat. Korelas peningkatan jumlah kenderaan dan emisi

kenderaan be rmotordapat di simulasikan dengan menggunakan model.

4.2. Kebisingan

Parameter lalulintas yang berkaitan dengan analisa tingkat kebisingan
adalah wlume lalulintas dan kecepatan. Volume adalah jumlah kenderaan yang
melintas satu titik pengamatan dalam satu satuan waktu, sedangkan kecepatan
adalah laju perjalanan dalam jarakpersatuan waku. Kebisingan sebagai suara yang
tidak diinginkan daii usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang

dapat menimbulksan gangguan kesehatan manusa dan kenyamanan lingkungan.

4.3. Efek Gas Buang



Pembakaran bahan bakar fosl dapat berasal dari sumber bergerak dan
sumber yang tidak bergerak. Dari sumber bergerak dapat berasal dari kenderaan
sedangkan dari sumber tidak bergerak dapat berasal dar stasiun tenaga listrik,
pabrik-pabrik, dan lain sebagainya. Gas-gas buang yang dikeluarkan oleh pabiik
adalah CO, CO,, SO, dan NOx.

Gas belerang dioksida dapat dihasilkan dari pembakaran bahan bakar
(minyak solar) dengan udara pada power plant dan kenderaan be rmotor.

44. Pencemaran Udara oleh Sumber Bergerak

Besamya emisi udara dari sumber bergerak dari setiap kota di Nanggroe
Aceh Darussalam belum ada data dan informasi kemungkinan karena memang
sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian dari sumber ini. Meskipun begitu
sudah ada data dari sumberKanwil Pethubungan tentangjumlah kenderaan be rmotor.
Dari jumlah kenderaan yang tercatat di Kanwil Perhubungan tahun 1999 ini, yaitu
jenismobil umum 1.716 SMP dan mobil penumpang umum ada 3.800 SMP, mala
dapat dilketahui berapa banyaknya solar dikonsumsi setiap hari dan berapa banyak
polus yang timbul di udara ambient. Pencemaran udara yang terjadi akibat
kenderaan bermotor dapat diambil dari kesibukan kota yang berpengaruh terhadap
pencemaran udara di kota terseb ut.
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BAB V
LAHAN DAN HUTAN

Lahan dan hutan merupakan komponen utama dalam ekosistem
sekaligus merupakan sumber daya utama bagi kehidupan manusia. Lahan
adalah komponen fisik sedangkan hutan yang merupakan kesatuan
komunitas flora yang didominasi deh pepohonan beserta fauna yang hidup
d dalamnya merupakan komponen hayati. Lahan erat kaitannya dengan
komunitas flora dan fauna, karena lahan terbentuk dari hasil pelapukan
batuan dan dekomposisi sisasisa komunitas flora dan fauna. Hutan
berperan dadam melindungi bhan dariterpaan energy surya dan air sehingga
berperan penting dalam hidroorologi.

Lahan dan hutan alami di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD)
paling luas jika dibandingkan dengan lahan dan hutan alam yang ada di
provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Namun demikian pertumbuhan
penduduk dan kebutuhan pembangunan akan sumber daya alam termasuk
lahan dan hutan secara perlahan tetapi pasti telah mengubah lahan dan
hutan alam menjadi lahan permukiman dan pertanian (dalam arti luas)
sekaligus me musnahkan hutan alami yang menutupiny a.

Perubahan tersebut sejak dekade terakhir abad yang lalu (Abad ke XX)
semakin  dirasakan dampaknya pada kualitas lingkungan antara lain
frekuensi banjr yang semakin meningkat kekeringan, dan perubahan
keseimbangan alam dengan dampak lanjutan berupa kegagdan panen,
eksplosi hama , konflik satwa-manusia, menipisnya cadangan plasma
nutfah, intrusi air laut, serta perubahan iklim lokal dan regional serta global.
Uraian berikut menjelaskan potensi dan kondisi lahan dan hutan di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan
dalam upaya pemanfaatannya secara berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan.



51. Lahan
Analiss data Regional Physical Planning for Transmigration

(RePPProT), hasil kerjasama Land Resource Department ODNRI Overseas

Development Administration and Commentw eath Office London, England

dengan Direktorat Bina Program Direktorat Jendera Penyiapan Permukiman

Departemen Transmigrasi,Jakarta Indonesia yang diterbitkan pada tahun

1988, menunjukkan bahw a sistem lahan yang ada di Provinsi NAD adalah

sebagai berikut:

o Dari 78 sstem lahan yang ada di Pulau Sumatera, 59 sstem lahan terdapat di
Provinsi NAD.

o Tiga puluh tujuh dari 59 sistem lahan tersebut memiliki lereng dominan kurang
atau sama dengan 40%, yang menururt Kepres No. 32 tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung dan PP No. 47 tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Nasional, dari sgi kemiringan lahan tidak termasuk Kawasan
Lindung atau dengan kata lain termasuk dalam Kawasan Budidaya. Sisanya 22
sistem lahan, memenuhi kiteria Kawasan Lindung dari sgi kemiringan lereng.

e Luastotal ke 37 sistem lahan yang memenuhi kriteria Kawasan Budidaya dari
segi kemiringan lereng adalah 2462.850 ha dan sisanya 22 dstem lahan
dengan total luas 3.181.150 ha mem enuhi kriteria Kawasan Lindung.

e Berdasarkan data di atas, dengan kiteria kemiringan lereng dominan, malka
luas Kawasan Budidaya adalah 2.462.850 ha (44%) dan Kawasan Lindung
adalah 3.181.150 ha (56%), dengan sebaran sebagaimana dapat dilihat pada
Gambar5.1

e Analisis terhadap sistem lahan yang sesuai untuk budidaya sebagaimana
dikemukakan pada butir tiga di atas menunjukkan bahwa luas sistem lahan
untuk budidaya tanpa fakior pembatas (pe nghambat) adalah 1.202.500 ha dan
luas sistem lahan untuk budidaya dengan satu atau lebih fakior pembatas
(penghambat) adalah 1.261.350 ha; dengan rincian 630200 ha fakior
penghambatnya bukan karena fakor lereng tetapi faktor lain sepetti kesuburan
tanah, lkedalaman tanah, air tanah dil., dan sisanya 631.150 ha fakior
penghambatanya adalah lahanterfragmentas beserta faktor-fakiorlainnya.

e Dari 59 sistem lahan yang ada di Prov. NAD terdapat enam sistem lahan

dengan kemiringan dominan >60% dengan luas total 2.144.100 ha



(Gambar 5.2). Dari enam sistem lahan tersebut terdapat sistem lahan Bukt
Pandan (BPD) yang luasnya sekitar 1.093.100 ha, selain kemiingan lereng
>60% juga sangat peka terhadap longsor dan diduga berkaitan dengan
terjadinya banjir bandang di wilayah Pulau Sumatera bagian Utara pada awal
Abad ke XXI ini seperti banjir bandang Bohorok (Kabupaten Langkat),
Semadam (Kabupaten Aceh Tenggara), dan Simpang Jemih-Pening-
Kualasimpang (Kabupaten Aceh Timur, Gayo Lues dan Tamiang).

e Rincian perkraan luas dan sebaran system lahan di Provinsi NAD tercantum
berturut{urut pada Tabel 5.1.dan Gambar5.3.

Pemanfaatan lahan wiayah Provinsi NAD di masa depan tercermin
dalam arahan kebijakan peninjauan kembali RTRWP NADyang menyatakan
bahwa Kawasan Lindung adalah 2.763.241 ha (48%) dan sisanya adalah
Kaw asan Budidaya yaitu 2.973.316 ha (52%). Dibandingkan dengan potensi
pemanfaatan lahan berdasarkan analisis sistem lahan tersebut di atas maka
lebih dari 500.000 ha lahan yang menurut sistem lahan seharusnya
dfungsikan sebagai Kawasan Lindung akan berfungsi sebagai Kaw asan
Budidaya. Dari aspek lingkungan hidup memfungsikan sistem lahan yang
seharusnya berfungsi lindung menjadi berfungsi budidaya beresiko tinggi
untuk terjadinya kerusakan lingkungan terutama semakin meluasnya lahan
kritis, longsor dan erosi serta dampak lanjutannya berupa pendangkalan

sungai yang pada akhirnya membaw a bencana banjir pada musim hujan dan
kekurangan air di musim kemarau.

Memfungsikan lahan secara tidak tepat atau dengan kata lain lahan
difungsikan tidak mengikuti kesesuaianya serta diikuti oleh tindak agronomis
yang mengabaikan upaya konservasi lahan telah berlangsung secara luas di
Provinsi NAD . Dampaknya adalah semakin rendahnya kualaitas Daerah
Aliran Sungai (DAS) dan semakin meluasnya daerah rawan bencana alam
banjr dan kekeringan.

5.2. Hutan

Hutan di Provinsi NAD sebagian besar masih merupakan hutan alami
dan untuk Pulau Sumatera merupakan hutan alami terluas di bandingkan
dengan provinsi lainnya. Topografi wilayah Provinsi NAD yang di dominasi



deh perbukitan dan pegunungan terjal telah melindung hutan di provinsi ini
dari laju perusakan yang sangat tinggi sebagaimana terfjadi pada provinsi
lainnya. Selain itu sebaran penduduk yang terkonsentrasi diw ilayah pesisir
juga ikut berperan dalam menekan laju perusakan hutan.

Pengelolaan hutan Provinsi NAD secara intensif-ekstraktif beraw a dari
penyusunan Tata Guna Hutan Kesepakatan pada tahun 1981. Dokumen ni
kemudian dijadikan dasar pemberian hak konsesi pemanfaatan hutan (HPH)
kepada pengusaha hutan yang pada tahun 1990-an jumlahnya mencapai 21
HPH dengan total luas areal konsesi hutan sekitar dua juta hektar. Padasaat
ini mash tercatat ada 11 HPH dengan total areal 841.915 ha, tiga HPHTI
dengan luas 215.000 ha, dan lima HTI-Trans dengan luas 31.950 ha. Tofal
pengusahaan hutan dari ketiga bentuk pengusahaan tersebut adalah
1.089.180 ha.

Pemanfaatan hutan Prov. NAD juga terjadi dalam bentuk pemanfaatan
lahan hutan. Hutan dirambah untuk dijadikan areal perladangan atau
dikonversikan menjadi lahan perkebunan, secara tidak terkendali. Konsep
pembangunan jarngan jaan “laba-daba” yang dicanangkan sejak aw al tahun
1990-an kemudian dlanjutkan dengan pembangunan jalan yang
menghubungkan pantai barat (Samudera Indonesia) dan pantai timur (selat
Malaka) telah memberikan akses yang lebih besar bagi berbagai pihak
dalam me manfaatkan hutan. Koridor hutan yang menghubungkan kelompok-
kelompok hutan alami yang masih tersisa di Provinsi NAD telah terputus oleh
pembangunan jaan, yang kemudian dikuti oleh penebangan dan
perambahan hutan. Penelitian banyak pihak termasuk Greenomics
mengungkapkan bahw a setiap kilometer jalan yang masuk ke hutan
me mbaw a potensi kerusakan hutan (penebangan dan perambahan) antara
400-2400 ha. Ancaman terhadap hutan akan semakin meningkat apabia
usaha penambangan (emas, batubara, timah hitam dll) tidak dapat
dikendalikan dengan baik.



Melalui Surat Keputusan Nomor 170/Kpts-11/2000 Menteri Kehutanan
dan Perkebunan menunjuk Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi
NAD seluas 3.549.813 ha(Gambar 5.4), dengan rincian:

o Kawasan Suaka Alam : (1) Cagar Alam : 16.940 ha, dan (2) Suaka Margasatwa
:102.370 ha.

o Kawasan Pelestarian Alam: (1) Taman Nasional: 623.987 ha, (2) Taman Wisata
Alam : daratan (16.412 ha), perairan 214.100 ha), dan (3) Taman Hutan Raya:
6.220 ha.

e Taman Buru: 86.704 ha.

e Hutan Lindung : 1.844.500 ha.

e Hutan Produksi : (1) Hutan Produks Terbatas : 37.300 ha, dan (2) Hutan
Produksi Tetap: 601.280 ha.

Dari data penunjukan Kaw asan Hutan oleh Menteri Kehutanan tersebut
di atas dapat disimpulkan bahwa Kaw asan Lindung di Provinsi NAD adalah
2.697.133 ha dan Kaw asan Budidaya yang berupa kaw asan hutan produksi
adalah 638.580 ha. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa
luas hutan produksi di dalam kaw asan hutan jauh lebih rendah dari total luas
pengusahaan hutan (HPH, HPH-TI dan HTFTrans) yaitu berturut-turut
luasnya adalah 638.580 ha dan 1.089.180 ha. Apabila pengusahaan hutan
seluruhnya berada di dalam kawasan hutan, perbedaan Iluas tersebut
bermakna bahwa pengusahaan hutan telah berdangsung di dalam kaw asan
hutan lindung. Akan tetapi bila pengusahaan hutan tidak seluruhnya berada
d dalam kaw asan hutan maka sebagaian hutan yang diusahakan tersebut
adalah hutan negara bebas. Kondisi ini perlu dikaji secara cermat mengingat
dampak pengusahaan hutan terhadap lingkungan hidup dapat sangat luas
bila hutan yang diusakan adalah hutan yang berfungsi lindung atau berfungsi
konservasi.

Sebagian besar hutan di Provinsi NAD berada dalam kawasan
Ekosistem Leuser (KEL). KEL dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 33
tahun 1998 tentang Pengelolaan Kaw asan Ekosistem Leuser. Luas total KEL
di Provinsi NAD, menurut SK Menhut Nomor 190/Kpts-1I/2001 tentang

Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Prov. NAD, adalah



2.255.577 ha, yang terdiri atas Taman Nasional Gunung Leuser 602.582 ha,
Suaka margasatwa Singkil 102.370 ha, Taman Buru Linge-lsaq 29.090 ha,
Hutan Lindung 941.713 ha, Hutan Produksi Terbatas 8.066 ha, Hutan
Produksi Tetap 245.676 ha, dan Areal Penggunaan Lain 326.080 ha. Areal
Kaw asan Hutan di dalam KEL adalah 1.929.407 ha, 253.742 ha diantaranya
adalah Gutan Produksi. Menurut pasal 150 Undang-Undang No. 11 tahun
2006 tentang Pe merintahan Aceh pengelaclaan KEL adaah dalam bentuk
perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan
pemanfaatan secara lestari. Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota dilarang mengeluarkan Ein pengusahaan hutan di dalam
kaw asan ekosistem Leuser.

Pelestarian hutan di Provinsi NAD merupakan hal yang sangat penting
untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Aceh. Pelestarian hutan
bermakna melestarikan berbagai fungsi hutan dalam menyediakan
sumberdaya pembangunan baik yang berupa jasa lingkungan hutan seperti
air, ikim, oksigen, sumber daya genretik, dan nutrisi /hara, maupun komuditas
hasil hutan berupa flora-fauna.  Apabila dkebla secara benar jasa
lingkungan  hutan dan komoditas hasil hutan juga  dapat
berkelanjutan.Tingkat kerusakan hutan yang dinilai berdasarkan tutupan
hutan tahun 2005/2006 dapat dilihat pada Gambar 5.5.

Kebijakan moratorium logging yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh
diharapkan dapat memulihkan kondisi dan fungsi hutan Aceh sehingga
musibah bencana alam, banjir, tanah longsor dan konflik satwa-manusia
akibat eksploitasi hutan yang tidak terkendai dapat ditekan intensitasnya.
Moratorium logging bagi Pemerintah Aceh juga merupakan bagian dari
strategi pengelolaan hutan Aceh yang berkelanjutan dan memiliki aspek
keadilan bagi masyarakat Aceh.

Pengendalian kerusakan hutan akibat pembangunan melalui perangkat
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) akan efektif
apabila AMDAL dan/atau UKL-UPL dilaksanakan secara baik dan benar,



mulai dari penyaringan (screening) kegiatan/usaha pembangunan yang w ajib
AMDAL, pelingkupan , kajian ANDAL serta UKL-UPL. Eksplorasi peraturan
perundang-undangan yang terkai harus dlakukan secara cermat, baik
peraturan perundangan sektor rencana kegiatan/usaha pembangunan
maupun peraturan perundanganundangan yang terkait lokasi, dimana
kegiatan/usaha pembangunan akan dilakukan. Dengan demikian maka sejak
dini kerusakan hutan akibat kegiatan/usaha pembangunan dapat dicegah
dan dihindari. Perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait erat
dengan pekestarian hutan selain dari peraturan perundang-undangan sektor
kehutanan juga peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan dan
penggunaan tanah (PP No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah),
peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya alam hayati (UU No.
5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya) serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pengeldaan lingkungan hidup.



BAB VI
KEANEKARAGAMAN HAY ATI

6.1. Pengertian Keanekaragaman Hayati

Keanelaragaman hayati (biodiversity) memupakan perpanjangan dari istilah
biological diversty dan merupakan pengistilahan dari seluruh mahluk hidup tingkat
tinggi (hewan dan tumbuhan) maupun tingkat rendah (micro-organisma) serta
seluruh komponen lingkungan fisik, biologi dan ekologi. Keanekaragaman hayati
juga memupakan ungkapan peryataan terdapatnya berbagai macam varias bentuk,
penampilan, jumlah dan dfat, yang terlihat pada berbagai tingkatan persekutuan
mahluk hidup, yaitu tingkatan ekosistem, tingkatan jenis, dan tingkatan genetik

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati

adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari sumber sumbertemasuk di

antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta komplek-komplek

ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup
keanekaragaman dalam species, antar spedes, dan spedes dengan elosistem.

Keanekaragaman hayati juga marupakan ungkapan pemyataan terdapatnya

berbagai macam varias bentuk, penampilan, junlah dan sfat, yang terlihat pada

berbagai tingkatan perse kutuan makhluk hidup, yaitu tingkatan ekod stem, tingkatan
jenis, dan tingkatan genetik
Keanelkaragaman hayati merupakan anugerah tebesar bagi umat manusia.

Bebera pa manfaat dari keane karagaman hayati antara lain adalah :

a. Merupakan sumber kehidupan, penghidupan, dan kelangsungan
hidup bagi umat manusia, karena potensial sebagai sumber pangan, papan,
sandang, obat-obatan serta kebutuhan hidup yang lain.

b Merupalkan sumberilmu pengetahuan dan te knologi.

c Mengembangkan sosial budaya manusia.

d. Membangkitkan nuansa keindahan yangm erefleksikan penciptanya.

e

Merupalkan sumber komoditi pariwi sata.

6.2. Jenis-jenis Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada bembagai tingkat kehidupan, mulai
dari organigne tingkat rendah sampai organiame tingkat tinggi. Misalnya dari

makhluk bersel satu hingga makhluk bersel banyak, dan tingkat organisasi



kehidupan individu sampai tingkat interaksi komplek misalnya dari species sam pai

ekosistem.
Secara garisbesar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga tingkat yaitu :

a. Keanekaragaman Genetik (Genetic Diversty)
Keanekaragaman genetic ialah keanelaragaman sifat yang temdapat dalam
satu jenis. Setiap sifat omganisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor
keturunan (gen), satu dari induk jantan dan lainnya dari induk betina
keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam
satu jenis. Dengan demikian tidak ada satu makhluk pun yang sama perss
dalam penampakannya. Misalnya : Varias jenis kelapa : kelapa gading, kelapa
hijau dan Variad jenis anjing : anjing bulldog, anjing herder, anjing kam pung.

b. Keanekaragaman Jenis/ Spesies (Spesies Diversity)
Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen.
Keane karagam an ting kat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam
jenis makhluk hidup baik yang temasuk kelompok hewan, tumbuhan, maupun
mikroba. Misalnya : Variasi dalam satu famili antara kucing dan harimau.
Mereka termasuk dalam satu famili (famili/keluarga Felidae) walaupun ada
perbedaan fisik tingkah laku, dan habitat.

c. Keanekaragaman Ekosistem (Ecos stem Diversity)
Keanekaragaman ekosstem merujuk pada keanekarmgaman habitat, yaitu
tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan
berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Misalnya : Ekosstem lumut,
ekosistem pegunungan, ekosistem sungai, ekosisttm laut, ekosstem hutan
topis elosistem gurun, dll. Masing-masing ekos stem memiliki organisne yang
khasuntuk ekod stem tersebut Misalnya lagi, elosigem gurun didalamnya ada

unta, kaktus, dan ekosigem hutan tropi s didalamnya ada harimau.

6.3. Ancaman Kepunahan Keanekaragaman Hayati

Kepunahan jenis keanekaragaman hayati merupakan suatu peristiwa yang
alami, tetapi pemanfaatan dan tindakan manusia sering kali mempercepat proses
laju kepunahan jenis tersebut. Beberapa ancaman kepunahan keanekaragaman
hayati antara lain adalah :
a. Kurangnya eksplorasi jenis baru, sehingga kepunahan jenis tersebut tidak

diketah ui.

b. Penyediaan habitat untukjenisyang dilindungi masih kurang.



c. Habitat yang disdiakan tidak s suai bagi suatu jenis yang dilindungi.

d. Pembangunan yang tidak mempethatikan kelestarian alam.

e. Pemanfaatan yang memutuskan daur reproduksi.

f. Adanya pemindahan suatu jenis baru ke dalam suatu e kosi stem.

g. Kurangnya lesadaran akan pentingnya lonservasi (pelestarian) hewan langla

bagi anggota masyarakat sekitar, termasuk pengelola kawasan.

h. Upaya kongkrit perlindungan belum nyata di lapangan. Masih banyak dijum pai
penjualan jenis hayati yang dilindungi di tempat umum.

i. Pengambilan dari alam secarm besar-besaran dan terus menerus (erutama
kelompok burung). Hampir seluruh jenis bumung peliharaan masih merupakan

tangkapan langsung dari alam.

6.4. Interaksi Manusia dan Keanekaragaman Hayati

Manusia tergantung kepada keanekaragaman hayati untuk sandang, pangan,
papan, obat-obatan, ingirasi, dan mash banyak lagi kebutuhan lain.
Keanekaragaman hayati dan manusia telah mempunyai keterkaitan yang erat dan
saling mendukung selama puluhan ribu tahun. Cara masyarakat memanfaatkan
keanekaragaman hayati menentukan leledarian sumber daya ini, dan cara
masyarakat mengelolanya alkan menentukan produkiivitas sumber daya yang
penting ini dan leledarian fungsi -fungsi e kologi snya.

Interaksi manusia dengan keanekaragaman hayati dimula dari kegiatan
manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan sebagai pendukung kehidupan.
Faktor ini akan mempengaruhi dampak kegiatan manusia pada keanekaragaman
hayati. Meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan hidupnya akan
meningkatkan dampak kegiatan manusia pada keanelkaragaman hayat. Dampak
tersebut akan mempengaruhi kondisi dan dinamika keanelkaragaman hayati, yang
kemudian mempengaruhi nilai-nilai dan fungs keanekaragaman hayati. Pada
akhimya akan mempengaruhi pula ketersediaan dan kualitas keanekaragaman
hayati dalam memenuhi kebutuhan manusia dan juga dalam menjamin
kele dariannya.

Sementara itu, kondis dan dinamika, nilai-nilai dan dampak legiatan manusa
pada keanekarmgaman hayati dapat pula diupayakan melalui peningkatan
kesadaran masyarakat untuk menjadi faktor pendorong bag berubahnya pola
konsum s efisiensi pemanfaatan sumber daya dan apresiasi masyarakat Seperti

anggota komunitas lainnya, manusia tergantung pada lingkungannya. Dengan



kelengkapan akal budinya yang jauh lebih unggul dari makilukhidup lain, manusa
tidak hanya beradaptas dan berevolusi secara pasf, namun mampu mengubah
lingkungannya agarlebih menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan hidupnya.
Sewai dengan perkembangan kebudayaannya, sejarah interaksi manusia
dimdai dai tahap/fase pengumpul atau pemburu, fase pertanian, fase
pembentukan kawasan pemukiman, hingga fase modem dengan konsumsi energi
tinggi. Pada setiap fase interaksi ini, bentuk hubungan pengaruh dan mem pengaruhi

berubah se suai dengan te knologi dan kapasitasnya.

6.5. Kebijakan Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk berbagai keperluan secara tidak
seimbang ditandai dengan semakin langkanya beberapa jenis flora dan fauna karena
kehilangan habitatnya, kerusakan ekodstem, dan menipisnya plasma nutfah. Hal ini
harus dicegah agar keanekarmagaman hayat masih dapat menopang kehidupan.
Konservasi keane karmgaman hayati diaturoleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hdup. Asas yang digunakan dalam pengelolaan
lingkungan hidup adalah asas tanggungjawab berkelanjutan dan bermanfaat.

Upaya konsewvas keanekaragaman dilakukan secara insitu maupun eksitu.
Peledarian insitu berari menekankan terjamin dan terpeliharanya keanekaragaman
secara alami melali proses evolusi. Dewasa ini kawasan konservasi yang ada
terkelompok menjad 180 cagar alam, 72 suaka margasatwa, 70 taman wisata, 13
taman buru, 17 taman nasional dan 3 tamanhutan raya setta 13 tamanlaut.

Dalam rangka kerjasama konservas internasional, 6 dari kawasan suaka alam
dijadikan cagar bioder. Cagar bioger ini merupalan suatu kawasan yang terdiri dari
ekosistem asli, unuk dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang
dilindung untuk kepentingan pendidikan dan penelitan. Taman Nasional di Indonesa
mulai dikekmbangkan tahun 1980. Lima taman nasond Ujung Kuon, Taman Nasional
Gede Pangrango, Taman Nasional Baluran, dan Taman Nasional Komodo,
dipemuuntukkan untukmelindungi danmengawetkan wari san alani bangsa Indonesda.

Pelestarian eksitu berarti memindahlan jenis dari habitatnya untuk diestarikan
dan diamankan. Pendirian Kebun Raya Bogor, kebun binatang , penangkaran hewan
langka sepetti badak, jalak bali, rusa timor, kayu hitam, dan lain-lain merupak upaya
peledarian eksitu yang tidak pelu menganggu populasi alaminya. Peledarian pasma

nuftah di Indoneda juga dilaku kan baik scara insitu maupun secara eksitu.



Pemuliaan tanaman saat ini ditujukan pada tanaman budidaya seperti padi,
anggrek serta lultivar lainnya. Untuk hewan, upaya penangkaran dan persilangan
dilakukan pada berbagai jenis satwa peliharaan seperti sapi, kambing, kuda dan ayam.
Kebun loleksi plasma nuftah yang ada di hdonesia smpai saat ini belum
menghaslkan kultivar unggul baru. Kebun koleksi buah di Passh dan Cibinong, kebun
koleksi mangga di Grati, koleks kopi di lien, dan koleksi kelpa di Bone-bone belum
menam pakkan hasil yang diharapkan sebagai sumberplasma nuftah.

Sebenamya <scara tradisional masyarakat Indonesia telah memiliki pola
peledarian alam yang ekologis, misalnya tidak boleh menebang pohon beringin, tidak
boleh mengamhl ikan di lubuk, dan lairdain, namun karena kemajuan tehnologi
warisan tradisional tersebut memudar. Sumber hayati menyangkut komponen tanah
dengan sgala isinya baik yang berada didalam dan dipermukaannya. Berdasarkan
fungs maka tanah menjad modd dalam pembangunan, karenanya upaya untuk
mendgabikan menjadi penfng. Sdain tanah, komponen air dan udara mem punyai
fungs terhadap kelangsungan hidup pelaku pembangunanmdalui penyediaan oksigen
dan air untukkeberlang sungan metaboisme makiuk yang hidup diatasya.

Sebagai modal pembangunan, sumber daya hayati berperan terhadap
penyediaan lahan bagi akiifitas e konomi masyarakat, pendulkung pembangunan fisk
dan kandungan material ddalamnya. Seiing dengan pertanbahan penduduk dan
tekanan ekonomi, sumber daya hayati yang sudah terbentuk dengan beranekaragaman
secara empiris mula teruskk Pengaturan pengelolaan sumbe daya hayati seringkali
bersifat eksploitasi £hingga menimbulkan kerawanan sepetti timbunya lahan kritis,
perambahan hutan, kerusakan aqua kultur dan pencemaran udara.

Meskipun Provinsi NAD memiliki beragam potensi sumber daya hayati sebagai
rahmat dan anugerah yang ftidak temila dai Alah SWT. Namun yang menjadi
permasalahan dewasa ini sumber daya keanekaragaman hayati tersebut belum
dikelola dengan baik sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian masyaralat

secara berkelanjutan.

6.6. Strategi Pengembangan Keanekaragaman Ha ya i

Untuk mengelda keanekaragaman hayati Indonesia diperiukan strategi nasional
sebagai alat Bantu agar semua pihak dalam melaksanakan tugasnya mengupayakan
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.
Dalam strategi Nasional ini asas yang dianut adalah pemanfaatan iimu dan teknolog,

diverdfikasi/penganekaragaman pemanfaatan, dan keterpaduan pengelolaan.



Pengelolaan leanekaragaman hayat tidak hanya terletak pada tanggungjawab
pemeiintah, tetapi ssmua pihakmemilik kepentingan dan kewajiban. Pihak pem erintah
berkewajiban mengembangkan peraturan perundang-undangan pemanfaatan dan
peledariannya srta mdaksanakan bagian yang menjad kepentingan nasional atau
umum. Asas keterpaduan dalam strategi Nasional ini juga mengandung kewajiban bagi
pemeintah untuk dapat menyelenggarakan koordinasi yang mantap dalam
menyelaraskan tugas dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan dalam
pengelolaan keanekaragaman hayati.

Strategi Nasional juga mendorong untuk meningkatkan kerjasama intemasional
in Indonesia menganut asas bahwa keanekarmgaman hayati merupak sumber daya
terbaru yang diperulkan dalam meninglatkan harkat kemanusiaan. Dalam
pengelolaannya setiap Negara mempunyai hakberaulat untuk mem anfaatkan sumber
daya keane karagaman hayati untukm enunjang pembangunan nasonal.

Salah satu wujud kerjasama intermasonal dalam pengdolaan keanekaragaman
hayati ini, ddam KTT Bumitahun 1992 di Rio de Janeiro, Indonesia m enardatangani
konvensi keanelkaragaman hayati dan meratifikasi konvens ini ddam Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1994. Perjanjianini memupakan perjanjian pertana secara global dalam
upaya konservas sumber daya termasuk upaya perlindungan keanekaragaman hayati
yang hars ditindaklanjuti deh tiap Negara dengan upaya perlindungan sumber daya
keanekaragam an hayati secara riil. Lebih dari 180 negara didunia yang sekarang telah
melaksanakan konvensi tentang keanekaragaman hayati tersebut.

Ketidakbethasilan rancang tindak dan langkah/strategi dalam peledarian
keanekarmagaman hayat dalam segala aspek menyebabkan hilangnya
keanekaragam an hayati baik itu keane karagaman plagn a nutfah, maupun kara kteri stik
ekosistemnya. Sebagian besar upaya penyelamatan keanekaragaman hayati
bergantung pada insiaif dan tindak nyata yang dilaksanakan oleh berbagai pihak,
term asukm asyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerirtah.

Sewaikan dengan konversi mengena keanekaragaman hayati tahun 1992 yang
ikut ditandatangani oleh Indonesia, maka lebijakan dan peraturan yang berhubungan
dengan lkeanekaragaman hayati hendaknya mengacu pada konvers tersebut. Untuk
Kota Lhokseumawe kebijakan tersebut diharapkan lebih focus pada pesesterancam
punah, peranan lembaga masyarakat adapt penggunaan, pemeliharaan dan dih

teknologi yang terkait.



Membentuk Forum/Komisi pelestaian elosisem dan fauna-fora dengan
anggotanya terdiri atas akademisi, LSM, Pemerintah Daerah, instans terkait,
masyarakat dan dunia usaha. Kesadaran masyarakat dunia yang semakn meninglat
akan pentingnya pelestarian ekosistem dan meningkatnya dana-dana bantuan dari
masyara kat peduli lingkungan intemasional.

Mengintegrasikan pelestarian leanekaragaman hayati ke dalam proses
perencanaan daerah. Sebenamya daerah sudah mengalokasikan sumber daya dan
membag wewenang dan tanggung jawab diantara badan pemerintah dan antara
pemeintah dan sekior pemerintah. Tetapi secara leseluruhan, keprihatinan akan
peledarian keanekaragaman hayati masih kuang. Bebagai mekanisne perencanaan
dapat digwnakan untuk mempromosikan dan mengintegrasikan peledarian
kene lkaragaman hayat ke dalam pembangunan daerah.

Mengubah kebijakan yang menyebabkan penurunan mutu dan hilangnya
keanekaragaman hayati d dalam ekosistem pesisr pantai dan lautan. Banyak
penyebab hilangnya keanekaragaman hayati d laut misalnya penggunaan trawl (pu kat
harimau) pengeboman yang menyebabkan hilangnya keanekarmgaman hayati,
eksploitasi terumbu karang dan kerang yang tidak terkendali.

Mengubah kebijakan yang mempercepat hianghya keanekaragaman hayati di
ekosistem air tawar. Irigasi merusa ke kosistem air tawar. Selainitu pembuangan limbah
perkotaan dan indudri ke dalam sungaijuga banyak memusnahkan jenisjenis anggota
ekosistem dan ada akhimya mengubah ekodstem air tawar. Dampak dari aKivitas
manusia ini harus diatur sedemikian rupa agarmeminmdkan kerualkan ekos stem air
tawaryang merupakan penyebab hilangnya keane karagaman hayati.

Mengubah kebijakan pertanian yang mendorong penyeragamam tanaman dan
varietas tanaman atau mendorong penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang
berlebihan. Kebijakan penyeragaman tanaman m endorong hilangnya keanekaragam an
hayati karena meluasnya penggunaan dari tanaman tertentu dan mengurangi jenis-
jenis lain yang danggap tidak memenuhi kebutuhan manusa saat ini. Penggunaan
pestisda selain mengusir musuh-musu alami, juga menmbulkan resistens spesies
terhadap pedisida.



6.6.1.

Kegiatan Um um.

Kegiatan umun yang dlalukan dalam peledarian sumber daya hayat

adalah:

a.

Mengdur dengan tegas pemindahan spesiaesdan sumberdaya genetik
serta pelepasannya ke alan bebas.

Pemindahan spesiae sbaik secara sengaja maupun tidakdissngaja dapat
mengganggu dabilitas ekosi stem pada suatu daerah. Misalnya, kegiatan
memindahkan/memaaikkan ikan dari luar ke satu danau dapat
musnahkan sesiesspeses ikan dan merusak habitat yang ada
sebelumnya, mengurangi penghuninya dan merusak rantai makanan

invertebrata, alga dan burung pemakan ikan.

Médakukan pelatihan kader konservasi keanekaragaman hayati. Para
kader lonservasi keanekaragaman hayati terdii dari orang-orang yang
mengdola daemh yang dilindung, melalukan inventarisasi
keanelkaragaman hayati.

Membangun  kesadaran masyarmkat akan pentingnya nilai
keanekaragaman hayati. Masyarakat pada umumnya tertarik untuk
belajar tentang isu-isu yang penting meldui budaa popuer. M ereka akan
tertarikterhadap peledarian keanekaragaman hayat jika disajikan lewat
hiburan, ikHan, seni, meda massa seperti televisi, radio, surat labar.
Selain itu, para pemimpin masyarakat atau orang-orang terkenal di
masyarakat seperti orang yang dituakan, komentator televis, edtor surat
kabar, artis top, atle, pemuka agama, eksekutif perusahaan dapat
memberi ocontoh dan membuat pesanpesan yang menarik tentang
pelestarian keane karagaman hayati.

Menggunakan sistem pendidikan formal untuk meningkatkan ke sadaran
tentang keanekaragaman hayati dan kebutuhan untuk mdestarikannya.
Memasukkan nila-nilai tentang pentingnya keanekaragaman hayati
kedalam kurikulum SD dan SLTP penting dlakukan, karena pada usa
selolah tersebut persepd dan sikap generasi muda muai terbentuk
kurikulum mengenai lkeanekaragaman hayati dapat dmasukkan sebagai
muatan lokal dalam kurikulum dan tidak hanya diajarkan di dalam kelas

tapi juga diluar kelas.



6.6.2. Rencana Pengelolaan.

Beberapa jenis kegiatan sesuai dengan unsurunsur tujuan pengelolaan serta

potensi bentang alam adalah sebagai berikut :

a.

Konservasi Alam terdin darijenis kegiatan dantaranya :

Perlindungan : habitat-habitat penting pemilahan biota-biota berilai ekonomis
dan habitathahtat penting baiak srkulasi zatzat hara guna menjaga
produktifitas kawa san/habitat.

Rehabilitasi : Habitat-habitat yang telah mengalami penurunan lualitas akibat
kegiatan manusia (Anthropogenis), melalui penutupan bagan —bagian tertentu
kawasan dari bebagai kegiatan, disertai usaha-usaha aktif rehabilitasi.
Pemdihan : memberi kesempatan proses-proses pemulihan secara alami
habitat-habitat yang telah mengalami penurunan kualitas baik akbat kegiatan
manusia maupun pengaruh alam, mdalui penutupan bagian-bagian tertentu
kawasan dari berbagai lkegiatan.

Pemanfaatan Ekstakiif Sumber Daya Elonomis dan Pengembangan

Masyaralat, meiputi :

1.

Kegiatan budidaya : pengembangan dan pemeihaman kegiatn yang tidak
melebihi daya dukung lingkungan melalui pengem bangan param eter-param eter
ambang skala usaha dan pemantauan parsitipatif.

Kegiatan-kegiatan pengum pulan

Mempertahankan luasan pemukiman : mempertahankan luasan yang ada di
dalam dan skitar kawasan melalui usaha-usaha koordinatif dan parstipatif
penegasan tata batas desa dan tata ruang desa.

Pariwisata Alam ; dalam pengeldaannya meliputi :

Parivisata darat dan bawah air : pengembangan dan pemeiharaan kegiatan
yang tidak mdebihi daya dukung lingkungan melalui pengembangan
parameter-parameter ambang skala usaha dan pemantauan partispatf.
Kegiatan pendukung damtan dan bawah air : pengembangan dan
pemdiharaan kegiatan yang tidak melebihi daya dulkung lingkungan melalui
pengembangan parameterparameter ambang skala usaha dan pemantauan
partispatif.

Pelaksanaan Pengelolaan : untuk mencegah lerusakan habitat atau kawasan
yang dilindungi, dipedukan pengelolaan yang disesuaikan dengan potensi

alamnya. Dalam pelaksanaan pengelolaaanya secara adminidratif dise suaikan



dengan dasar hukum penunjukkan kawasan atau habitat. Pelaksanaan
kegiatan inventarisasi potensi habitat’/kawasan dalam kaitannya dengan
penyusunan pengelolaan merupakan penyajian data informas tentang potensi
flora, fauna. Keunikan alam dan ekosstem sebagai bahan masulan untuk
menyusun pemkinaan potensi kawasan.
Untuk mengetahui keadaan perkembangan (fuktuasi) potens kawasan yang
ada perlu adanyainventarisasi lanjutan ataumonitor yang dapat diakukan pada
setiap tahun atau sesuai kebutuhan. Untuk potensi keuni kan alam yang menarik
yang senantiasa didatangi pengunjung wisata juga perlu dilakukan monitoring
dari dampak aktivitas masyarakat pengunjung dan akiivitas masyarakat s kitar
sepetti perambahan, pencuiian hasil huan, kebakaran hutan dan sbagainya.

4. Pengamanan dan Penegakan Hukum; untuk mempertahankan potensi yanga
ada pada kawasan tersebut dan agar tetap berfungsi s suai peruntukan, mala
ditempuh upaya pengamanan dan pengawasan areal sscara rutin oleh petugas
yang sifat pelaksanaannya mencakup tindakan preventif dan represif.

5. Peledarian; dapat diakukan dengan cana :

a. Membertuk suatu jaringan peringatan dni yang berkaitan dengan konvensi
mengenai keanekaragaman hayati, untuk memonitor ancaman potnsial
terhadap keanelaragaman hayati. Jaringan perlingatan dini harus dapat
memonitor.

b. Mempeiduas akes dan memperbanyak dana untuk pelayanan keluarga
berencana. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi baik langsung
maupun fidak langsung akan meningkatkan konsums sumber daya.
Kebutuhan pangan yang meningkat juga akan memperluas areal perttanian
dan mengorbankan hutan dan areal lain yang tidak sesuai untuk pertanian.
Pada daerah yang miskin atau terttinggal, peningkatan jumlah penduduk
juga akan meningkatkan konsumsi kayu balar.

c. Mengurang konsumsi sumber daya meldui daur ulang dan pelestarian.
Daur ulang dan pelestarian dapat mengurangi kebutuhan sumber daya
hayati. Upaya yang ditempuh antara lain meningkatkan efisiensi dalam
produksi, mengurangi limbah, melakukan daur ulang kertas, kaca, baja dan
alumunium.

d. Memasukkan nilai keanekaragaman hayati ke dalam kiteria untuk memilih,

merancang dan menlai kembali proyek dan pinjaman bantuan



pembangunan. Hal tersebut dilakukan agar smua dampak proyek
pembangunan terhadap keanekaragaman hayati diperhitunglan, sehingga
nantinya biaya pelestaian keanekaragaman hayati juga dapat diperoleh
dari proyek-proyek pembangunan.

Pemberdayaan perempuan dalam pdestarian keanekaragaman hayati.
Perempuan cenderung lebih akiif terlibat dalam ekonomi rumah tangga
dibanding laki-laki dan memanfaatkan lebih banyak keanekaragaman
spesies obat-obatan dan makanan. Dalam rumah tangga merela
menyediakna pangan, air, bahan balar, obat-obatan, pakan temak dan
macam-macam produk lain. Perempuan desa mempakan orang yang
paling mempunyai pengetahuan mengenai pola dan kegunaan
keanekargaman hayat setempat Oeh sebab itu, perempuan perli
dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengambil
keputusan dalam program pembangunan.

Memberikan insentif pajak pele darian. Pemerirtah memberikan keringanan
pajak bagi pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk kepentingan
peledarian keanekaragam an hayati.

Mempromosikan prakiek pertanian yang mdestarikan keanekaragaman
hayati. Produk bioteknologi yang ada sekarang menimbukan kepemilikan
tanah yang teikonsentasi, marjinaisasi penduduk miskin, pemiskinan
penduduk pedesaan. Keanekaragaman varietas dan gpesies sangat cocok

diterapkan karena tidak memeriukan input yangtinggi.



BABVI
PESISIR DAN LAUTAN

Wilayah Provinss Nanggroe Aceh Darussalam dikelilingi oleh perairan laut,
sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman; sebelah Timur
dengan perairan Selat Malaka; sebelah barat dan selatan dengan Peniran
Samudera Indonesia. Provind ini memiliki panjang pantai mencapai 1.660 km
sehingga mempunyai kawasan pesisir dan lautan seluas 57.365,57 Km?. Sebelum
perisiwa tsunami, sumber daya alam Provind Naggroe Aceh Darussalam di
kawasan pesisir dan lautan terdiri atas sumber daya dapat pulih (renewable
resources), sumberdaya tidak dapat pulih (non-renewable resources), danjasa-jasa
lingkungan pesisir dan lautan (environ mental service). Sumber daya dapat pulih
terdii dari berbagai jenis ikan, udang, umput laut termasuk kegiatan budidaya
pantai dan budidaya laut (mariculture). Sumber daya tidak dapat pulih meliputi
mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sedangkan yang termasuk
jasaqjasalingkungan p esisir dan lautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Sebelum terjadi bencana tsunami, sumber daya kelautan dan perikanan di
Provinsi NAD telah dimanfaatkan' meebihi dari daya dukungnya sehingga laju dan
tingkat kerusakannya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusakan
ekosistem pesisr misalnya, berimplikasi langsung tethadap penurunan kualitas
habitat perikanan dan juga mengurangi estetika lingkungan pesisir. Demikian pula
pencemaran dan sedimentasi menimbulkan ancaman serius pada wilayah tersebut
yang pada akhimya terakumulasi pada semakin terdegradad nya ekosistem pesisi.
Dampakdari semuaitu berkorelas tethadap pendapatan masyarakat yang semakn
berkurang.

Terapat 2 (dua) masalah besar yang dihadapi dalam pengelolaan pesisir dan
kelautan yaitu: (1) masalah kerusakan lingkungan fisik pesisir, (2) permasalahan
sosial dan lkelembagaan. Kedua persoalan tersebut selama ini menjadi kendala
yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan laut dan perikanan yang
berkelanjutan.

Pemasalahan pemanfaatan pesisir dan laut di Proovins Nanggroe Aceh

Darussalam diantaranya sebagai berikut:




» Terjadinya kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang.

» Terjadinya sedimentasi dan abrasi pantai.

» Pencemaran laut akbatlimbah rumah tangga dan kapal.

= Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti traw (pukat
harimau)

* Rendahnya kapaitas sumber daya manusa (SDM) dalam pengelolaan kelautan
dan perikanan.

= Pada umumnya nelayan tradisonal tumbuh dan berkembang scara alami dan
melakukan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan naluri dan pengalaman
yang diperoleh secara turun-temumn.

= Kurangnya pembinaan terhadap nelayan.

= Tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan pedsirdan laut

» Terjadinya tumpang tindih perizinan eksploitas di wilayah pesisirdan laut.

= Belum adanya pengaturan tata ruang untuk kegiatan budidaya.

» Tidakadanya ketentuan yang jelas mengenai jumlah maupun alokasi mangrove
yang boleh dikonversi untuk pengembangan pe rtam ba kan.

» Terjadinya lonflik pemanfaatan dan kewenangan (konflik antar sekior, antar
tingkat pemerintahan, dan antar daerah otonom)

» Terjadinya konflik antar nelayan (antara nelayan tradisonal dan nelayan
modemn)

» Rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan penegalan hukum (/aw
enforce ment).

» Belum adanya lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman
permodalan usaha kepada nelayan, terutama nelayan tradisional sehingga
nelayan identik dengan kemisknan.

= Belum terdapat kelembagaan pengelolaan bersama antara Pemerintah dan
pihaklain dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Dengan terjadinya perisiwa tunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang
lalu, kondisi pesisir dan laut Aceh yang sudah mengalami kemusakan menjadi
semakin parah kerusakannya. Kementian Negara Lingkungan Hdup
menyatakan, dampak tsunami tethadap wilayah pedsir dan laut Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam sebagai berikut:

" Tercemarnya laut, air darat dan airtanah; terjadi perubahan garis pantai;



= Hlangnya proteks alam (mangrowe) yang berfungsi sebagai pelindung
pemukiman dari gelombang dan angin srta sebagai daerah pemijahah
(spawning ground), daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makan
(feeding ground) bermacam biota laut termasuk ikan;

» Tercemar dan rusaknya terumbu karang yang berfungsi sebagai tem pat
berlindung dan pemijahan ikan;

= Berkurangnya/hilangnya sumber daya ikan dan spesies pesisir (potensi
biodiversity);

» Rusaknya ekosistem lahan basah; dan muusaknya elosistem buatan (budidaya,
pelabuhan dan kampung nelayan yang memberikan dampak yang sgnifikan
bagi ke giatan pere konomian).

BRR s=bagai badan yang diberi mandat oleh pemerintah untuk melakukan
rehabilitasi dan rekonstruks di Aceh dan Nias, mengeluarkan data yang lebih rinci
tentang kerusakan di wilayah pedsir. Menurut data BRR, bencana tsunami telah
menyebabkan kerusakan mangrove seluas 174.590 ha, terumbu karang (Comal
Reef) 19.000 ha, dan hutan pantai 50.000 ha. Sementara itu, Suryadiputra
(2005) dari Wetland Internasional menyatakan, sebagai akibat dari adanya
taunami, lahandahan basah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (erutama
yang tedetak di pantai utara, barat laut dan barat daya Aceh) diduga telah
banyak mengalami perubahan bentuk, luasan, maupun kualitas air dan substrat
dasamya. Misalnya lahan basah sawah, rawa air tawar atau kolam/tambak yang
dulunya dalam dan berair tawar/payau kini menjadi dangkal atau bahkan
tertimbun lumpur dan berair asin dan terkontaminasi berbagai bahan pencemar
organik maupun anorganik. Lahan basah yang dulunya arealnya sempit kini
menjadi laguna dengan genangan air asin yang lebih luas. Tapi pada kondis di
Pulau Simeulue justru sebaliknya, Pulau ini diduga telah kehilangan sekitar
25.000 ha lahan basah pesisimya akibat pulau ini terangkat sekitar 1- 1,5 meter,
sehingga garis pantai kini berkurang dan banyak tanaman bakau yang mati
kekeringan akibat substrat dasamya tidak tersentuh air lagi dan kini mengeras

bagaikan dissmen.



7.1. ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
7.1.1. Kerusakan Pantai dan Teru mbu Karang

Wilayah pesisir merupakan suatu daerah peralihan (ecotone) antara ekosistem
laut dan daratan, ke arah laut meliputi perairan paparan benua atau perairan laut
yang mash terpengamh oleh akdivitas kegiatan manuda atau proses-proses
alamiah di damtan sepetti pencemaran dan sedimentad, dan ke arah darat
mencakup daemh yang terkena percikan air laut atau pross-proes kelautan
seperti pasang surut dan salinitas (Bappeda, 2001). Sedangkan wilayah lautan
yaitu daerah tegak lurus terhadap garis pantai pada kondis surut terendah sejauh
12 mil laut (laut teritorial) hingga mencapai 200 mil laut (laut Zona Ekonomi E Kusif)

Provind Nanggroe Aceh Darussalam memiliki panjang pantai 1.660 kn
dengan laut teritorial yang luasnya mencapai 32.071 km? dan ZEE-nya mencapai
534.520 km?2 Wilayah yang luas tersebut kaya akan sumberdaya alam baik hayati
maupun non hayati. Di samping wilayah laut, Wilayah pesisir Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam juga menyimpan potensi jasajasa lingkungan yang culup besar
seperti jasa transportasi, pariwisata, wahana penelitian dan lain sebagainya.

Di lautan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga terdapat terumbu karang
be serta ikan hiasnya. Ekosstem terumbu karang yang dijumpai di wilayah perairan
pantai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam umumnya berupa karang tepi (fringing
reef) yang berada pada kedalaman 5-10 meter. Terumbu karang ini sebagian besar
berada di pulau-pulau kecil dan sebagaian kecil terdapat di pantai utara, barat, dan
selatan dari damtan Aceh yang merupakan bagian dari daratan induk Sumatera
seperti Lampuuk, Blang Karieng, Teluk Krueng Raya, Lhok Seudu, Meulaboh dan
Tapak Tuan. Elosistem Terumbu yang sudah di kukuhkan dalam bentuk Kawasan
adalah Taman Laut Pulau Weh seluas2.600 ha yang ditetapkan dengan SK Menteri
Kehutanan No. 928/ Kpts/Um/2/1982 tanggal 22 Desember 1982, yang arealnya
terkonsentrasi di Pulau Rubiah dan sektamya. Sedangkan di Kabupaten Aceh
Singkl areal e kosistem terumbu karang yang dilindungi mencapai 227.500 ha.

Pada wilayah pessir pantai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat
hutan mangrove, dan kondisinya dari tahun ke tahun mengalami kerusakan/
degradad. Sebelum terjadinya tsunami, hutan mangrove yang kondisinya bagus
seluas 31.503,96 ha; muusak sedang seluas 288647,19 ha; dan yang rusak berat

seluas 26.692,62 ha. Daerah kabupaten/kota yang hutan mangrovenya mengalami



tingkat kerusakan sedang yang paling luas adalah Kabupaten Aceh Timur
(139.823,19 ha), Kabupaten Aceh Utara (60.919,38 ha), Aceh Barat (27.905,49 ha),
Aceh Besar (26.823,78 ha), Pidie 21.862,71 ha), dan Aceh Selatan (11.312,64 ha).
Sumber kerusakan disebabkan akibat peduasan areal tambak, pengambilan bakau
untukdijadikan arang, bahan bangunan, dan industri kertas.

Selain hutan mangrove, ekosistem terumbu karang juga telah mengalami
degradasd, di Kabupaten Aceh Singkil tingkat kerusakannya telah mencapai 50 -
75% (Halim et al, 2001). Sedangkan di sekitar Pulau Rubiah, Kota Sabang tinglat
kerusakannya berksar 38 — 44,25 % (PPLH-SDA Unsyiah, 2002). Penyebab
kerusakan terumbu karang itu akbat penggunaan bom, potassium sianida, alat
tanglkap trawl, limbah domestik , pengaruh alam, dan pengambilan masyarakat
untukbahan bangunan.
7.1.1.a. Pessirdan Lautan

Wilayah pesisr merupakan suatu daerah peralihan (ecotone) antara daerah
daratan dan laut, sedangkan wilayah lautan yaitu daerah tegaklurus terhadap garis
pantai pada kondisi pasang surut terendah sejauh 12 mil laut (laut teretorial) hingga
mencapai 200 mil laut (laut Zona Ekonomi Ekslusif). Berdasarkan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2000, wilayah jurigdiksi perairan laut Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam mencapai sejauh 12 mil laut, sedangkan yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten hanya sjauh 4 mil laut. Beberapa wilayah administrasi yang
memiliki wilayah pesisir dan langsung berbatasan dengan laut yaitu Kota Sabang,
Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Birruen, Aceh Utara, Aceh Timur,
Aceh Barat, Simeuleu, Aceh Selatan dan Aceh Singkl. Berarti hanya dua
Kabupaten yang tidak memilik daerah pesisir (Aceh Tengah dan Aceh Tenggara)
yang dapat digolongkan sebagai daerah pedalaman (inland areas).

Pada wilayah pesisir terdapat beberapa jenis ekosistem utama, seperti
ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, eduary, pantai, dan laut
dalam. Keberadaan masngimasng ekosistem utama tersebut lenyataannya
berbeda berdasarkan setiap Kabupaten maupun Kota. Ekos stem-ekos stem utama
tersebut saling berlinteraksi, sehingga secara konprehensif sangat menentukan
keberadaan sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan.

Ekosistem pantai dalam kondisi yang alami dan utuh akan mendukung

kehidupan yang sehat bagi ikan-ikan dan komunitas hewan lunak laut, menyed akan



sumber kehidupan yang berkelanjutan dan perikanan yang dikelola dengan baik

Strategi untuk mewud kan hal tersebut adalah:

Menyadari bahwa perubahan ketinggian yang berkaitan dengan gempa bumi
akan berakibat pada perubahan alami yang pemanen pada garis pantai, dan
proses penyesuaian habitat alami pantai pasti akan terjadi terutama perubahan
pantai dan habitat yang terkena pasang surut air;

Usaha yang dilakukan harus berfokus pada dukungan terhadap proses
penyesuaian kembali yang alami tersebut serta mendukung keseimbangan
konfigurasi garis pantai alami yang baru ini dengan menganjurkan terdapatnya
tanaman pelindung (ve getation belf) atau bentuk pertahanan alami lain terhadap
bahaya erod. Rekonstruks garis pantai dan ekosistem pantai lebih baik terjadi
secara alami;

Usaha rekamasd, terutama dengan menggunakan pasir atau membangun dam,
sebaiknya tidak dianjurkan kecuali untuk tujuan melindungi pelabuhan dan
akse s kapal serta tempat kapal merapat. Solusi “cepat” tersebut akan membawa
dampak negatif pada ekodstem sekitar dan masyarakat. Perlindungan dapat
dilakukan melalui solus “perlahan” yang alami dengan memanfaatkan sistem
perlindungan alami;

Semua pelerjaan pembangunan pantai yang diajukan hamus disesuaikan
dengan kerangka kerja pengelolaan pantai terpadu. Pertimbangkan juga
keseluruhan biaya yang dibutuhkan serta dampaknya termasuk pengalaman
daerah-daerah lain mengenai dampak-dampak negative pembangunan dam
atau rekamasi, terutama bagi nelayan tradisonal dengan adanya pembatasan
akse s dan akbatnya bagi wilayah penangkapan ikan;

Rekonstuksi berfokus pada pengurangaan kegiatan-kegiatan ilegal yang
mempengaruhi ekosistem pantai dan laut sebelum tsunami terjadi sera
menghomat dan melestarikan pemanfaatannya secara tradisional dan budaya;
dan

Usaha rehabilitasi dan perlindungan terkait dengan proses penyusunan rencana
tata ruang untuk memastikan bahwa area-area yang telah diidentfikasi
termasukdalam rencana tata ruang.

Indikator Kebe rhasilan:

Derajat keutuhan habitat di sepanjang dan sekitar pantai;



o Kesehatan ekodstem di sepanjang dan sekitar pantai, yang diukur daii struktur
kandungannya, frekuensi ukuran populasi, dan tren melimpahnya jenis
hewan/tumbuhan yang menjadi indikator temasuk jenis yang ditangkap oleh
nelayan tradisional maupun komersial;

o Kualitasair di sepanjang dan sekitar lingkungan pantai; dan

e Pemeliharaan area penangkapan ikan tradisional dan jalurjalurtradisional.
7.1.1.b. Ekosistem Mang rove

Ekosistem mangrove berada pada daerah intertidal yang sangat dipengaruhi
oleh fenomena pasang surut. Ekos stem ini memiliki substrat dasar yang berdum pur
dan biasanya banyak dijumpai pada muara-muara sungai (estuaria) yang besar,
pantai teluk yang dangkal, delta, dan daerah pantai yang terlindung, baik yang
terdapat pada daratan induk pulau Sumatera (pantai timur, utara, barat, dan singkil)
maupun pulaupulau kecil (muara gadang di Palau Tuangku, Singkl, Pulau
Simeuleu dan Pulau Aceh).

Pada ekosidgem mangrove dijumpai berbagai jenis vegetasi yang mampu
beradaptasi terhadap kondisi tanah yang bersifat anaerob, seperti Avecennia alba,
Brugiera cylindrical, Ceriop tagal, Rhizophora apiculata, dan Nypa fructicans. Selain
vegetas tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung (direct benefit) sebagai
bahan kayu bangunan, atap rumah, bahan baku arang, penghasdl gula, obat-obatan,
dan bahan baku indudri kertas, vegetas mangrove juga bemperan besar dalam
mendauplai bahan organic ke lingkungan perairan. Bahan organik tersebut kemudian
mengalami proses delomposisi yang melibatkan organisme decomposer dalam
sistem rantai makanan detritus (detrtal food chain). Oleh sebab itu pada lantai
dasar perairan di ekosstem mangrove biasanya memiliki kelimpahan organisme
yang tinggi berupa fungi, bakteri, algae, cacing polychaeta, crustacea, dan moluska.
Berbagai jenis organisme tersebut merupakan sumber makanan alami yang baik
bagi berbagai jenis larva udang dan ikan yang bemilai ekonomis penting, seperti
udang putih (Penaeus memuensis), udang windu (Penaeus monodon), ikan kakap
(Lutjianus sp), ikan belanak (Mugil sp), ikan bandeng (Chanos chanos), dan ikan
kerapu (Epinephelus sp). Disamping makanan tersedia, drukiur akar yang khas
(akartunggang, lutut, dan pasak) dan kondis air yang bersfat payau memberikan
tempat yang nyaman dan aman bagi larva udang dan ikan untuk tumbuh dan
berkembang. Oleh sebab itu daemh perairan mangrove berfungsi sebagai tem pat
mencari makan (feeding ground) dan daerah pembesaran (hursery ground). Selain
itu detritus organic yang terbawa oleh aliran sungai terutama pada waktu sumt
dapat menyumbangkan nutriens ke lingkungan perairan pantai sehingga
produksivita s ya m ening kat.

Luas areal hutan mangrove di Provinss Nanggme Aceh Damssalam,
berdasarkan data BP DAS Krueng Aceh seluas 54.300 ha dan areal dominan
berada di Kabupaten Aceh Timur. Kondisi ekosisttm mangmove pada berbagai
daerah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat
digolongkan tidak msak, msak sedang, dan rusak berat. Berdasarkan informasi
tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2001 luasan hutan mangrove yang
masih bagus hanya tinggal 31.503,96 ha; rusak sdang seluas 288.647,19 ha;
sedangkan yang rusak berat seluas 26.692,62 ha. Kerusakan mangrovenya, tinglat
kerusakan sedang paling luas yaitu Kabupaten Aceh Timur (139.823,19 ha), lemudian
diikuti oleh Kabupaten Aceh Utara (60.919,38 ha), Aceh Bamat (27.905,49 ha), Aceh



Besar (26.823,78 ha), Pidie (21.862,71 ha), dan Aceh Selatan (11.312,64 ha).
Penyebab kerusakan adalah adanya perduasan areal tambak pengambilan kayu
bakau untukdijadikan arang, bahan bangunan, dan industri kertas; serta pengalihan
fungs lahan untuk pemukman, industri, dan pelabuhan/dermaga laut. Meskipun
demikian tidak tertutu p kemungkinan akibat perubahan kualitas air, baik oleh bahan
pencemar (minyak dan pestisida) maupun akibat intrusi air laut. Tumpahan bahan
pencemar minyak dapat menutupi lentisel atau pneumatophore sehingga
pemafasannya terganggu yang dapat menyebabkan lkematian, disamping kedua
bahan polutan tersebut bersifat rcun. Sedangkan intrus air laut dapat
menyebabkan salinitas perairan meningkat shingga dapat menghambat distribusi
dari peses mangrove tertentu. Pengaruh ini sangat dirasakan pada sungai-sungai
besar yang debitnya menurun secara drastis akibat penggundulan hutan daerah
atas (upland ara) atau pengalihan sejumlah volume air ke tempat lain atau
digunakan untuk mengairi lahan persawahan.

Apabila kerusakan hutan mangrove terus terjadi maka akn memberikan

dampak negatif terhadap lingkungan di wilayah pesisir dan lautan. Fungsi
ekologisnya yang sangat besar akan mengecil atau hilang ssma sekali, seperti
mencegah terjadinya e s dan intusi air laut, daerah perbesaran (hursery ground),
dan daerah tempat mencari makan (feeding ground) Selanjutnya produktivitas
perairan pantai akan menurun karena minimnya suplai nutien dan regeneras stok
ikan berjalan lambat. Hal in akan berdampak pada jumlah hasil tangkapan nelayan
sehingga mem pengaruhi tingkat pendapatan dan ke sjahteraan mereka.
Upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan ekosstem
mangrove masih kurang. Bahkan areal tambak kurang produkiif yang telah dibula
masih diterlantarkan. Oleh sebab itu melalui instang terkait (Dinas Kehutanan, BP
DAS Krueng Aceh, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Bapedalda) perlu
secara bersama-sama memikirkan tentang hal ini seshingga konsep pengelolaan
terpadu dengan melibatkan p atti sipasi m asyarakat.

Hutan mangrove dan rawa di skitar pantai direhabilitasi dan dipulihkan agar
dapat berfungs sebagai pelindung pantai, menjadi sumber kehidupan bagi
sekitarnya dan memaksm alkan barang dan jasa lingkungan bagi peri kanan.

Strategi Re konstruksi:

Melakukan surwei, termasuk mengkaji ulang catatan sjarah, untuk menentukan
luas hutan bakau sbelum bencana dan mengkaji ulang perubahan garis pantai
untuk menentukan daerah-daerah yang berpotenss mampu menyangga hutan
ba kau;

Dbawah kerangka keifa pengelolaan zona pantai dan dengan partispasi
efe kiif dari masyarakat sekitar, tentukan wilayah rehabilitasi dan pembuatan kem bali
hutan bakau dan pastikan rencana tata ruang hutan bakau dan rawa di skitar
pantai tersebut disetujui oleh pihakpihak yang berkepentingan (stakeholder)
termasuk melalui pasrisipas efekif individu yang terkena dampak dalam diskusi
mengenai rehabilitasi dan relokasi hutan bakau;

Memberikan insentif bagi area yang dirckamas hutan bakau dan jadikan
penanaman kembali hutan bakau sebagai suatu alternatif sumber kehidupan atau
makanan atau sebagai alat program kerja bag individu-individu pindahan yang
sumber penghasilannya berasal dari sumber daya alam, misalnya mereka yang
sawahnya terkontaminasi garam;

Dokumentaskan, tejemahkan dan sebarluaskan contoh-contoh hutan bakau
yang menjadi penahan pantai dan melindungi masyarakat, informasikan juga
kepada parapembuat keputusan dan kelompok-kelompok masyarakat setempat; dan



e Usaha rehabilitasi dan perlindungan dikaitkan dengan proses penyusunan tata
ruang untuk memasdikan bahwa area-area yang dipilih telah dimasukkan dalam
rencana tata ruang.

Indikator Kebe rhasilan:
Persentase hutan bakau dan rawa pantai rusak akibat tsunami yang pulih dan
persentase luas hutan bakau masa lalu yang direhabilitas;

o Dukungan masyarakat dan stakeholder setempat bagi redorasi hutan bakau,
rencana dan program rehabilitasi, dan kompensad bagi mereka yang
dipindahkan;

e Berkurangnya legiatan ilegal yang berdampak pada hutan bakau dan rawa
sekitar pantai, misalnya pemubahan fungs yang dilakukan sembarangan,
pembuatan arang; dan

e Pemeliharaan akses-akses tradisonal bagi nelayan skala kedl ke dermaga-
dermaga dan pemeliharaan penggunaannya secara tradisional yang tidak
bersifat merusak

7.1.1.c. Ekosistem Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosstem utama pesisr

dan lautan, selain ekodstem padang lamun, rumput laut, mangrove, estuaria, dan
pantai. Dalam ekdsstens, elosistem terumbu karang akan selalu berinteraksi
dengan ekosistem pesisir dan laut lainnya seperti mangrove dan padang lamun.
Bentuk interaks yang terjadi dalam hal alimn material, nutrien, dan omanisme,
sehingga apabila salah satu terganggu malka akan menimbulkan gangguan
terhadap ketersediaan dokikan yang berada di perairan pantai.
Ekosistem terumbu karang di Provinsi Nanggroe Aceh Damssalam umumnya
berupa karang tepi (finging reef) yang berada pada kedalaman 5-10 meter di
sebagian besar dari pulaupulau kecil dan sebagian kedl di pantai utara, barat dan
selatan dari daratan induk Sumatera ssperti Lampuuk, Blang Karieng, Teluk Kueng
Raya, Lhok Seudu (Aceh Besar), Meulaboh (Aceh Barat), dan Tapak Tuan (Aceh
Selatan). Ekosistem terumbu karang yang sudah dikukuhkan dalam bentuk
kawasan adalah Taman Laut Pulau Weh seluas 2600 Ha (SK Menteri Kehutanan
No. 928/Kpts/Um/2/1/1982, tanggal 22 Desember 1982), yang arealnya
terkonsentrasi di Pulau Rubiah dan sektamya. Sedangkan di Kabupaten Aceh
Singkl areal yang dilindungi ekosistem terumbu karangnya mencapai luas227.500
ha.

Ekosistem terumbu karang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah
mengalami kerusakan akibat penggunaan bom, potassium sianida, alat tangkap
tawl, dan pengambilan oleh masyamakat untuk bahan bangunan. D Kepulauan
Banyak (Kabupaten Aceh Singkil) kerusakan ekosistem terumbu larang telah
mencapai 50-75 %. Sedanglkan di sekitar Pulau Rubiah, Kota Sabang tingkat
kerusakan ekosistem terumbu karangnya berkisar 38-44,25 %. Penyebab lain yang
menimbulkan kerusakan terhadap e kosi stem terumbu karang di daerah ini yaitu alat
tanglap jaring, pariwisata, limbah domestik, dan pengaruh alam (ombak dan El-
Nino) Apabila kerusakan tersebut temus bedangsung maka dikuatirkan laju
pemulihannya tidak dapat mengimbangi tingkat kerusakan yang terjadi sehingga
nilai benefitnya (angsung maupun tidak langaung) tidak dapat dimanfaatkan secara
optimal bag kesejahteraan masyarakat luas yang berada di wilayah pesidr.
Disamping itu pula karena di sni banyak dijumpai berbagai organisme yang hidup
bersimbiose, seperti fungi, bacteria, miko algae, ikan, crustacea, echinodermata,
dan biota akuatik lainnya merupakan asst yang sangat berharga untuk dijadikan



sebagai biolkatalis dalam menunjang perkembangan biote knologi lelautan di masa
yang akan datang. Penerapan bioteknologi kelautan bertujuan untuk menghaslkan
produk alami sebagai bahan baku industri farmasd, komestika, dan malkanan bergizi
tinggi; pengolahan limbah (bioremedas), pengembangan akuakultur, dan
pengendalian biofouling Kerusakan terumbu karang, keindahan pemandangan di
bawah laut akan berkurang atau hilang sama sekali £hingga akan berdampakpada
minat kunjungan turis manca negara yang sering melakukan diving atau sorkling,
seperti di Pulau Rubiah dan di Kepulauan Banyak. Dampak lanjutan akibat
kerusakan terumbu karang dapat menyebabkan pendapatan masyarakat akan
menurun, misalnya para penyewa bungalow, pemilik restauran dan stingray
(penyewaan peralatan selam), warung kopi, kos, dan penyewaan boat wi sata.
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki potensi parwisata bahari yang
sangat besar yang terdapat di kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas
Sabang. Di daerah ini dijumpai berbagai jenis obyek wisata bahari dan wisata alam
lainnya, seperti Taman laut Pulau Rubiah, Pantai Pasir Putih di Pulau Aceh, Pantai
Kasih Sabang, Pulau Klah, dan Air tefjun di Pria Laot Sabang. Berbagai jenis objek
wisata tersebut kondisnya mash sangat alamiah dan indah sehingga dapat
dijadikan m odal wi sata yang handal. Pada kawasan Pantai Barat Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam seperti Kepulauan Banyak, Pantai Kabupaten Aceh Selatan,
Pulau Simeuleu, Pantai Barat Kabupaten Aceh Barat, Geureutee, Lhok Seuduu, dan
Lampuuk Berbagai jenis modal wisata tersebut apabila dilengkapi dengan atraksi
wisata (kebudayaan setempat) dan benda wisata (Seuvenir yang spesifik) dapat
menjadi unsure “ pemilkat “tersendiri sehingga dapat menggiring turis yang masuk
meldui Medan atau langsung ke Kawasan Pelabuhan Bebas sabang.

Jumlah wisatawan manca negara yang berkunjung ke Sabang cendrung
meningkat. Kedatangan mereka ke Kawasan Sabang ada yang melalui Banda Aceh
dan ada pula yang langsung dengan menggunalkan kapal pesiar, seperti Kapal MV.
Columbus, MV. Europa, dan MV. Maxim Gorky yang be bendera Bahamas Kadang
kala mereka berada di Sabang bisa mencapai beberapa minggu, terutama
terkonsentrasi di Iboih Gapang.

Upaya perbaikan terhadap ekosistem terumbu karang yang telah rusak belum
banyak dilakukan, baik oleh pemerintahan maupun masyarakat sstempat. Upaya
mencegah pengrusakan terumbu karang dengan menggunakan bahan peledak dan
beracun agak susah karena di dalam operasonalnya banyak indans terkait
didalamnya, sepert keamanan laut. Sedangkan upaya mencegah pengambilan
terumbu karang sebagai bahan bangunan agak sulit dilakukan mengingat datus
perekonomian masyarakat relatif sangat rendah, sementara material bangunan
yang hamanya relatif mahal di daerah kepulauan. Meskipun demikian sudah ada
juga upaya yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dengan
melakukan perbaikan ekosistem dengan melibatkan masyarakat, yaitu melalui
pembuatan terumbu karang buatan (artficial reefs) dan pengembangan usaha
alternatif di Kepulauan Banyak. Terumbu buatan tersebut dapat mencegah
meluasnya kerusakan ekosstem terumbu karang dan skaligus berfungsi sebagai
rumpon. Demikian juga pihak Bapedalda bekerjasama dengan PT. Melakukan waya
penelitian tentang potensi dan kondisi terumbu karang serta tingkat kerusakan yang
terjadi.

Temumbu karang dan hamparan tumbuhan laut yang hancur akibat T sunami

dapat dipulihkan sepenuhnya, terumbu karang dan rumpt laut yang sehat



dioptimalkan untuk mendukung perilkanan, pertahanan pantai, potensi pariwisata

dan tahan terhadap dampak yang akan datang seperti misalnya perubahanikiim.
Strategi Re konstruksi:

Memprioritaskan penanganan segala bentuk ancaman eksternal pada terumbu
karang, termasuk penangkapan ikan dengan bom dan racun, dan berusaha
meminimalkan ancaman yang berasal dari daratan seperti misalnya polusi dan
penangkapan ikan yang merusak dalam rangka memaksimalkan pemulihan dan
jika dirasakan perlu untuk melakukan rehabilitas akif, pilihlah metodologi yang
sesuai dengan jenisdan skala kerusakan;

Lakukan program edukasi dan penyuluhan yang ditujukan bagi masyarakat dan
para pembuat keputusan untuk menekankan pentingnya untuk segera
menangani ancaman-ancaman eksternal, terutama yang berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan illegal, untukmembantu memastikan pemulihan yang cepat;
Tem pattempat yang penting bagi proses ekologi seperti misalnya menyedialkan
tempat berkumpulnya populasi ikan dan tempattempat yang diidentifikasi
memiliki daya pulih jangka panjang diprioritaskan mendapat perlindungan tinglat
tinggi untuk menjamin kelangsungannya dari dampak-dampak alam di masa
datang; dan

Melibatkan sluruh tingkatan stakeholder dan ingtitusi dan memadikan Analisa
Dampak Lingkungan menyeluruh dilakukan pada setiap pembangunan yang
diusulkan yang membawa dampak langsung maupun tidak langsung pada
terumbu karang dan tumbuhan laut.

Indikator Kebe rhasilan:

Persentase terumbukaran g dan tumbuhan laut rusak akibat tsunami yan g berhasil
dipulihkan dibawah perlindungan yangketat;

Kesehatan ekosistem terumbu karan g dan tumbuhan laut yang diuk ur berdasark an
struktur kan dun gannya, frekuensi ukuran populasinya, dan tren atas melim pahnya
jenis hewan/tumbuhan yangmenjad indikator;

Berkuwrangnya kegiatan-ke giatan ilegal yang ber dampak pada ekosistem terumbu
karang dan tum buhan laut; dan

Tidak terjadi kerusakan lebih lanjut pada terumbukaran g dan hamparan
tunbuhan laut akibat berbagai ke giatan rekonstruksi.



7.1.1.d. Abrasi Pantai

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagian besar wilayahnya adalah

dikelilingi oleh lautan sehingga termasuk daerah yang rawan terhadap bencana
alam abrasi pantai.
Wilayah-wilayah yang saat ini dalam kondisi pantai yang kritis adalah kawasan
Utara Kota Banda Aceh mulai dari muara sungai Krueng Aceh sampai dengan
daerah Krueng Raya; sepanjang pantai di daerah Kabupaten Pidie sampai dengan
batas Kabupaten Bireuen; pantai di daermah Bireuen dan sekitamya; dan kawasan
pantai di sekitar Lhoksemauwe (kawasan pantai Pusong dan Ujung Blang),
Kabupaten Aceh Utara.

Daerah pantai Selatan diperkirakan ham pir sepanjang pantai mulai dari Kota
Banda Aceh sampai Meulaboh Kabupaten Aceh Barat adalah daerah yang kritis
terhadap abrasi/erosi pantai. Kawasan yang potensal lainnya adalah disebagian
kawasan di Kabupaten Aceh Selatan dan Singkil.

Abrad/erosi pantai adalah suatu proses alam yang dapat menimbulkan bencana
apabila mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas yang dibangun yang terdapat di
sekitarnya sepetti pemukiman, jalan, dermaga/pelabuhan dan bangunan lainnya.
Abras pantai adalah proses mundumnya garis pantai dari kedudukan semula.
Proses ini disebabkan oleh factor alam, factor manusia atau proses gabungan
keduanya. Abrasi pantai tefjadi karena:

Kekuatan akibat pengaruh hidrolis (erosi) gelombang laut melampaui daya tahan
material batuan pantai.

Tidak adanya keseimbangan antara pemasukan sedimen yang datang ke
satu bagian pantai dengan kapasitas angkutan sedimen di bagian pantai terse but.
Kondisi geologi wilayah pantai mempengamhi kekuatan pantai menahan erosi
(@brasi). Kondis geologi tersebut adalah batuan (litologi), srukur geologi dan
geomorfologi (bentang alam).

Aktivitas manusa yang member pengaruh terhadap terjadinya abras adalah
eksploitasi terumbu karang (karang laut) di kawasan pantai sehingga
berkurang/hilangnya peredam terhadap aKivitas gelombang laut.
Faktor lain yang mempercepat terjadinya abrasi adalah tertahannya aliran sedimen
berupa pasir dan Lumpur ke pantai akibat pembangunan bangunan air dan
penambangan pasir pada sungai sehingga pantai kehilangan material yang dapat
meredam gelombang. Penambangan/eksploitasi pasdr laut di pantai temasuk salah
satu akibat hilangnya peredam terhadap gelombang.

Empat kebijakan utama yang menjadi acuan dari program rehabilitas dan

rekonstruksi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, yaitu: (1)
memulihan kembali daya dukung lingkungan dan mengamankan lingkungan
eksisting, (2) menulihkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang
mengandalkan sumber daya alam, (3) Melibatkan masyarakat dan menggunakan
pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan
pembangunan; dan (4) Memulihkan kembali sistem kelembagan sumber daya alam
dan lingkungan hidup di tingkat pemerintah. Keempat kebijakan di atas tetuang
dalam Rencana Induk Rehabilitasi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi



NAD dan Kepulauan Nias Provinss Sumatera Utara. Kebijakan pengelolaan di

wilayah pesisir dan kelautan adalah sebagai beri kut:

1. Kebijakan pemulihlan kembali daya dukung lingkungan dan mengamankan
fungd sumber daya alam yang masih ada.
Besamya kerusakan sumber daya alam dan ekosistem akbat gempa dan
tsunami, terutama di wilayah pesisr, memerukan perhatian khusus dan menjadi
pertimbangan dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemampuan
daya dukung lingkungan untuk keperluan pembangunan harus dipulihlan
kembali agar lebih baik daripada kondisi sebelum terjadi bencana. Sementara
itu, potensi sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang tidak terkena
dampak bencana harus diamankan dan dipergunakan sbijak mungkn
mengingat dalam tahapan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi akan
banyak membutuhlkan bahan sumber daya alam sebagai bahan baku dasar
pem bangunan.

Strategi pemulihan kembali daya dukung lingkungan pesisir dan laut, sbb:

" Merehabilitasi terumbu karang.
Kegiatan pokok meliputi: pendataan lkembali teumbu karang, penanaman
kem bali terum bu karang dan penyusunan melanisme kelembagaan.

" Merehabilitasi dan membangun zona penyangga (green belt), kawasan
tambak dan hutan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai.

Green belt (sabuk hijau) adalah suatu hamparan pepohonan yang
diharapkan tetap dipertahankan hidup dan tumbuh dalam suatu lebaran tertentu
pada sempadan suatu badan perairan. Sabuk hijau bisa terdapat di tepi pantai, di
tepi sungai, tepi danau/telaga/waduk dan bertujuan agar garis pantai/tepi dari
berbagai badan perairan ini dapat diamankan dari pengaruh-pengamuh kekuatan
alam yang merusak (sepetti abrad, erosi, angin dsb.nya).

Konsep sabuk hijau sebenamya telah lama dituangkan dalam bentuk
kebijakan oleh berbagai instansi pemerintah terkait sejak tiga dekade yang lalu.
Misalnya oleh Direktorat Jenderal Perikanan melalui SK Dirjen Perikanan No
H.1/4/2/18/1975, dimana dinyatakan bahwa lebar sabuk hijau adalah 400 m dari
ratarata garis surut terendah; atau kemudian oleh Direktorat Jenderal Kehutanan
melalui SK Dirjen Kehutanan No 60/Kpts/DJ/1//1978 yang menyatakan bahwa
lebar sabuk hijau adalah 50 meter dari garispantai dan 10 meter daii tepi sungai.

Lalu pada tahun 1984. melalui surat keputusan bersama antara Menteri



Kehutanan dan Pertanian dikeluarkan lagi surat keputusan bersama nomor KB

550/246/Kpts/1984 & 082/Kpts-11/1 984, dimana diputuskan bahwa lebar sabuk

hijau adalah 200 meter disepanjang pantai, dilarang menebang mangrove di

pulau Jawa dan semua mangrove di pulau-pulau kecil yang berukuran kurang

dari 1.000 ha harus dikonservasi. Terakhir, pada tahun 1990, muncul lagi surat

Keputusan Presiden No 32 Nomor 1990 yang menyatakan bahwa lebar sabuk

hijau adalah 130 kali perbedaan tinggi maksimum pasang surut menuju darat.

Dari berbagai kebijakan di atas, dalam konteks pesisir, jelas telah ada rencana

atau usaha-usaha pemerintah untuk menyelamatkan garis pantai/pesisir,

meskipun nilai-nilai lebar sabuk hijau tersebut bervariass dan dalam

pelaksanannya di lapangan mash sering atau bakan sepenuhnya menyimpang

atau tidak dipatuhi. Namun demikian, meskipun nilai lebar sabuk hijau mash

tidakjelas landasannya dan penerapannya di Indonesa, namun dalam peiistiwa

taunami yang baru lalu kita dapat melihat betapa konsep ini mash sangat

relevan.

Kegiatan : Melakukan rehabilitasi tanaman mangrove pada daerah dimana tanaman

mangrove sebelumnyatumbuh

Tujuan : Merehabilitasi dan mengembangkan mangrove seluas 164.840 Ha di NAD

dan 9.750 Ha di Sumatera Utara dalam kurun waktu 20062010 untuk kepentingan

perlindungan pantai maupun pemanfaatannya sebagai tempat pemijahn dan

perkembangan perikanan dan ekod stem baru yang berkelanjutan.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

o Memetakan kondisi kawasan ekosistem mangrove NAD dan Nias;

o Melakukan kajian tentang karakterdan poteni pantai;

o Menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove dan penanaman
pantai lainnya;

o Menyusun rencana teknik rehabilitasi hutan mangrove dan penanaman tanaman
pantai lain jangka menengah

o Melaksanakan rehabilitas hutan mangrove di zona pantai dan zona
peri kanan/p ertambakan (mengikuti rencana tata ruang) secara terpisah maupun
terintegrasi  khususnya dengan metode silvo-fishery (budidaya perikanan
berwawasan lingkungan);

o Menyusun mekanisme lelembagaan untuk memelihm, memantau dan

mengevaluasi hasil re habilitasi hutan mangrove.



> Rehabilitasi kawasan tambak dan ekos stem habitat kritis

Tujuan : Mengembalikan fungsi ekologi pada ekosstem pantai dan habitat kitis

guna meningkatkan nilai dan fungs elosistem.

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

o Mengintegrasikan rencana tata mang tambak kedalam rencana umum tata
ruang p rovinsi

o Menyusun panduan pengelolaan tambak berbasskan potensi sumberdaya
hayati laut lestar

o Menyusun rencana rind terhadap zonasi kawasan pantai yang berfungs untuk
lindung, tambakdan hutan kota;

o Merehabilitass dan menata lkembali ekosistem pantai termasuk eksosdstem
tam bak melalui partisipasi masyarakat;

o Menyusun masterplan dan detail desain setiap kawasan pengembangan usaha
budidaya tambak;

o Melakukan rehabilitasi tethadap vegetasi perintis selain tanaman bakau di
kawasan pesdsir sesuai dengan karakter dan aspirasi masyarakat pesisir;

o Melakukan pemantaun dan memelihara nilai keanekaragaman hayati di dalam
eksod stem kitis

2. Kebijakan rvitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat pedsir yang
berbasis sumberdaya alam, strategi yang ditem puh:
» Memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikanan

Kegiatan polok meliputi: mengembalikan kegiatan peri kanan tangkap, merehabilitasi

lahan tambak masyarakat dan perikanan budidaya lainnya dan fasilitas kegiatan

ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam rangka mendorong ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya
ikan serta masyarakat pesdsir lainnya, lebijakan yang ditempuh oleh pemerintah
antara lain adalah: Pada tahun pertama, dilakukan fasilitad kegiatan ekonomi
masyarakat pedsir yang sifatnya mendesak, termasuk di dalamnya kegiatan
ekonomi sementara (temporary livelihood) yaitu menciptakan lapangan pekerjaan
sementara untuk memberikan penghasilan bagi keluamga. Kegiatan ekonomi
sementara dapat berupa perbailan kapal, pembersihan tambak, perbaikan atau
pembershan saranadan prasarana lain.

Kebutuhan modal kerja untuk tahap awal pemulihan ekonomi, baik untuk

nelayan dan pembudidaya i kan diharapkan diperoleh dari anggaran yang disedialan



oleh pemerintah (APBNAPBD) ataupun hibah laur negeii, difokuskan untuk kegiatan

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisr, pembemrdayaan pembudidaya ikan, dan

pem berdayaan perikanan tangkap skala kecil.

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, dilakukan penyediaan bantuan
teknis kepada skior swasta, seperti bantuan sarana dan sarana produksi pada
pemulihan usaha pembenihan, unit pengolahan ikan, pompa, kapal, alat tangkap,
galangan kapal, dan lain-lain, yang penyediaan kebutuhan investasinya diharapkan
dari sktor perbankan ataupundari investasi sktor swasta.

Pada tahap rekonstruksi (jangka menengah), dilakukan upaya pembangunan
kembali seluruh sistem produksi pengolahan dan pemasaran usaha perikanan
tanglap, perikanan budidaya, serta pengembangan mata pencaharian altematif.
Upaya pengembangan usaha perikanan dilakukan melalui kegiatan utama sperti:

» Rehabilitasi perikanan tangkap
Kebijakan penyediaan sarana dalam tahun petama diprioritaskan untuk
penangkapan skala lecil dimaksudkan untuk mendorong nelayan segera
kem bali ke laut.

» Rehabilitas perikanan budidaya
Rehabilitasi perikanan budidaya dilakukan dengan merehabilitasi dan penataan
kembali tambaktambak yang ada sebelum terjadi taunami. Penyediaan sarana
pem budidayaan, khususnya untuk budiday aiar payau dan laut diberikan kepada
para pembudidaya sebagai bantuan modal usaha dalam bentuk benih/bibit,
pupuk, pestisida, pakan, obat-obatan, dan peralatan budidaya.

» Rehabilitas sarana dan prasarana petikanan
Departemen Kelautan dan Peilikanan merencanakan rehabilitasi fasilitas
pelatihan yang rusak akibat tsunami seperti: Loka Budidaya, Sekolah Usaha
Perikanan Menengah (SUPM) Balai benih, dan berbagai prasarana dan sara
perikanan lainnya.

3. Kebijakan melibatkan masyarakat pedsirdan pranata sosial dan budaya dalam
menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan, strategi yang ditempuh
adalah:

= Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan
peri kanan.



Kegiatan pokok meliputi: membemdayakan pranata sosial dan lembaga adat yang
ada dalam proses perencanaan dan pelasanaan serta membangun mekanisme

pengawasan se suai dengan nilai sosial, budaya dan aspirasi masyarakat setempat.



BABVII
AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

8.1. Kebijakan, Strategi dan Tindaklanjut Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Agenda pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu rangkaian kegiatan
yang terstruktur sehingga mempunyai sasaran yang jelas tethadap pengelolaan
lingkungan hidup di Nanggroe Aceh Darussalam.

8.1.1 .Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan-kebijakan dari Badan Pengendalian DampakLingkungan Daerah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuktahun 2007 —2012 antara lain:

1. Pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang melibatkan
berbagai pihak dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup
kepada masyarakat.

2. Pemanfaatan mass media (leKkronik, cetak) untuk peningkatan layanan
informasi tentang pele starian lingkungan hidup kepada masyarakat.

3. Pemanfaatan dan peninglkatan koordinas serta kejasama antara stake holder
dalam pengelolaanlingkungan hidup.

4. Pengembangan forum masyarakat dalam memberayakan hidup bersih dan
sehat

5. Pengembangan aliand strategis dengan individu, lembaga dan kelompok
masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam pengendalian pencem aran.

6. Optimalisasi bentuk dan kinerja institusi pengelolaan lingkungan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidik lingkungan serta penegakan/
penataan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan SDA dan
lingkungan secara konsekuen dan konsisten.

8. Mengembangkan mekanisme pengawasan oleh masyarakat luas (DPR, Pers,

LSM, limuan, Pengusaha, dan lain-lain).

8.1.2. Strategi Pengelolaan Lingkungan Hdup

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pengelolaan ingkungan hidup
yang konsisten diperlukan suatu strategi untuk memperlancar pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan. Adapun Strategi Bapedalda Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam tersbut, yaitu :



Mengarahlan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan
kemampuan SDA untuk be rproduksi dapat terpelihara sepanjang waktu.
Mengarahlan pengelolaan SDA mengikuti tata nang yang telah ditetap kan.

Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pencegahan, penanggulangan,

dan pemulihan.

Mengembangkan peran serta masyarakat melalui pranata dan kelembagaan

sodal yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Mendorong <stiap dake holder untuk menggunakan dokumen AMDAL

sebagai pegangan dalam pemanfaatan SDA.

Menyediakan peralatan dan sumber daya manusia Bapedalda dalam

pengendalian dampaklingkungan.

Mendorong peninglkatan sumber daya manusia Bapedalda dalam

pengendalian dampaklingkungan.

8.1.3 Aspek-aspek Tindaklanjut Pengelolaan Lingkungan Hidup

Aspek-aspek yang peru segera ditindakanjuti dalam pengelolaan

lingkungan hidup di Nanggroe Aceh Darussalam meliputi :

1.

Penetapan kawasan dalam Qanun Tata Ruang (Pengesahan RTRW Provinsi
dan Kabupaten/Kota) yang diharmpkan menjadi dasar pengelolaan lingkungan
di daerah.

Penetapan/pembentukan team fterpadu dalam menangani isue-isue
lingkungan yang multi sektoral sehingga tiap sektormempunyai persepsi yang
sama terhadap isue lingkungan yang berkembangan seperti isue lingkungan
dalam pengelolaan DAS, kawasan Hutan dan kawasan lainnya.

Adanya usaha percepatan pembangunan kembali (ehabilitasi dan
rekonstruksi) terhadap dampak dan kerusakan lingkungan yang telah terjadi
seperti reboisasi lahan kiitis, rehabilitasi DAS dan rekonstruks wilayah pesisr

sehingga dapat mengembalikan kondisi lingkungan dan fungsi lahan.

Upaya penegakan hukum sebagai bentuk kepastian hukum terhadap
pengelolaan lingkungan hidup.
Peningkatan peran serta masyarakat mutlak dipedukan sebagai bentuk

keterlibatan ma syarakat pengelolaan lingkungan hidup.



8.1.4. Program dan Kegiatan Bapedalda Provinsi NAD
Adapun agenda/pogram dan kegiatan Bapedalda Provinsi Nanggme Aceh
Darussalam Tahun 2007-201 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 8.1.
Program dan Kegiatan Bape dalda Provinsi NAD 2007 — 2012

NO PROGRAM KE GIATAN
[. | Program Pengembangan [1. Penyusunan Kebijakan Manjemen
Kinelja Pengelolaan Pengelolaan Sampah.
Persam pahan. 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persam pahan.
3. Penyusunan Kebijakan Kerja sama
Pengelolaan Persam pahan.

4. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarmnadan Sarana Persampahan.

5. Pengembangan Teknologi Pengolahan
Persampahan.

Bimbingan Teknis Persampahan.

Peningkatan Kemampuan Aparat
Pengelolaan Persampahan.

8. Kerjasama Pengelolaan Persampahan.

9. Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar
Daerah

10. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
Persampahan.

11. Peningkatan Peran Serta M asyarakat
Dalam Pengelolaan Persam pahan.

12. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.

=y

2. | Program Pengendalian Koordinasi Penilaian Kota

Pencemaran dan Sehat/Adipura.
Perusakan Lingkungan o, Koordinasi Penilaian Langit Biru.
Hdup.

Pemantauan Kualitas Lingkungan.

4. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Lingkungan Hdup.

5. Koordinasi Penertiban Kegiatan
Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Pengelolaan B3 Dan Limbah B3.
Pengkajian Dampak Lingkungan.

N o




8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Peninglatan Pengelolaan Lingkungan
Pertambangan.

Peninglatan Peringkat Kinerja
Perusahaan (PROPER).

Koordinasi Pengelolaan
Prokasih/Superkasih.

Pengembangan Produksi Ramah
Lingkungan.

Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup.

Koordinasi Penyusunan AM DAL.

Peninglatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pengkajian Pengembangan Sistem
Insentif dan Disinsentif.

Monitoiing, Evaluasi, dan Pelaporan.

Program Pedindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Alam
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Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber sumber
Air.

Pantai dan Laut Lestaii.

Pengembangan dan Pemantapan
Kawasan Konservasi Laut, Suala
Perikanan, & Keaneragaman Hayat Laut.

Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan.
Pengendalian Dampak Perubahan IKim.

Pengendalian Kerusakan Hutan dan
Lahan.

Peninglatan Konservasi Daerah
Tanglkapan Air dan Sumber-Sumber Air.

Pengendalian dan Pengawa san
Pemanfaatan SDA .

Koordinasi Pengelolaan Konservasi
SDA.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
dan Ekosistem.
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12.

13.

14.

15.

16.

Pengembangan dan Pengelolaan
Kawasan World Heritage Laut.
Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut
Regional.

Koordinasi Pe ngendalian Kebakaran
Hutan.

Peninglatan Peran Serta Masyarakat
dalam Perlindungan dan Konservas SDA.

Koordinasi Peningkatan Pengelolaan
Kawasan Konservasi.

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.

Program Rehabilitas dan
Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam

. Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu

Karang, Mangrove, Padang Lamun,
E stuaria dan Teluk
Perencanaan dan Penyusunan Program

Pembangunan Pengendalian Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup.

Rehabilitas Hutan dan Lahan.

. Pengembangan Kelembagaan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan.

. Penyusunan Pedoman Standar dan

Prosedur Rehabilitasi Terumbu Karang,
Manggrove, dan Padang Lamun.
Sosdalisasi Pedoman Standardan Prosedur
Rehabilitas Terumbu Karang, Manggrove,
dan Padang Lamun.

. Peningkatan dan Peran Serta Masyara kat

dalam Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan SDA.

8. Monitoring, Evalud dan Pelaporan.
Program Peningkatan 1. Peninglet.an.Edu kas.i dan Komunikas
Kualitas dan Akse s Masyarakat di Bidang Lingkungan. .
Informasi Sumber Daya 2. . Pengembangan Data dan Inform asi
Alam dan Lingkungan Linglungan.

3. Penyusunan Data Sumber Daya Alam

Hdup

dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
Nasonal dan Daerah.

Penguatan Jejaring Informasi Pusat dan
Daerah.




5.

Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan.

Program Peningkatan
Pengendalian Polus

-\

. Pengujian Emisi Kenderaan Be rmotor.
. Pengujian Emisi Udara Akbat Akiivitas

Industri.

. Pengujian Kadar Polud Limbah Padat dan

Limbah Cair.

. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda

Padat/CairYang Menimbukan Polusi.

. Penyuluhan Dan Pengendalian Polud Dan

Pencemaran.

. Monitoiing, Evaluasi, Dan Pelaporan.

Program Pengembangan
Ekowisata dan Jasa
Lingkungan di Kawasan-
kawasan Konsevasi Laut
dan Hutan.

. Pengembangan Ekowisata Dan Jasa

Lingkungan Di Kawasan Konservasi.

. Pengembangan Konservasi Laut Dan Hutan

Wisata.

. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Program Pengendalian
Kebakaran Hutan

Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
Hutan.

Pemetaan Kawasan Rawan Kebakaran
Hutan.

Koordinasi Pe ngendalian Kebakaran Hutan.

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur,
dan Manual Pengendalian Kebalkaran
Hutan.

Sosdalisasi Kebijakan Pencegahan
Kebakaran Hutan.

Monitoling, Evaluasi, dan Pelaporan.

Program Pengelolaan
dan, Rehabilitasi
Ekosistem Pesidrdan
Laut.

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosi stem
Pedsirdan Laut.

Pengembangan Sistem Menajemen
Pengelolaan Pesisr Laut.

10.

Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar
Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH
Sosdalisasi Kebijakan, Noma, Standar,
Prosedur dan Manual Pengelolaan RT H.
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi
Pengelolaan RT H.

Penyusunan Program Pengembangan
RTH.

Penataan RTH.




Pemeliharaan RT H

Pengembangan Taman Rekreasi.
Pengawasan dan Pengendalian RT H.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengelolaan RTH.

10. Monitoling dan Evaluasi.
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Sumber : Bapeddda Prov. NAD (2007)

Dengan adanya kebijalkan, strategi dan tindaklanjut pengelolaan lingkungan
Tahun 2007 — 2012 tersebut menjadi acuan bagi Bapedalda Provinsi NAD dalam
pengendalian dampak lingkungan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk 5
tahun le depan. Dengan demikan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan terutama di bidang lingkungan hidup dapat terus berangsung secarma
berdaya guna dan berhasil guna, bersih, transparan dan bertanggung jawab sera
bebas dari korupsi, kolusi dan nepoti sme.

8.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawa san Islami

Topikini dikemukakan untuk memotivas kesadaran lingkungan setiap orang
akan masalah-masalah lingkungan hidup yang banyak mengalami kerusakan-
kerusakan sampai menmbulkan ketidakseimbangan e kosi stem yang akhimya dapat
merugikan kehidupan makhluk lain, termasuk manusia. Keadan lingkungan hidup
yang demikan ini merupakan ulah tangan manusia yang tidak memiliki dan
menyadari akan wawasan moral lingkungan. Bagi umat islam sydem kepercayan
etika manusia yang diajarkan Al-Qurandan Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi
landasan perilaku mengelola lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup dan pembangunan telah menjadi perhatian
masyarakat dunia. Langkah awal penanganan berlangsung sejak konferensi PBB
mengenai Lingkungan Hidup Manusia pada bulan Juni tahun 1972 di Kofa
Stockholm. Hasil konferensi ini diputuskan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan dengan memakai pendekatan pengintegrasan semua aspek
pengelolaan lingkungan dalam pembangunan (Salim, 1992).

Pendayagunaan sumber alam didasarkan pada konsep-konsep :terencana,
rasional, optimal dan bertanggung jawab yang dissuaikan dengan kemampuan
daya dukung yang diutamakan untuk kesejahteraan serta memelihara kele starian

dan lkeseimbangan ekosistem. Flora dan fauna serta biota air harusdilelola sebaik-



baiknya sehingga fungsinya tetap terpelihara. Sedangkan mineral, minyak , gas
bumi dan lain-lain, pemanfaatannya dilakukan dengan terencana, terukur yang
dise suai kan dengan kebutuhan pembangunan (Djajadiningrat, 1992)

Pembangunan lingkungan hidup untuk jangka pendek diarahkan kepada
pemeliharaan keledarian fungs lingkungan dengan mengikuti perkembangan
penduduk Perkembangan penduduk bergerak tidak lebih cepat dibandingkan
dengan kemajuan pembangunan, sehingga usaha meningkatkan kualitas hidup
dapat diwujudkan (Hearuman, 1987). Masalah lingkungan hidup yang bersifat teknis
untukmengatasi akibat pebuatan manusia sendiri yang mengarah pada perusakan
lingkungan. Setiap pengelola lingkungan, baik perorangan maupun badan hukum
senantiasa berhadapan dengan kesediaan sumber daya alam dan sebagai
penggeraknya srta kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi (Soemarwoto,
1985).

Pandangan umum tentang manfaat postif dari kegiatan manusia dalam
pembangunan didasarkan pada barang atau jasa yang memang berguna bagi
kebutuhan hidup. Namun demikan, manusia menanggung akibat bumuk yang
ditimbullkannya. Selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana seharusnya manusia
menyikapi lingkungan ini sehingga funsinya tetap memberikan manfaat bagi
kehidupan makhlukhidup? (Soejami, 1987).

Jawaban pertanyaan tersebut adalah tidak dari pencarian jenis teknologi
yang digunakan, atau produk macam apa yang bersih lingkungan, tetapi harus
dimuai dari moralitas seperti apakah yang patut dan harus ditumbuhkan di dalam
dunia pengelola lingkungan dalam menghadapi masalah kehidupan manusia yang
semakin kompleks? Kalau kta berpikr lorektif, manusia sebagai pengelola
lingkungan harus tetap taat bahwa unsur lingkungan itu memberikan manfaat bagi
kehidupan.

Namun sejauh mana harapan itu terpenuhi berpulang kepada kemauan
ummat manusia untuk kembali memperhatikan keseluruhan bumi kita sebagai
sebuah system. Manuda adalah bagian dari sistem itu, yang dengan potensi pikir,
rasa dan karsanya bertanggungjawab secara moral untuk mengelolanya (Magnis,
1988). Tindakan-tindakan tersebut tidak berart banyak, jika tidak ditempatkan
dalam kerangka sistem kepercayaan etika manusa yang bedaku. Bagi ummatislam
adalah gystem kepercayaan etika manusia yang diajarkan dalam Al-Quran dan

Sunnah Rasulullah Muhammad Saw.



8.2.1. Pemecahan Krisis Lingkungan dari Ajaran Agama Islam

Ajaran Islam mengajarkan kepada ummatnya bahwa mnusia sebagai
makhluk yang terbaik dengan akal dan pikiran (At Tin :4). Isam merupakan ajaran
dan petunjuk serta pedoman bagi manusia. Petunjuk dan pedoman yang ssmpuma
ini terdapat dalam Al-Quran (Al-Baqarah : 2) dan Hadist Nabi.

Petunjuk ini mengatur bagaimana manusia harus hidup bahagia dan
sejahtera di dunia dan akhirat, mengatur hubungan manusia dengan Allah
penciptaNya, hubungan manusia dengan manusia lainnya (An Nisaa : 1) dan
manusia dengan alam semesta tetmasuk bumi yang dianugerahkan oleh Allah bagi
kesejahteraan hidupnya (al Bagarah : 22).

Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi ini agaralam semesta dan bumi
dikelola sebijaksana mungkin bagi kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat (Al
An'aam : 165). Di dalam ajaran agama Islam terdapat sistem nilai yang mengatur
hubungan manusia dengan lingkungan serta cara-cara sebaiknya agar manusa
tidak menyalahgunakan karunia yang dilimpahkan kepadanya, karena sifat-sifat
kemanusaannya (al A'raaf :54-68)

Idam menghendaki ummatnya hidup bahagia dan sejahtera. Untukitu diberi
nalardan alal, dikaruniai alam semesta dengan isinya sebagai sumberduniaw dan
diberi sidem nilai dan norma ilahiyah yaitu Al Quran dan Sunnah. Hal ini senada
dengan ayatyang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan bahwa yang kam perintahkan adalah jalanKu yang luus, maka ikutilah ia,
dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalanjalan itu
menceraiberaikan kamu dan jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah
kepadanu agar kanmu bertagwa” (Al Anaam : 153)

Dr.AM .Saefuddin (Maftuchah Yusuf, 1988) dalam tulisannya yang berjudul
“Humanisasi Lingkungan Hidup” mengem ukakan bahwa :
“Deragjat da npak dan pengaruh sistem nilai dan norma Islam terhadap perilaku
kita sebagai manusia dap at secara integral atau parsial bergantung pada sejauh
man akah keyakinan total kita terhadap siste mnilai tersebut, sehingga kita dapat
menjumpai beragam perilaku dalam menempatkan possi daripada alam
semesta, masyarakat dan pendpta”
Perilaku manusia yang menyalahi amanah Allah untuk mengelola alam
semesta dan bumi secara bijaksana merupakan reflekd dari perbedaan kuat atau

lemahnya manusia meyakini sistem nilai dan noma ilahiyah ini. Isam mengajarkan



bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap alam semeda yang
dihadiahkan kepadanya untuk menamin kelangsungan hidupnya.

Idam tidak membenarkan manusia merusak alam, mencemari air, tanah dan
udara (Ar Rum : 41). Manusa harus mempertahankan alam dengan bijaksana,
memelihara dan menjaga kelestarian seluruh isinya, serta memalkai sumber daya
alam dengan wajar dan tidak boros. Sifat manusia yang biological inperialismyang
mengarah ke sifat anthropocentr, yang segalanya berpusat pada manusia harus
diubah menjadi sifat yang berpusat pada Allah pencipta alam. Akal dan pikiran
manusia hamus dikembangkan, bukan untuk merusak dan menghancurkan alam,

akan tetapi untuk mem perkaya dan mem percantikalam.

8.2.2. FEtika Pembangunan Bermoral Ajaran Islam

Pada mulanya manusia yang hidup di atas planet bumi ini diatur dan tund uk
pada kekuatan alam lingkungannya. Tetapi di dalam sjarmah peradaban manusia
menunjukkan bahwa manusia dengan keunggulan akan dan nalamya telah berhasil
membuat dirinya sebagai pengatur dan penakluk kekuatan alam lingkungannya.
Akal dan nalar manusia menemukan dan mengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi bagi kesejahteraan hidupnya.

Sejalan dengan sejarah manusia untuk mendapatkan bentuk kehidupan
yang sebaikbaiknya, mala factor kepercayaan kepada suatu kekuasaan Yang
Maha Besar, Kekal, Abadi dan Sempurna selalu mendasari akal pikirannya, adalah
kekuasaan isam. Bagi ummat Islam hendaknya mengikuti ajaran-ajaran yang
digariskan kepada semua makhluk hidup, termasuk manusia dianjurkan untuk
berkembang biak. Diajarkan juga bahwa manusia pedu memanfaatkan seluruh alam
semesta bagi lkesejahteraannya. Manusia menguasai alam smesta dan isnya.
Fauna, flora dan seluruh alam dimanfaatkan dan dikuasai.

D dalam perkembangan era industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan
manusia akan barang dan jasa, pada dasamya menggunakan tenaga
pembangunan yang memiliki pandangan hidupnya anthropocentis, yang dri-ciri
khasnya (Chiras, 1985)

1. Memandang alam smesta dan bumi pemberi sumber bahan kehidupan yang
tidakterbatas.
2. Memandang manuda sebagai makhluk hidup di luar alam.

3. Menganggap alam sbagai sesuatu yang perlu dikuasai.



Masyarakat industri yang didasarni etika tersebut, mendirikan pabrik-pabrik
besar dan kecil untuk memproduksi barmng dan jasa yang diperlulan manusia
semakin mudah. Produksi dar industri ini menghabiskan dan mencemar sumber
alam.

Sebenarmya Allah SWT telah memperingati perilaku manusa seperti dalam
Al Quran yaitu :

“Telah bertebaran kerusakan dan penghancuran di daratan dan lautan (juga) di
udara akibat usaha yang dilakuakn tangan manusia, biar Allah merasakan
kepada merka akan sebagian akibat pekeraan mereka semoga mereka
(sadar) kembali” (Ar Rum :41)

Idam dengan sistem nilai dan norma yang diajarkan untuk dijadilkan dasar
dalam kehidupan manusia tidak membenarkan etika anthropo centiis tersebut. Bagi
ummat Idam tersedia sumber nilai dan norma ilahiyahnya yang bersumber pada Al
Quran dan Sunnah, beserta karunia Allah sumber duniawiyah akal pikiman dan alam
semesta seluruhnya. Al Quran dalam Al An'am : 153, kita digjarkan untuk selalu
mengikut dan memegang tali ajaran sumber nilai dan norma ilahi kita. Keterikatan
manusia terhadap sstem nilai ilahyah tersebut, manusa tidak akan hidup scara
anthropocentris.

Idam menugaskan manusia di bumi sebagai khalifah yang harus
mendptakan keamanan dan kemakmuran. Karena itu dalam melaksanakan
tugasya tersebut sangat membutuhkan hasil-hasil teknologi sebagai produk
budaya, termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan melaksanakan pendidikan.
Hanya sagja dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bias
dilepaskan dari iman, dalam bahasa Al Quran fikit tidak boleh lepas dari zikir.
Manusia haws selalu menjaga eks stensi dirinya agar tetap berada dalam hubungan

dengan Allah SWT, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan alamnya.

8.2.3. Kesinpulan

Beranjak dari nilai-nilai yang diuraikan di atas, maka dalam usaha
meningkatkan kesejahteraan hidup dan menggunakan akal pikiran melalui
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola dan
memanfaatkan alam semesta hendaknya bertindak sebagai kalifah Allah SWT.
Alam semesta dengan seluruh isnya sangat tinggi harganya dan harus dijaga,
dikelola serta dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Etika yang bermoral isami yang

mendasarinya, sehingga terwujudlah pembangunan yang berkelanjutan. Ini artinya



bahwa ummat manusia beriman dan bertawa perdlu meyakini bahwa manusia
merupalan bagian dari alam, dia haus mengelolanya secara baik dan bijaksana
dan tidakboleh mem sak maupun menghabiskannya dan selalu ingat bahwa sumber
daya alam dan kemampuan bumi ada batasnya. Sumber nilai dan norma ilahi harus

dipegang tegak dalam memanfaatkan sumber duniawiyah alam smesta dengan
seluruh isinya.
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LAMPIRAN FO TO-FOTO KUNJUNGAN DI LAPANG AN

Kondisi tepi/tebing sun gai di sepanjang DA S yang semakin melebar dan rap uh struktunya




Kebakaran hutan dan konversi lahan hutan menjadi permasalah an serius

Berbagai bentuk pen grusakan dan konversi kawasan hutan yan gsudah san gat memprihatinkan




Penamban g galian C secara tradisional dan semimodern (perpaduan cara tradisional den gan
bant uan alat modern) dan jembatan ambruk salah satuaktivitas galian C




Masyarakat memanfaakan sedimentasi kerikil di Krueng Batee Kec. Kuala Batee,
dan kondisibendungan Tangan-Tangan Abdya
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Kondisi sungai Lubuk Layu Kec.Samadua Aceh Selatan yang belum pulih paxa
banjir bandang tahun 2003dan Krueng SamaduaAceh Selatan y ang kering
kerontang




Kondisi Hutan Rawa yang diranbah Proyek penimbunan rawa di Ujung

Mangki untuk lahan relok asi penduduk dan di Seunebo Kranji Bakongan untuk
perkebunan sawit di Kab. Aceh Selatan
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Lahan persawah an yang men galami kerusakan secara fisik maupun kimia di Nagan

Raya



Kondisi areal tambak yang han cur akibat Tsunami



Tambak tertimbun pasir di Lam Dingn Banda Aceh dan perubahan bentang alam
(penurunan daratan) di Nagan Raya

Laguna di Meunasah Layeun Kec. Leuwpung Aceh Besar
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